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ABSTRAK

Nama : Yanthi Brihtsanthi
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Evaluasi Kinerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia dengan Pendekatan Balanced Scorecard.

Tesis ini bertujvan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan menggunakan
pendekatan empat perspektif Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan kualitatif evaluatif. Penelitian ini didahului dengan penetapan
indikator kinerja yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi tersebut
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan MKDKI serta
Rencana Strategis MKDKI 2008-2013. Hasil penelitian ditemukan bahwa
evaluasi kinerja MKDKI sebagai organisasi pemerintah dapat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan empat perspektif Bulanced Scorecard dan ditemukan
keterkaitan antara kinerja MKDKI pada perspektif publik, perspektif proses
internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta perspektif keuangan.
MKDKI diharapkan dapat memperhatikan kepentingan masyarakat penerima jasa
pelayanan medis serta kepentingan profesi kedokteran untuk mewujudkan visi
”Penegak disiplin profesi kedokteran yang dipercaya dan dihormati”. Saran untuk
penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan dan mengembangkan key
performance indicator MKDKI berdasarkan indikator kinerja dalam penelitian
ind.

Kata kunci:
Performance evaluation, Balanced Scorecard, MKDKI
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ABSTRACT

Name : Yanthi Brihtsanthi
Study Program : Public Health
Title : Performance Evaluation of Indonesian Medical Disciplinary

Board with Balanced Scorecard Approach

This study focuses on performance evaluation of Indonesian Medical Disciplinary
Board using four perspectives of Balanced Scorecard approach. This research is
qualitative and evaluative which data were collected by deep interview,
observation, and study document. First, the study configures performance
indicator that can be used in the performance evaluation based on Regulation and
Strategic Plan of MKDKI. This study found that Balanced Scorecard can be used
as a tool for evaluating performance of MKDKI as a government institution.
Furthermore, there is correlation between four perspectives of Balanced Scorecard
in MKDKI performance. The researcher suggests that MKDKI should be
considered public and medical professional interest in way of getting its vision “to
be trusted and respected medical disciplinary board”. For advance research of
MKDKI performance, the researcher suggests to use and consider the need to
develop key performance indicator in this study.

Keyword:
Performance evaluation, Balanced Scorecard, MKIDKI
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari upaya kesehatan yang
dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
setinggi-tingginya serta dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia
Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan
nasional (UU No. 36 Tahun 2009).

Pada kenyataannya pelayanan keschatan dilingkupi pelayanan yang tidak
aman dengan kemungkinan infeksi, misdiagnosis, keterlambatan pelayanan, alat
kesehatan yang tidak adekuat, kejadian iidak diharapkan (adverse events) bahkan
kesalahan medis (medical errors) (WHO, 2009). Pada masyarakat yang gemar
menggugat (litigious society), masyarakat yang merasa kecewa atau mengalami
hasil buruk dari pelayanan kesehatan yang diterimanya memiliki kecenderungan
untuk mengadukan dokter atau rumah sakit terkait ke berbagai pihak tanpa
menyadari upaya maksimal yang telah dilakukan oleh tenaga medis melawan
perjalanan penyakit pasien (Purwadianto, 2004).

Negara Inggris pada tahun 1980-an dan Negara Amerika Serikat pada
tahun 1970-an telah mengalami praktik defensive medicine akibat
ketidakpercayaan dalam hubungan dokter-pasien. Defensive medicine merupakan
praktik kcdokteran yang dijalankan olch profesi kedokteran dengan melakukan
pemeriksaan diagnostik maupun prosedur pengobatan yang tidak akan dilakukan
kecuali untuk menghadapi ancaman tuntutan dari pasien atau keluarganya
{Vincent, et.al, 1993).

Salah satu latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran)
adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan dokter
gigi. Hal tersebut disadari dapat menjadi ancaman bagi pembangunan kesehatan
karena dokter dan dokter gigi memiliki peran penting sebagai komponen utama

pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat (UU No. 29 Tahun 2004).
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Untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan khususnya yang dilakukan oleh
dokter dan dokter gigi, maka pelayanan keschatan seharusnya diselenggarakan
oleh tenaga profesional yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan
kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan
dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan,
pengawasan, dan pemantauan (UUU No. 29 Tahun 2004).

UU Praktik Kedokteran mengamanahkan pembentukan Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) sebagai wadah profesi yang memiliki fungsi pengaturan,
pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan
praktik kedokteran. KKI terbentuk berdasarkan doktrin kontrak sosial antara
profesi medis dan masyarakat. Profesi medis memiliki kewenangan untuk
melaksanakan self regulating untuk memberikan jaminan bahwa anggota
profesinya bekerja dengan baik dan memiliki kompetensi (Sampurna, 2006).
Melalui kontrak sosial tersebut, masyarakat memberikan kepercayaan kepada
profesi medis untuk memberikan pelayanan terbaik secara profesional dan untuk
itu profesi medis diberikan otonomi untuk mengatur profesinya sendiri (Cruess,
2004).

KKI diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kemampuan profesi
dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjembatani
kepentingan masyarakat dan profesi dokter. KKI dibentuk dalam rangka mencapai
tujuan pengaturan praktik kedokteran sebagaimana tercantum dalam UU Praktik
Kedokteran yaitu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis
yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi serta untuk memberikan perlindungan
kepada pasien melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan kedokteran,
registrasi, dan pembinaan, pengawasan serta pemantavan (UU No. 29 Tahun
2004).

Salah satu tugas dari konsil kedokteran di berbagai dunia adalah menerima
keluhan dari masyarakat terkait dengan disiplin profesi kedokteran dan melakukan
self disciplining {Amold, 2000). Di Indonesia, tugas tersebut dilaksanakan oleh
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai lembaga
otonom yang berada di bawah KKI. Pasal 64 UU Praktik Kedokteran

menyebutkan bahwa tugas MKDKI adalah menerima pengaduan, memeriksa, dan
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memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan.
MKDKI diberi kewenangan untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang
dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan
kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi disiplin (Pasal 1 UU No. 29 Tahun 2004).

Penegakan disiplin pada profesi kedokteran telah dilakukan oleh negara
lain baik negara anglosaxon maupun negara eropa kontinental termasuk negara
Belanda yang telah memiliki Medical Disciplinary Board sejak tahun 1928
(Albafaji, et.al, 2009). Di Inggris, penegakan disiplin profesi kedokteran
dilakukan oleh salah satu bagian pada General Medical Council {GMC) yaitu
Fitness to Practice Panel. Pada tahun 2006, GMC yang telah berdiri sejak 1858
dilaporkan menerima lebih dari 5.000 pengaduan setiap tahunnya (Bailey, et.al,
2006).

Secara filosofts, ] Guwandi (2007) mengidentifikasi penegakan disiplin
sebagai upaya melindungi masyarakat dengan menyingkirkan atau meminimalisir
praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku profesi kedokteran
(bad apple). Bad Apple Theory populer pada dunia penerbangan untuk
menggambarkan upaya identifikasi personil yang tidak dapat diandalkan dalam
sebuah organisasi dan menyingkirkan atau membatasi kegiatan personil tersebut
(Dekker, 2002). Manfaat lebih jauh dari upaya pendisiplinan profesi dokter adalah
perbaikan standar dalam penyelenggaraan praktik kedokteran sebagai
pembelajaran dari keputusan yang ditetapkan oleh iembaga pendisiplinan profesi
dokter atau dokter gigi.

Pelaksanaan penegakan disiplin profesi dokter di Indonesia dilakukan oleh
sebelas anggota MKIDKI yang berasal dad unsur profesi dokter, dokter gigi dan
sarjana hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan untuk masa
jabatan lima tahun. Sejak didirikan pada Maret 2006 sampai tahun 2009, MKDKI
yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia telah menerima 75 pengaduan
dari selurub Indonesia dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya
(MKDKI, 2010).

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berwenang
menetapkan sanksi disiplin pada dokter/dokter gigi yang dinyatakan telah

melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Sanksi disiplin tersebut
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berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi (STR)
atau surat ijin praktik (SIP) baik sementara maupun tetap, dan/atau kewajiban
mengikuti pendidikan/pelatihan di institusi pendidikan kedokteran (UU No. 29
Tahun 2004).

Sebagai penegak disiplin profesi kedokteran, MKDKI diharapkan dapat
mengidentifikasi praktik kedokteran yang buruk khususnya terkait pelanggaran
disiplin profesi kedokteran schingga profesionalisme kedokteran dan mutu
pelayanan medis dapat terjaga. Mengingat pentingnya peran MKDKI dalam
melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak profesional, maka
perlu dilakukan evaluasi kinerja MKDKI yang diharapkan dapat memberikan
masukan kepada pemangku kebijakan terkait kebijakan penegakan disiplin.
Bahkan GMC yang telah berdiri sejak tahun 1858, terus berupaya memperbaiki
pedoman penjatuhan sanksi disiplin guna menjamin konsistensi dan transparansi
publik sebagaimana dilakukan di negara Inggris (Baker, 2006).

Sebelumnya penelitian tentang evaluasi kinega MKDKI dengan
pendekatan empat perspektif Balanced Scorecard belum pemah dilakukan.
Penilaian kinerja penegakan disiplin yang disusun oleh Sekretariat KKI saat ini
mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1100/Menkes/SK/VII/2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Departemen Kesehatan yang merupakan pelaksanaan dari Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencakup
lima komponen besar yaifu manajemen kinerja, yakni perencanaan, pengukuran,
pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Pencapaian kinerja atau target program
kerja didasarkan pada penyerapan anggaran yang disediakan. Menurut Wijaya dan
Assifie sebagaimana dikutip Rudatin (2005), penyerapan anggaran serta
pendekatan akuntasi dalam pengukuran kinerja organisasi pemerintah tidak dapat
mengukur aspek non-keuangan secara eksplisit (Rudatin, 2005).

Evaluasi kinerja pemerintah seharusnya ditekankan pada aspek
keseimbangan dan koordinasi dan mempertimbangkan keseimbangan antara

kinerja jangka pendek dan jangka panjang, antara kompetensi dan kerjasama,
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antara keadilan dan efisiensi, serta keseimbangan antara pembangunan dan
stabilitas (Mingke dan Li, 2006).

Salah satu alat evaluasi kinerja yang komprehensif adalah kerangka
Balanced Scorecard yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Kaplan dan
Norton sejak tahun 1990-an. Balanced Scorecard merupakan kerangka kerja yang
komprehensif dan sisternatis untuk keberhasilan jangka pendek dan jangka
panjang yang dapat diterapkan pada institusi pemerintah (Niven, 2003). Balanced
Scorecard merupakan kerangka yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi
kedalam seperangkat ukuran kinerja utama yang memperhatikan empat perspektif
yaitu perspektif publik/pemangku kebijakan, perspektif proses internal, perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan, serta perspektif finansial (Kaplan dan Norton,
2000).

Kewenangan MKDKI yang sangat besar dalam menentukar ada tidaknya
kesalahan dokter/dokter gigi dalam melaksanakan disiplin profesinya dan
menjatubkan sanksi disiplin y:;mg diikuti dengan kecenderungan peningkatan
pengaduan, scharusnya diiringi dengan evaluasi kinerja yang komprehensif.
Untuk ifu, penelitian yang akan dilakukan adalah evaluasi kinerja MKDKI dengan
pendekatan empat perspektif Balanced Scorecard. Evaluasi kinerja yang
dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi sebagai upaya
perbaikan kinerja MKDKI selanjutnya serta upaya pencapaian visi MKDKI yang
tertera dalam Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 yaitu “Penegak disiplin yang
dipercaya dan dihonmati”.

Pada penelitian ini juga akan dikembangkan perangkat lunak (software)
berupa program komputer yang diharapkan dapat digunakan sebagai pengukur
kerja otomatis dan dengan cepat memberikan masukan kepada pimpinan dalam
membuat keputusan. Penggunaan program komputer dalam pengukuran kinerja
merupakan langkah ke tujuh dari sembilan langkah menuju kesuksesan
implementasi Balanced Scorecard (Rohm, 2008). Seluruh proses penelitian akan
dilakukan tanpa mempublikasikan nama pasien, dokter, maupun rumah sakit yang
terkait dengan pengaduan ke MKDKI. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga

prinsip kerahasiaan pasien dan etika penelitian.
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1.2. Rumusan Masalah

Sebagai penegak disiplin profesi kedokteran, MKIDKI diharapkan dapat
mengidentifikasi praktik kedokteran yang buruk khususnya terkait pelanggaran
disiplin profesi kedokteran sehingga profesionalisme kedokteran dan mutu
pelayanan medis dapat terjaga. Mengingat pentingnya peran MKDXI dalam
melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak profesional, maka
perlu dilakukan evaluasi kinegja MKDKI yang dapat memberikan masukan
kepada pemangku kebijakan terkait. Kewenangan MKDKI yang sangat besar
dalam menentukan ada tidaknya kesalahan dokter/dokter gigi yang dalam
melaksanakan disiplin profesinya dan menjatubkan sanksi disiplin, seharusnya
diiringi dengan pengukuran kinerja yang komprehensif sehingga MKDKI dapat
menjamin kepastian hukum bagi dokter/dokter gigi sesuai dengan tujuan UU
Praktik Kedokteran. Namun, sampai saat ini belum ada evaluasi kinerja MKDKI
yang bersifat komprehensif khususnya dengan pendekatan empat perspektif
Balanced Scorecard. Dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah: "Belum diketahuinya gambaran evaluasi kinerja MKDKI difinjau dengan

pendekatan empat perspektif Balanced Scorecard.”

1.3. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan, maka pertanyaan penelitian ini
adalah,
1. Indikator apa yang dapat digunakan dalam evaluasi kinefja MKDKI
berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard?
2. Bagaimanakah evaluasi kinerja MKDKI berdasarkan pendekatan empat

perspektif Balanced Scorecard?

1.4. Tujuan Penelitian
1.4.1. Tujuan Umum
Diketahuinya gambaran evaluasi kinerja MKDKI dengan pendekatan

empat perspektif Balanced Scorecard.
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1.4.2. Tujuan Khusus

1.

Diketahuinya indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi kinerja MKDKI
berdasarkan empat perspektif Balanced Scorecard.

Diketahuinya gambaran evaluasi kinerja MKDKI dilihat dari perspektif publik.
Diketahuinya gambaran evaluasi kinerja MKDKI dilihat dani perspektif proses
internal.

Diketahuinya gambaran evaluasi kineja MKDKI dilihat dari perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan.

Diketahuinya gambaran evaluasi kineja MKDKI dilihat dan perspektif

keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.

Secara teroritis, penelitian ini memberikan tambahan literatur tentang
penggunaan empat perspektif Balanced Scorzcard dalam pengukuran kinerja
pada organisasi pemerintah yaitu MKDKI yang memiliki karakteristik
keanggotaan periodik berdasarkan masa jabatan tertentu.

Secara aplikatif, penelitian ini diliarapkan dapat memberikan masukan kepada
MKDKI serta unit pendukungnya dalam upaya pencapaian visi dan misi
MKDKI dan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu, pengembangan
program komputer dalam penelitian ini dapat digunakan oleh MKDKI dalam
membangun sistem informasi yang dibutuhkan. Selain itu, terhadap perangkat
lunak yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai sistem informasi

MEKDKI memiliki potensi untuk ditetapkan hak kekayaan intelektual.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja

MKDKI dengan pendekatan empat perspektif Balanced Scorecard. Penelitian

dilakukan mengingat perlunya evaluasi secara komprehensif pada kinerja MKDXI

yang memiliki peran penting sebagai penentu ada tidaknya kesalahan dalam

penerapan disiplin ilmu oleh dokter/dokter gigi. Penelitian akan dilakukan pada
bulan Mei 2010 di Jakarta, khususnya di Sekretariat KKI.
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Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data primer maupun data
sekunder. Pengumpulan data primer terkait evaluasi kinerja MKDKI dilakukan
dengan pengamatan serta wawancara mendalam kepada beberapa narasumber.
Pengukuran kinerja MKDKI dalam bentuk skoring dilakukan dengan
menggunakan instrumen kuesioner yang dikembangkan dalam penelitian ini. Data
sekunder berupa dokumen yang terkait dengan berbagai kegiatan MKDKI
diharapkan dapat diperoleh melalui Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia.

Untuk menjaga prinsip kerahasiaan pasien, proses penelitian dilakukan
tanpa mempublikasikan nama pasien, dokter, maupun nunah sakit yang terkait
dalam pengaduan. Pada penelitian ini akan dikembangkan program komputer
sesuai kebutuhan MKDKI yang diharapkan dapat digunakan dalam membangun
sistem informasi MKIDKI selanjutnya.
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BAB2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indenesia
2.1.1. Dasar Pembentukan

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan

salah satu lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik
Kedokteran). Hal-hal yang menjadi pokok pengaturan dalam UU Praktik

Kedokteran adalah sebagai berikut :

L.

Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan
yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien;

Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang terdiri atas Konsil
Kedokteran dan Konsi! Kedokteran Gigi disertai susunan organisasi, fungsi,
tugas, dan kewenangan;

Registrasi dokter dan dokter gigi yang dilaksanakan oleh KKI dengan
pemberdayaan organisasi profesi,

Penyusunan, penctapan, dan pengesahan standar pendidikan profesi dokter dan
dokter gigi;

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang mencakup pemberian ijin praktik,
standar yang berlaku dalam pemberian pelayanan kepada pasien, hak dan
kewajiban baik dokter maupun pasien;

Pembentukan MKDKI sebagai penegak disiplin profesi kedokteran;
Pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, KKI, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta
mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing;
dan

Pengaturan ketentuan pidana pada pelanggaran pasal tertentu dalam UU
Praktik Kedokteran.

g Universitas Indonesia
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Pembentukan MKDKI tidak dapat dipisahkan dengan KKI karena MKDKI
merupakan lembaga otonom dari KKI. Secara administratif MKDKI bertanggung
jawab kepada KKI, tetapi dalam pelaksanaan tugas penegakan disiplin MKDKI
bersifat independen dalam arti tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga
lainnya. Salah satu fungsi dari Konsil Kedokteran di berbagai dunia adalah
menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan disiplin profesi kedokteran
(Arnold, 2000).

Dalam praktik kedokteran XKI merupakan lembaga yang memiliki fungsi
pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang
menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
medis (UU Praktik Kedokteran). Hal tersebut sejalan dengan fujuan pengaturan
praktik kedokteran dalam UU Praktik Kedokteran, yaitu :

a. Memberikan perlindungan kepada pasien.

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan
oleh dokter dan dokter gigi.

¢. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Pembentukan KKI ditujukan untuk melindungi masyarakat penerima jasa
pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan
dokter gigi melalui upaya peningkatan kualitas pendidikan kedokteran, registrasi,
dan pembinaan, pengawasan serta pemantauan (UU Praktik Kedokteran). Sebagai
badan otonom, mandiri, nonstruktural, bersifat independen, KKI memiliki fungsi
pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dengan tugas sebagai berikut;
a. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;

b. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
c. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang
dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

KKI berdin pada tanggal 29 April 2005 berdasarkan perintah UU Praktik
Kedokteran. Anggota KKI berjumlah 17 orang yang terdini dari 7 orang dokter, 7
orang dokter gigi, dan 3 orang tokoh masyarakat (bukan dokter/dokter gigi) yang
memiliki perhatian khusus di bidang kedokteran. KKI terdiri dari Konsil
Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi yang masing-masing memiliki tiga divisi
yaitu Divisi Registrasi; Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan Divisi Pembinaan.

l
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Dalam pelaksanaan tugasnya KKI didukung oleh sebuah sekretariat yang
dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri
yang bertanggungjawab di bidang kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No.
1442/Menkes/Per/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KKI
menyebutkan bahwa tugas Sekretariat KKI adalah memberikan dukungan teknis
dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KXI yaitu Konsil
Kedokteran, Konsil Kedokteran Gigi dan termasuk MKDKI. Bagan berikut
memperlihatkan organisasi KKI dan kaitannya dengan MKDKI scbagaimana
diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 56, dan Pasal 57 UU Praktik Kedokteran.

Gambar 2.1. Susunan QOrganisasi KKI

Ketua KKI
2 Wakil Ketua

Sekretaris KK

E i y

Konsil Kedokteran Kansil Kedokteras Bigi me

3 Divisi 3 Divisi

......... tanggung jawab administrasi [‘ woin 0l
------ mitra kerja HKDKI - P

2.1.2, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
Pasal 57 ayat (1) UU Praktik Kedokteran menetapkan bahwa MKDXI
berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Praktik
Kedokteran Pasal 64, MKDKI bertugas untuk:
1) Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran
disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
2} Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, MKDKI menjalani fungsi sebagai
penegak disiplin profesi kedokteran dan kedokteran gigi dalam penyelenggaraan
praktik kedokteran. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi sebagai

penegak disiplin profesi kedokteran, MKDKI memiliki kewenangan sebagaimana
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diatur dalam Pasal 5 Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIIl/2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja MKDKI dan MKDKI-P, sebagai berikut:

1) Menerima pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;

2) Menetapkan jenis pengaduan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran
etika atau bukan keduanya;

3) Memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;

4) Memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi;

5) Menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin profesi dokter dan dokter
gigi;

6) Melaksanakan keputusan MKDKI;

7) Menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter
gigt;

8) Menyusun buku pedoman MKDKI dan MKDKJ-P;

9) Membina, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P;

10) Membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P
kepada KKI;

11} Mengadakan sosialisasi, penyuluban, dan diseminasi tentang MKDKI dan
MKDKI-P; dan

12) Mendokumentasikan pengaduan, prosedur pemeriksaan dan keputusan
MKDKI

2.1.3. Keanggotaan dan Organisasi

UU Praktik Kedokteran menentukan bahwa anggota MKDKI ditetapkan
oleh Menteri (yang bertanggung jawab dibidang keschatan) atas usul organisasi
profesi (IDI dan PDGI) dengan masa jabatan 5 (lima) fahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Keanggotaan MKDKI berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dar 3
(tiga) orang dokter dari organisasi profesi kedokteran; 3 (tiga) orang dokter gigi
dari organisasi profesi kedokteran gigi; 1 (satu} dokter dan 1 (satu) orang dokter
gigi mewakili asosiasi rumah sakit, dan 3 (tiga) orang sarjana hukum yang bukan
dokter ataupun dokter gigi.

Pimpinan MKDKI adalah tiga orang anggota MKDKI yang dipilih dan

ditetapkan dalam rapat pleno anggota sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris
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yang ketiganya merangkap sebagai anggota MKDKI. Ketua MKDKI adalah
penanggung jawab tertinggi MKDKI yang menetapkan dan memimpin
pelaksanaan kegiatan MKDKI serta melakukan koordinasi baik internal maupun
eksternal.

Keanggotaan MKDKI periode 2006-2011 ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 072/Menkes/SK/I/2006 tentang
Pengangkatan Anggota MKDKI tertanggal 7 Febrvari 2006 dengan susunan
organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan KKI No. 05/KKI/Kep/IIl/2006
tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris MKDKI Masa Bakti 2006-
2011. Anggota MKDKI berhenti atau diberhentikan karena:

a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

meminggal dunia;

A

bertempat tinggal di luar wilayah republik Indonesia;

e. tidak mampu melakukan tugas secara terus menerus selama tiga bulan karena
sakit;

f. tidak melakukan tugas selama tiga bulan tanpa alasan yang jelas dan yang
dapat diterima; atau

g. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1.4. Unit Penunjang

UU Praktik Kedokteran tidak mengatur secara eksplisit tentang sekretariat
MKDKI. UU Praktik Kedokteran hanya menyebutkan tentang seorang sekretaris
yang memimpin memimpin sekretariat KKI dan bukan merupakan anggota KKI.
Pelaksana tugas Sekretariat KKI merupakan pegawai KKI yang tunduk pada
peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Sekretaris KKI diangkat dan diberhentikan oleh Menteri tetapi dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan KKI. Selanjutnya UU
Praktik Kedokteran mengamanahkan penetapan ketentuan tentang fungsi dan
tugas sekretariat oleh KKI. Pengertian sekretaris KKI dalam Peraturan KKI No.
15/KK/Per/VII/2006  dipertegas sebagai seorang yang diangkat dan
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diberhentikan oleh Menteri yang bertugas membantu KK dan MKDKI dalam hal
kesekretariatan.

Struktur organisasi Sekretariat KKI diatur dalam Peraturan Menteri
Keschatan No. 1442/Menkes/Per/X/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Sekretariat KKI
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Pada Pasal 20 Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIII/2006 disebutkan bahwa
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, MKDKI didukung olch
Bagian Pelayanan Hukum dan Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat.
Bagian Pelayanan Hukum menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.
1442/Menkes/Per/X/2005 terdiri dari tiga sub bagian, yaitu:

1) Subbagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penylapan
bahan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang kehormatan dan disiplin
kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran perorangan.

2) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
fasilitast persidangan di bidang kehormatan dan disiplin kedokteran Indonesia,
serta kehormatan dan disiplin kedokteran perorangan.

3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan hukum di bidang kehormatan

dan disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran

perorangan.
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Sedangkan Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat merupakan
bagian yang menunjang seluruh kegiatan KKI termasuk MKDKI dalam hal tata
usaha, kepegawaian, keuangan, serta kehumasan. Bagian Administrasi dan
Hubungan Masyarakat, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan perencanaan anggaran, urusan tata usaha,
kerumahtanggaan, perlengkapan serta kepegawaian.

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan kebendaharaan, dan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

3. Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media masa, hubungan
antar lembaga, hubungan organisasi profesi dan asosiasi.

Dalam hal pelaksanaan tugas kesekretariatan, Peraturan KKI No.
15/KKI/Per/VIII/2006 menyebutkan adanya pegawai MKDKI sebagai pegawai
yang diangkat oleh sekretariat KKI untuk melaksanakan tugas sekretariat pada
MKDXKI. Pembinaan terhadap pegawai tersebut dilakukan oleh Pimpinan MKDKI
agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2.1.5. Pembiayaan

Pasal 65 UU Praktik Kedokteran dan Peraturan KKI No.
15/KKI/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja MKDKI dan MKDKI di
tingkat Provinsi menyebutkan bahwa segala pembiayaan pelaksanaan tugas dan
kegiatan MKDK] dan MKDXKI-P dibebankan kepada Anggaran KKI.

2.1.6. Rencana Strategis MKDKI 2008-2013

Rencana Strategis MKDKI terdapat dalam Keputusan Nomor
75/KXVKep/VIH/2008 Tentang Rencana Strategis MKDKI Tahun 2008-2013
yang disusun dengan memperhatikan sisi profesi dokter/dokter gigi dan juga
masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.
a. Visi MKDKI : penegak disiplin kedokteran yang dipercaya dan dihormati.
b. Misi MKDKI : mengawal dan menjaga profesionalisme dokter dan dokter gigi

melalui penegakan disiplin kedokteran.
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: manusiawi, keunggulan, dinamis, keadilan, dan integritas.

d. Tujuan, sebagai suatu unit KKI, pengembangan MKDXI mempunyai 3 tujuan

yang telah
berikut:
Tujuan 1

Strategi

Sasaran

Tujuan 2 :

Strategi

Sasaran

Tujuan 3 :

Strategi

Sasaran

dilengkapi dengan strategi, sasaran, program dan kegiatan sebagai

: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh manfaat

dari keberadaan MKDKI dalam rangka meningkatkan
profesionalisme dokter/dokter gigi.

: Peningkatan efektifitas mekanisme sosialisasi MKDKI

: 1, Meningkatnya pemanfaatan MKDKI sebagai lembaga penegak

disiplin kedokteran.
2.Meningkatnya pemahaman  dokter/dokter gigi  tentang
profesionalisme dan disiplin kedokteran.
Terselenggaranya proses penanganan kasus dugaan pelanggaran
disiplin kedokiecran secara efektif dan efisien dengan kualitas

keputusan yang tepat.

:1. Pengembangan tata kelola yang baik (good governance) dalam

penyelenggaraan organisasi dan manajemen MKDKI,

2. Pengembangan jaringan kerja MKDKI pada tingkat regional.

: 1. Terbentuknya unit sekretariat MKDKI yang mandiri sebagai

bagian dari Sekretariat KKI.

2.Meningkatnya kapasitas, kualitas dan kinerja MKDKI dalam
penanganan pengaduan.

3. Terbentuknya MKDKI-P sekurang-kurangnya di sepuluh
provinsi.

Tercapainya kesepahaman penegakan norma etik, norma disiplin

dan norma hukum dalam bidang kedokteran.

: 1. Pengembangan kerjasama lintas scktor.

2. Pengembangan peran mediasi di lingkungan KKI dalam rangka
meningkatkan pemanfaatan MKDKI.

:1.Terjalin kerjasama antara para penegak norma etik, norma

disiplin dan norma hukum.
2. Terbentuknya lembaga mediasi di lingkungan KKI.
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2.1.7. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat
Provinsi
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di tingkat provinsi
(MKDKI-P) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan untuk
menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam
penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi di wilayah provinsi dan
menentukan sanksi (Pasal 1 angka 5 Peraturan KKI No. 15/KKL/Per/VII/2006).
Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Prakiik Kedokteran, MKDKI-P yang
berkedudukan di ibukota provinsi dapat dibentuk oleh KKI atas usulan dari
MKDKI dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 10 Peraturan
KXKI No. 15/KKI/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja MKDKI dan
MKDKI-P} :
Luas wilayah provinsi; danfatau
Jumlah dokter dan dokter di wilayah provinsi; dan/atau
Memperhatikan pengaduan yang masuk pada wilayah provinsi; dan/atau

oL S S

Jarak provinsi dengan ibukota Negara Republik Indonesia.

Tugas MKDKI-P adalah untuk menerima pengaduan yang diajukan di
provinsi, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya kasus pelanggaran disiplin
kedokteran dan kedokteran gigi serta menentukan sanksi pada pengaduan tersebut.
Baik UU Praktik Kedokteran maupun Peraturan KKI No. 15/KKEPer/VIIL/2006
tidak menyebuikan dengan tegas tentang hubungan MKDKI dengan MKDKI-P.
Dalam Pasal 8 Peraturan KX1 No. 15/KKI/Per/VIIF/2006 disebutkan bahwa baik
MKDKI maupun MKDKI-P sebagai lembaga otonom dari KKI, keduanya
bertanggung jawab secara administratif kepada KKI tetapi bersifat independen

dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2. Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran
2.2.1. Profesionalisme dan Disiplin Profesi Kedokteran

Sciring dengan meningkatnya pengetahuan dan  tingkat pendidikan
masyarakat, Indonesia seperti negara-negara lain akan menghadapi besamya
jumlah pengaduan dari masyarakat terkait dugaan kesalahan dokter baik berupa
tuntutan malapraktik medis maupun pengaduan kepada instansi berwenang

lainnya. Negara Amerika Serikat mencatat 50-60% dokter di Amerka Serikat
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pernah dituntut secara hukum minimal 1 (satu) kali sepanjang karir mereka yang
berakibat menyebarluasnya praktik devensive medicine dimana dokter melakukan
banyak screening bukan untuk kepentingan pasien melainkan ditujukan untuk
melindungi diri (Vincent, et.al, 1993).

UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan
bahwa profesi kedokteran atan kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran
atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, konipetensi
yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat
melayani masyarakat. Judge Louis Branders (1912) menyatakan bahwa profesi
merupakan pekerjaan yang memerlukan pembentukan karakter intelektual sebagai
pendidikan awal mencakup pengetahuan dan keterampilan. Seorang profesional
harus memiliki pendidikan dan keahlian pada tingkat tertentu yang dapat
dimanfaatkan oleh publik bukan hanya kelompok tertentu (Montgorery, 2003).

Tingkatan pendidikan dan keahlian suatu profesi ditentukan oleh
organisasi profesinya karena masyarakat melalui kontrak sosial telah
mempercayakan seorang profesi unfuk meregulasi diri sendini (self regulating).
Hal inilah yang membedakan profesi dengan pekerjaan yang hanya memerlukan
keterampilan (skili based). Syarat yang diperlukan dan melekat pada profesi
dokter adalah perilaku, penguasaan ilmu pengetahuan, terampil dan mahir, serta
kinerja (Wonodirekso, 2005).

Dalam buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia
yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (2006) profesionalisme
diartikan sebagal kemampuan tertinggi dari seseorang yang telah mendapat
pendidikan untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Pengertian yang lebih tepat
diberikan oleh Meakins sebagai berkut :

“Professional responsibilities include a commitment to the following:
professional competence, honesty to patients, patient confidentiality,
maintaining appropriate patient relations, improving gquality of care and
access to care, a just distribution of finite resources and scientific
knowledge”. (Meakins sebagaimana dikutip Nace, et.al, 2003: 807)

Meakins menekankan bahwa tanggung jawab secorang profesional
diperlihatkan melalui komitmennya terhadap kompetensi profesional, kejujuran

pada pasien, menjaga kerahasiaan pasien, membangun hubungan yang baik
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dengan pasien, meningkatkan kualitas pelayanan dan aksesnya. Pengertian
tersebut terkait dengan profesionalisme sebagai dasar dari kontrak sosial antara
profesi dokter dengan masyarakat dengan kepercayaan publik sebagai esensi
utama dari kontrak tersebut (Sox, 2002} . Swick (2000) mengungkapkan bahwa
profesionalisme medis merupakan perilaku dari profesi medis yang menunjukkan
bahwa profesi medis layak diberikan kepercayaan dari publik.

Praktik kedokteran menurut UU Praktik Kedokteran merupakan rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam
melaksanakan upaya kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan
penerapan dari kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan
perilaku  profesional (kmowledge, skill and professional attitude). Ukuran
kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh profesi dokter ditetapkan oleh
organisasi profesi sebagai standar profesi.

Dalam penjelasan UU Praktik Kedokteran disebutkan bahwa dokter harus
selalu mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan sesuai dengan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi karena ilmu pengetahuan, teknologi, dan
kompetensi merupakan landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat
melakukan tindakan medis terhadap orang lain.

Dengan kompetensi dan etika kedokteran, seorang dokter diharapkan
melakukan pelayanan kedokteran kepada masyarakat dengan baik. Etika
merupakan bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik,
berbuat baik dan menginginkan hal baik dalam hidup (Solomon, 1984). Etika
profesi yang berlaku bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia adalah kode etik
dokter dan kode etik dokter gigi yang disusun oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) sebagaimana disebutkan UU Praktik
Kedokteran. '

Seperti pada profesi lain seperti pengacara, akuntan dan sebagainya,
profesi kedokteran sebagai kelompok masyarakat yang lebih khusus, diberikan
kewenangan untuk melakukan self regulating serta membentuk organisasi profesi
sebagai wadah masyarakat ilmiah dalam suatu cabang atau lintas disiplin ilmu
pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang dijamin oleh

negara, untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam
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masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No, 18 Tahun
2002).

Kode etik kedokteran merupakan aturan-aturan etika yang memuat amar
(apa yang dibolehkan) dan larangan (apa yang harus dihindari) sebagai pedoman
pragmatis bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi
kedokteran berisi kewajiban seorang dokter terhadap mwutu pelayanan, kepada
pasien, teman sejawat dan diri sendiri yang didasarkan pada 4 kaidah dasar
sebagai berikut (KKI, 2006):

a. Menghormati martabat manusia (respect for persony;

b. Berbuat baik (beneficence), mengusahakan agar pasien yang dirawatnya
terjaga keadaan kesehatannya {patient welfare);

¢. Tidak berbuat yang merugikan (non-maleficence), memilih pengobatan yang
paling kecil risikonya dan paling besar manfaatnya;

d. Keadilan (justice), tidak ada pertimbangan lain selain kesehatan pasien yang
menjadi perhatian utama dokter.

Sejalan dengan hal tersebut, UU Praktik Kedokteran mewajibkan profesi
dokter untuk untuk menjaga mutu pelayanan kedokteran antara lain dengan
melakukan praktik kedokteran sesuai standar profesi yang mencakup kemampuan
pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional tertentu. Perilaku profesional
yang diharapkan dari seorang dokter tertuang dalam Keputusan KKI Nomor
18/KK1/Kep/VIII/2006 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di
Indonesia sebagai pedoman perilaku profesional.

Pengertian disiplin dalam Black's Law Dictionary adalah aturan yang
sistematis tentang perilaku (Garner, 2004). Sedangkan dalam UU Praktik
Kedokteran disiplin kedokteran diartikan sebagai kepatuhan menerapkan aturan—
aturan/ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan.

Pelanggaran disiplin profesi kedokteran merupakan pelanggaran terhadap
aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan yang dikategorikan sebagai
pelanggaran serius terhadap pedoman perilaku profesional (seriows professional
misconduct) yang pada hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu
(KKI, 2006):
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Melaksanakan praktik kedokteran dengan tidak kompeten;

b. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien

dengan baik;
Berperilaku tercela dalam melaksanakan praktik kedokteran.
Selanjutnya dalam Keputusan KKI No. 17/KK1/Kep/V1iIl/2006 disebutkan

28 (dua puluh delapan) bentuk pelanggaran disiplin profesi kedokteran yaitu:

1.

-~
L

Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten.

Tidak merujuk pasien kepada dokter atan dokter gigi lain yang memiliki
kompetensi sesuai.

Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak
memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki
kompetensi dan kewenangan vyang sesuai, atau tidak melakukan
pemberitahuan perihal penggantian tersebut,

Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun
mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan
pasien.

Dalain penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan
atau tidak melakukan yang sehamsnya dilakukan, sesuai dengan tanggung
jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga
dapat membahayakan pasien.

Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan pasien.

Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate
information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik
kedokteran.

Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau

keluarga dekat atau wali atau pengampunya.

10. Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.
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Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang
tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan etika profesi.

Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas
permintaan sendiri dan atau keluarganya.

Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau
keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik

kedokteran yang layak.

14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

manusia sebagai subjek penelitian, tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical
clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.

Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal
tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang
bertugas dan mampu melakukannya.

Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa
alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan atau etika profesi.

Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan atau etika profesi.

Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan
yang diketahuinya secara benar dan patut.

Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (forture) atau
eksekusi hukuman mati.

Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya (NAPZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan etika profest.

Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan
terhadap pasien, di tempat praktik.

Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.
Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau

memberikan resep obat/alat kesehatan.
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24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan
yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.

25. Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.

26. Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Jjin
Praktik (SIP) darv/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.

27. Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.

28. Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan
MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

2.2.2. Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran di Indonesia

Sebelum diundangkannya UU Praktik Kedokteran, pemeriksaan disiplin
profesi kedokteran merupakan bagian dari kewenangan Majelis Disiplin Tenaga
Kesehatan (MDTK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan yang berbunyi, “Terhadap tenaga kesehatan yang
melakukan kesalahan atau kelalaian dalam rmelaksanakan profesinya dapat
dikenakan tindakan disiplin”. Penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian
atas penerapan standar profesi kedokteran dilakukan oleh MDTK yang dapat
memberikan sanksi pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman
lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan. Saat ini, UU No. 22
Tahun 1992 tidak berlaku lagi dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan yang tidak mengatur tentang keberadaan MDTK. UU No. 36
Tahun 2009 menghendaki dilakukannya mediasi pada tahap awal penyelesaian
kasus terkait dengan dugaan kesalahan dokter.

Pengertian penegakan disiplin dalam UU Praktik Kedokteran adalah
penegakan aturan-aturan dan/atau  ketentvan penerapan keilmuan dalam
pelaksanaan pelayanan yang harus ditkuti oleh dokter dan dokter gigi. Lembaga
yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan disiplin profesi
kedokteran di Indonesia adalah MKDKI. Prinsip yang harus diperhatikan dalam
penegakan disiplin profesi kedokteran oleh MKDKI adalah:

1) Independensi MKDKI.
2) MKDKI hanya melakukan penegakan disiplin kepada dokter/dokter gigi yang
terregistrasi di KKI.
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3) MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi, atau negosiasi antara
dokter/dokter gigi teradu dan pasien/kunasanya.

4) MKDKI tidak menangani tuntutan ganti kerugian.

Penegakan disiplin profesi kedokteran yang dilakukan oleh sebelas anggota
MKDKI ditujukan untuk menjaga martabat profesi kedokteran sebagai arus balik
heteronomi publik ke profesi itu sendiri yang diberikan otonomi termasuk untuk
melakukan self disciplining dalam rangka pertanggungjawabannya kepada publik
(Purwadianto, 2006). Menurut Purwadianto (2006) MKDKI didukung oleh para
fungsionaris organisasi profesi yang telah sadar diri untuk membela kepentingan
publik dan tidak sekadar membela kepentingan anggota profesinya yang
terkadang bertentangan dengan hakekat profesi itu sendin.

Penegakan disiplin profesi kedokteran oleh MKDKI dilakukan melalui
proses sebagaimana diatur dalam UU Praktik Kedokteran dan Peraturan KKI No.
16/KK1/Per/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran
Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI dan MKDKI-P.

a. Penerimaan Pengaduan

1) Pengaduan disampaikan kepada ketua MKDKI atau ketua MKDKI-P secara
tertulis dan ditandatangani oleh pengadu atau kuasanya (dengan surat kuasa
khusus).

2} Pengaduan sekurang-kurangnya memuat: (a) identitas pengadu dan pasien; (b)
nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi; (¢} waktu tindakan
dilakukan; {d) alasan pengaduan; (e) alat bukti bila ada; dan (f) pernyataan
tentang kebenaran pengaduan (dapat diproses tanpa kelengkapan ini jika dalam
pemeriksaan awal ditemukan kebenaran atas pengaduan tersebut).

3) Terhadap pengaduan tersebut MKDKI dapat dilakukan verifikasi untuk
melengkapi keabsahan pengaduan.

4) lJika diperlukan, pengadu dapat diminta untuk menghadap sendiri ke Ketua
MKDKI/MKDKI tingkat Provinsi.

Universitas Indonesia
Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010



25

Gambar 2.3. Alur Penanganan Pengaduan oleh MKDKI
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b. Pemeriksaan Awal

1) Pemeriksaan awal dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Awal (MPA) yang terdiri
dari 3 orang anggota MKDKI vang ditetapkan dengan keputusan Ketua
MKDKI.

2) MPA bertugas untuk 1) memeriksa keabsahan aduan; 2) keabsahan alat bukti;
3) menetapkan pelanggaran etik atau disiplin; 4) melengkapi seluruh alat bukti.

3) MPA dapat menunjuk seseorang untuk melakukan investigasi untuk
melengkapi berkas dalam pemeriksaan awal.

4) MPA berwenang untuk menolak pengaduan jika tidak memenuhi syarat
pengaduan atau tidak termasuk dalam kewenangan MKDKI. Secara eksplisit,
Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 menyebutkan batas kewenangan
MKDKI, yaitu:
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1) MKDKI hanya berwenang menangani dugaan adanya pelanggaran disiplin
pada kasus yang terjadi setelah UU Praktik Kedokteran ditetapkan yaitu 6
Oktober 2004 (Pasal 5 ayat (1)).

2) Jika ditemukan adanya pelanggaran etika, MKDKI melanjutkan pengaduan
tersebut kepada organisasi profesi (Pasal 6 ayat (8)).

3) Dokter yang diadukan telah terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia
(Pasal 11 ayat (1)).

Jika pada pemeriksaan awal ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin,
penanganan pengaduan dilanjutkan pada pemeriksaan disiplin.
Keputusan MPA disampaikan kepada Ketua MKDKI dalam kurun wakta 14
hari.
Pemeriksaan Disiplin
Pemeriksaan disiplin dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang
terdiri dan tiga atau lima anggota MKIDKT (salah satunya harus ahli hukum
yang bukan tenaga medis) yang ditetapkan dengan keputusan Ketua MKDKI
dalam jangka waktu 14 hari setelah keputusan MPA diterima dan lengkap
dicatat. Ketua MKDKI berwenang untuk menangguhkan pembentukan MPD
dengan alasah yang sah dan dibenarkan.

Hari pemeriksaan ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal

penetapan MPD. Pengecualian dilakukan menjadi 28 har jika tempat tinggal

dokter/dokter gigi yang diadukan jauh.

Sidang MPD dilakukan secara tertutup.

Sidang MPD dihadiri oleh dokter/dokter gigi yang diadukan (dapat

didamping).

MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap dokter/dokter gigi yang

diadukan, saksi-saksi termnasuk pasien, barang bukti, serta meminta keterangan

ahli.

Setelah proses pemeriksaan selesai dan dianggap cukup, dokter/dokter gigi

yang diadukan (atau pembelanya) diberikan kesempatan untuk mengemukakan

pendapat akhir berupa kesimpulan akhir. Setelah itu MPD melakukan
musyawarah pengambilan keputusan. Keputusan MKDKI dapat berupa:

(a) Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran; atau
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{(b) Terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan
pemberian sanksi disiplin. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UU Praktik
Kedokteran, Pasal 28 Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIIl/2006 tentang
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi oleh MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi, serta No.
47/KKI/Kep/X1l/2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekomendasi MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi dalam Penegakan
Sanksi Disiplin, jenis sanksi disiplin yang dapat ditetapkan kepada dokter
yang diputuskan terbukti melakukan pelanggaran disiplin adalah sebagai
berikut:

(1) Pemberian peringatan tertulis;

{2} Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, (2) sementara paling lama 1
(satu) tahun atau (b) tetap/selamanya; dan/atau

(3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi yang dapat berupa (a) pendidikan
formal; (b) pelatihan dalam pengetahuan dan/atan keterampilan,
magang di institusi pendidikan atan sarana pelayanan kesehatan
jejaringnya atau sarana pelayanan kesehaian yang ditunjuk, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pemberian
sanksi disiplin ini ditujukan untuk (a) penambahan ilmu pengetahuan
terkait; (b) peningkatan pemahaman tentang praktik kedokteran yang
baik; (c) etika profesi kedokteran/kedokteran gigi; (d) penambahan
keterampilan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.

7) Sidang pembacaan keputusan MKDKI oleh MPD bersifat terbuka.

8) Pada keputusan MKDKI yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin profesi
kedokteran, dokter yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk
mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari sejak keputusan dibacakan atau
diterima (jika dokter yang diadukan tidak dapat hadir dalam sidang pembacaan
keputusan). Terhadap keberatan tersebut, MPD akan bersidang kembali untuk
melalukan peninjaun kembali atas bukti baru yang diajukan, serta menetapkan

keputusan terhadap keberatan tersebut.
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Keputusan MPD harus disampaikan kepada Ketua MKDKI dalam jangka

waktu1 14 hari.

Pelaksanaan Keputusan

Pelaksanaan keputusan MKDKI oleh KKI diatur dalam beberapa Keputusan

KKI, yaitu:

(a) Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIIL/2006 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI
dan MKDKI di tingkat Provinsi.

(b) Keputusan KKI No. 47/KKI/Kep/XII/2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi dalam

Penegakan Sanksi Disiplin.
(c) Keputusan KKI No. 114/KKI/Kep/VII/2009 tentang Pelaksanaan
Keputusan MKDKI.

(d) Keputusan KKI No. 1731/KKi/Kep/XII/2008 tentang Tata Hubungan
Kerja di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia.

Dalam wakiu 14 hari Ketva MKDKI harus menyampaikan keputusan MPD

kepada pihak terkait.

Keputusan tidak terbukti bersalah, disampaikan kepada dokier/dokter gigi

yang bersangkutan.

Keputusan terbukti bersalah dengan sanksi disiplin berupa:

(a) Peringatan  tertulis, disampaikan kepada dokter/dokter gigi yang
bersangkutan.

{b) Rekomendasi pencabutan STR disampaikan kepada KXI untuk
dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 har setelah diterimanya
keputusan tersebut oleh KKI1.

(c) Rekomendasi pencabutan SIP disampaikan kepada Dinas Keschatan
kabupaten/kota tempat SIP diterbitkan untuk dilaksanakan dalam waktu
selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya keputusan oleh dinas
kesehatan tersebut.

(d) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan disampaikan kepada KKI

untuk dilaksanakan dalam waktu selambat-lambataya 30 hari sejak
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diterimanya keputusan tersebut oleh KKI. Selanjutnya KXI meneruskan
kepada kolegium dan institusi pendidikan yang berkompetensi.

5) Ketua KKI menerima informasi melalui surat keputusan dari MKDXKI tentang
pelaksanaan sanksi disiplin.

6) Ketua KKI menginstruksikan kepada Ketua KK/Ketua KKG untuk
menindaklanjuti pelaksanaan keputusan MKDKI tentang pelaksanaan sanksi
disiplin.

7} Ketua Divisi Pembinaan KK/KKG menyiapkan pelaksanaan keputusan
MEKDKI tentang sanksi disiplin,

8) Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat KKI berkoordinasi dengan
Sekretaris KKI  memfasilitasi/menyiapkan  bahan-bahan pelaksanaan
Keputusan MKDKI tentang sanksi disiplin.

9} Ketua Divisi Pembinaan dan Kepala Bagian Pelayanan Hukum mengadakan
rapat koordinasi dengan Ketua Divisi Registrasi dan/atau Ketia Divisi
Pendidikan dalam rangka penyusunan rancangan keputusan KKI tentang
pelaksanaan keputusan MKDKI tentang sanksi disiplin.

10) Ketua KK/KKG selaku registrar melakukan penandatanganan surat keputusan
pelaksanaan sanksi disiplin sesuai dengan sanksi yang direkomendasikan
MKDKI.

11) Kepala Bagian Adiministrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mengirimkan
surat keputusan ketua KK/KKG tentang pelaksanaan sanksi disiplin kepada
dokter/dokter gigi yang terkena sanksi disiplin dan kepada lembaga terkait.

Pelaksanaan keputusan MKDKI melibatkan banyak pthak sehingga
memerlukan pengawasan yang ketat. Pelaksanaan keputusan MKDKI yang
dilakukan secara tertib dan tegas tentunya akan menambah kepercayaan
masyarakat kepada MKDKI sebagai lembaga penegakan disiplin profesi
kedokteran serta dihormati oleh profesi dokter dan dokter gigi.

2.2.3. Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran di Beherapa Negara
2.2.3.1.Inggris

Pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia pada dasarnya merupakan hasil
pembelajaran dari beberapa negara yang telah memiliki lembaga regulasi bagi

profesi dokter seperti General Medical Counci! (GMC) di Inggris. Uraian berikut
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disarikan dari informasi tentang GMC yang terdapat dalam alamat website

www.gme-uk.org.

GMC berdiri sejak tahun 1858 berdasarkan Medical Act 1858 dengan nama
The General Council of Medical Education and Registration of The United
Kingdom. Undang-Undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan
yaitu di tahun 1860, 1950, 1956, dan 1978. Pada tahun 1983 pemerintah Inggris
menetapkan Medical Act 1983 yang dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan
Medical Act dengan berbagai perubahannya (Crown, 1983).

Medical Act 1983 merupakan peraturan yang mendasari tugas dan fungsi
yang dilaksanakan GMC saat ini, termasuk Fitness to Practice Panel (FTP Panel)
sebagai pihak yang berwenang menangani pada tahap akhir atas pengaduan
terhadap seorang dokter (GMC, 2010). FTP Panel telah mengalami beberapa kali
transisi pengaturan dalam Medical Act (GMC, 2010).

1) Tahun 1988, dikenal Professional Conduct Committze (PCC) dan Preliminary
Proceeding Committee (PPC) yang bertugas mencari adanya pelanggaran
serius terhadap pedoman perilaku profesional (finding of serious professional
misconduct).

2) Tahun 1987-1997, selain PCC, terdapat Health Committee yang bertugas
menyelidiki kondisi fisik maupun mental seorang dokter yang dapat
mempengarthi secara serius pada kelayakannya untuk berpraktik (finding that
doctor's fitness to practise is serfously impaired by reason of his/her physical
or mental condition).

3) Tahun 1997, GMC juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pada
dokter yang dinilai berkinerja sangat buruk.

4) Tahun 2004 sampai saat ini, FTP Panel merupakan bagian dari GMC yang
berwenang menilai kelayakan dokter untuk berpraktik.

5) 31 Mei 2008, GMC menerapkan the civil standard of proof dalam proses
pemeriksaan pada FTP Panel.

GMC memiliki prosedur penanganan pengaduan, prosedur kerja, pedoman
penjatuhan sanksi, serta informasi lain terkait pengaduan yang dipublikasikan
melalui alamat website www.gmec-uk.org/concern. Prosedur penanganan kasus di

GMC terdiri dari dua tahap yaitu investigasi yang dilakukan oleh pemeriksa kasus
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dan komite investigasi serta tahap pemeriksaan oleh FTP Panel. Berikut proses
penanganan pengaduan dari masyarakat terhadap seorang profesi dokter.
1) Tahap Pertama terdiri dari penerimaan pengaduan dan investigasi

Masyarakat dapat mengadukan seorang dokter kepada National Health
Services (NHS) Hospital Trust, Primary Care Trust atau Badan Pelayanan
Kesehatan Swasta. Terhadap sebuah aduan, masing-masing lembaga tersebut
dapat memutuskan untuk (a) tidak ada tindakan yang diperlukan; (b) melakukan
tindakan internal/lokal; (¢} menjadikan aduvan sebagai informasi; atau (e)
menyerahkan aduan kepada GMC.

Masyarakat juga dapat langsung mengadukan seorang dokter kepada GMC
yang akan melakukan peninjauan internal yang dapat memutuskan untuk menutup
kasus yang tidak layak, menetapkan sikap GMC terhadap keputusan dari badan
lain, melakukan pertukaran informasi, atau melanjutkan ke tahap investigasi
lanjutan oleh pemeriksa kasus (Case Examiner). Pada tahap investigasi lanjutan
akan dilakukan penilaian terhadap kesehatan atau kinerja dokter yang terkait
dengan kelaikan seorang dokter untuk berpraktik.

Case Examiner dapat memutuskan untuk (a) tidak ada tindakan yang
diperlukan; (b) memberikan peringatan (jika dokter yang bersangkutan tidak
menerima peringatan ini, maka kasus akan ditangani oleh Komite Investigasi); {c)
membenkan tindakan yang disetujui pihak teradu; (d) menyerahkan kepada FTP
Fanel; atau (e) menyerahkan kepada /nterim Orders Panel (I0P).

Komite investigasi memiliki kewenangan yang sama dengan Case
Examiner tetapi pemberian peringatan yang diberikan oleh komite investigasi
bersifat final. Penanganan kasus di GMC didukung oleh Divisi Investigasi yang
dipimpin oleh seorang Manager Investigasi.

Interim Orders Panel (10P) merupakan panel yang memiliki kewenangan
untuk menangguhkan atau membatasi ijin praktik dokter yang diadukan yang
dapat diajukan pada tiap tahap penanganan kasus baik oleh Case Examiner,
Komite Investigasi, maupun oleh FTP Panel. Pengajuan penangguhan ataupun
pembatasan ijin praktik dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan
masyarakat antara lain karena adanya risiko yang serius pada anggota masyarakat

atau adanya kekhawatiran rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap profesi
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kedokteran jika dokter yang diadukan tersebut dibiarkan memiliki kewenangan
yang tidak dibatasi.

Lamanya investigasi bergantung pada kompleksitas dan tingkat keseriusan
kasus. Selama proses investigasi berlangsung baik dokter maupun pengadu akan
terus diinformasikan tentang perkembangan kasusnya. Investigasi dimaksudkan
untuk mengumpulkan bukti-bukti baik dari tempat dokter teradu bekerja, dari
pengadu maupun pihak lain; mendapatkan laporan dari saksi-saksi; mendapatkan
pendapat ahli pada bidang terkait; penilaian kinerja dokter teradu serta penilaian
atas kesehatan dokter teradu. Sebelum kasus masuk ke tahap kedua, masih

dimungkinkan adanya pengakuan dan tindakan yang disetujui oleh dokter teradu,

2) Tahap Kedua oleh Fitness to Practice Panel

Panel ini terdiri dari ahli terlatih dari unsur dokter maupun masyarakat
yang akan memeriksa semua alai bukti dan memutuskan kasus tersebut pada tahap
akhir di GMC. Orang-orang yang duduk sebagai panelis dalam FTP Panel bukan
anggota GMC tetapi ditunjuk oleh GMC. Untuk satu kasus dibuat panel yang
terdiri dani tiga sampai 5 orang. Jumlah panelis pada FTP Panel tahun 2010
mencapai 295 panelis terdiri dari 152 orang dokter dan 144 orang perwakilan
masyarakat (lay member). Pada tahun 2008, FTP Pare! menangani 5,185
pengaduan.

Seluruh tindakan Panel] tersebut mengacu pada standar dan pedoman yang
diterbitkan oleh GMC. Pemeriksaan terbuka untuk publik, kecuali untuk
pemeriksaan terkait kesechatan dokter yang harus dirahasiakan. Pada tahap ini,
akan dinilai semua aspek yang dapat mempengaruhi kelayakan praktik dokter
seperti perilaku, kesehatan serta kinerja. Pada akhir pemeriksaan, FTP Panel dapat
memutuskan untuk:

{a) memberikan peringatan;

{b) memberikan kondisi tertentu pada registrasi dokter teradu yang berarti dokter
tersebut hanya dapat melakukan tindakan medis tertentu atau dibawah
pengawasan;

(c) menangguhkan nama dokter teradu dari registrasi dokter selama waktu tertentu
yang berarti dokter tersebut tidak dapat berpraktik sepanjang waktu

penangguhan; atau
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(d) menghapus nama dokter teradu dari registrasi dokter yang berarti dokter
tersebut tidak dapat berpraktik di seluruh negara Inggris.

Dokter teradu yang tidak menyetujui keputusan FTP Panel dapat
mengajukan banding kepada pengadilan tinggi dalam waktu 28 hari. Sebaliknya
jika keputusan dinilai terlalu toleran terhadap dokter, maka The Council for
Healthcare Regulatory Excellence (CHRE) memiliki kewenangan untuk
mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan tujuan perlindungan publik.

GMC menegaskan pada masyarakat bahwa keberadaannya bukanlah untuk
melindungi profesi dokter melainkan untuk melindungi masyarakat. Ada beberapa
hal yang tidak dapat dilakukan GMC terkait penanganan pengaduan, yaitu:

1) mengadakan arbifrase atau penyelesaian sengketa lainnya

2) mengintervensi prosedur penegakan disiplin di tingkat lokal

3) memberikan nasihat atau dukungan pada dokter yang diadukan oleh tempatnya
bekerja

4) menyuruh dokter meminta maaf pada pasien atau koleganya

5) meminta dokter menyediakan suatu perawatan bagi pasien

6) membayar kompensasi kepada pasien atau menyuruh dokter membayar denda.

Penanganan penegakan disiplin profesi kedokteran oleh GMC mengalami
beberapa kali perubahan baik dalam substansi penegakan disiplin sebagaimana
telah diuraikan sebelumnya maupun proses beracara demi menjamin proses yang -
efektif, adil dan transparan. Untuk ita GMC menerbitkan dokumen Case
Manaegement yang berisi skala waktu yang diharapkan dapat dipenuhi dalam
penanganan suatu kasus. Waktu yang diharapkan untuk penyelesaian suatu kasus
dalam dokumen tersebut adalah 15 bulan, dimana 9 bulan dalam periode tersebut
adalab skala waktu bagi pemerksa kasus untuk menyerahkan kepada FTP Panel.

Untuk tujuan efektifitas, GMC menetapkan prosedur yang dapat
memudahkan dalam penanganan kasus seperti penerapan (eleconference.
Dokumen Manajemen Kasus dilengkapi dengan skala waktu dan target listing
yang akan digunakan oleh petugas (case manager) pada tiap-tiap langkah. Selain
itu, GMC terus berupaya untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap
informasi terkait dengan pengaduan sebagaimana disebutkan dalam Laporan

Tahunan GMC tahun 2008 (GMC, 2009).

-
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Mulai April 2011, kewenangan FTP Panel akan diambil alih oleh Office of
Health Professions Adjudicator (OHPA) sebuah lembaga independen yang diberi

kewenangan untuk menilai kelayakan berpraktik tenaga kesehatan termasuk
dokter.

2.2.3.2, Belanda

Masyarakat di negara Belanda dapat menepuh dua jalur pada saat
mengeluhkan pelayanan kesehatan yang diterimanya, yaitu melalui jalur informal
dan jalur formal. Jalur non formal dapat ditempuh dengan menyampaikan keluhan
pada bagian pengaduan di rumah sakit. Pada jalur ini dimungkinkan untuk
melakukan mediasi antara pengadu dan penyelenggara pelayanan keschatan.
Masyarakat dapat menempuh jalur formal pada Complaint Committee, the
Medical Disciplinary Board, danfatau mengajukan gugatan secara perdata ke
pengadilan. Secara pidana, prakarsa pemeriksaan tidak datang dari pasien
(Alhafaji, e.al., 2009).

Negara Belanda telah memiliki sistem penegakan disiplin bagi dokter,
dokter gigi dan bidan sejak tahun 1928 serta tenaga farmasi sejak tahun 1951.
Sistem ini bertujuan untuk memantau dan meningkatkan mutu pelayanan dari
tenaga kesehatan serta melindungi masyarakat dari praktik tenaga kesehatan yang
tidak kompeten dan kurang hati-hati (Hout, 2006).

Pada tahun 1995 ditetapkan Medica! Disciplinary Act (Belanda: Medische
Tuchtwet, Staatblad 222, 24 Mei 1995). Pada akhir tahun 1997, pemerintah
Belanda menyempurnakan sistem penegakan disiplin bagi tenaga kesehatan dan
memasukkannya dalam [Individual Health Care Professions Act (IHCP Act;
Belanda: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Stb. 655, 11
November 1993 diamandemen, Stb. 553, 19 November 2007 dan mulai berlaku 1
Desember 1997).

Penyempumaan IHCP Act tahun 1997 dilakukan akibat adanya keluhan
tentang lemahnya posisi pengadu dan sifat terfutup yang melekat pada proses
pemeriksaan disiplin. Sejak itu, proses penegakan disiplin dilakukan secara
terbuka yang dimaksudkan agar publik memiliki pengetahuan terhadap proses
yang dilakukan dalam penegakan disiplin. Berikut proses penegakan disiplin
tenaga kesehatan di Belanda berdasarkan IHCP Act tahun 1997 (Hout, 2006).
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Tenaga Kesehatan yang dapat diadukan terdiri dari dokter, dokter gigi, tenaga
farmasi, bidan, perawat, fisioterapis, psikolog.

Pihak yang dapat mengajukan pengaduan adalah (a) orang yang
berkepentingan langsung; (b) Pihak yang diberi kuasa dari orang yang
berkepentingan langsung; (¢} Orang atau institusi tempat teradu bekerja atau
instansi yang mengeluarkan ijin praktik pribadi teradu; atau (d)} Pengawas
pelayanan kesehatan.

Normma disiplin menurut IHCP Act mencakup (a) pelayanan yang tidak adekuat
kepada pasien dan keluarganya; serta (b) setiap tindakan atau kelalaian yang
tidak sesuai dengan pedoman praktik pelayanan kesehatan yang baik.

Posisi pengadu (a) ditingkat regional dilakukan pemeriksaan awal, pengadu
dan teradu memiliki kesempatan untuk didengar dan pada tahap ini
diupayakan untuk mencapai perdamaian; (b) baik pengadu maupun teradu
pada proses pemeriksaan awal dan sidang lanjutan dapat diwakili oleh
pengacara.

Di tingkat regional Disciplinary Board terdin dari 2 orang anggota perwakilan
dari masyarakat dan 3 orang yang berasal dari profesi kesehatan.

Disciplinary Board tingkat regional dapat memeriksa saksi dan ahli. Pengadu
dan teradu juga dapat meminta dihadirkan saksi dan ahli. Saksi dan ahli yang
dipanggil oleh Disciplinary Board wajib memenuhi penggilan tersebut.

Pada pinsipnya terdapat akses publik pada tahap pemeriksaan maupun
keputusan.

Sanksi yang dapat dikenakan antara lain peringatan, teguran, denda,
penangguhan registrasi di IHCP, pencoretan dari daftar registrasi IHCP,
pencabutan sebagian hak dalam berpraktik sesuai profesinya, kombinast
diantaranya.

Ada dua kemungkinan untuk banding, yaitu (a) kepada The Central
Disciplinary Board (dewan terdiri dari 3 anggota hukum dan 2 anggota tenaga
kesehatan); (b) kepada Mahkamah Agung hanya jika ada kaitannya dengan

hukum.

10) Untuk pemilaian kesehatan tenaga kesehatan baik sakit fisik, psikologis

maupun penyakit akibat kecanduan yang membuatnya tidak layak berpraktik
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dilakukan oleh the Medical Supervision Board atas laporan dari Inspektur

Pelayanan Kesehatan.

2.2.3.3. Negara Bagian New York, USA

Masing-masing negara bagian di Amerika memiliki kebijakan sendiri
terkait tenaga kesehatan terrnasuk dalam penegakan disiplin profesi. Negara
Bagian New York memiliki Board for Professional Medical Conduct yang berada
di bawah New York State Departmment of Health. Board for Professional Medical
Conduct didirikan berdasarkan New York Legislature tahun 1976 dengan misi
melindungi masyarakat dari kelalaian medis, tenaga medis yang tidak kompeten,
serta dari praktik dokter yang ilegal atau menyalahi efika. Seluruh informasi
berikut diperoleh dari alamat website Office of Professional Medical Conduct
yang beralamat di http://www .health.state.ny.us/professionals/doctors/conduct/.

Board for Professional Medical Conduct beranggotakan dua pertiga dokter
dan satu pertiga dari masyarakat termasuk asisten dokter. Pada tahun 2007,
keanggotaan Board for Professional Medical Conduct berjumlah 113 dokter yang
mewakili 24 spesialisasi dan 45 anggota yang berasal dari masyarakat awam
termasuk didalamnya 6 orang asisten dokter.

Dalam melaksanakan tugasnya Board for Professional Medical Conduct
didukung oleh Office of Prafessional Medical Conduct (OPMC) yang memiliki
kantor pusat di Troy, New York dan 6 kantor regional. Tugas OPMC adalah
untuk:

1. Melakukan investigasi terhadap seluruh pengaduan.

2. Monitoning dokter yang mendapatkan sanksi disiplin serta dokter yang berada
dalam masa percobaan sebagaimana keputusan dari Board for Professional
Medical Conduct.

3. Memfasilitasi kegiatan Board for Professional Medical Conduct termasuk
mengatur pelaksanaan proses penegakan disiplin, pelaksanaan pelatihan,
termasuk penyelidikan dalam 103 panel pemeriksa setiap tahunnya.

Pengaduan ke OPMC dapat diajukan oleh berbagai pihak, diantaranya :

1. Pasien, baik langsung maupun dan teman atau kelvarga pasien.

2. Institusi pelayanan kesehatan
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Tenaga kesehatan yang mengetahui adanya pelanggaran disiplin oleh
koleganya diwajibkan oleh negara untuk melaporkan kepada OPMC atau
melalui komite yang ada di rumah sakit.

Untuk melaporkan dokter yang memiliki masalah dengan alkohol, obat

terlarang maupun kesehatan jiwa, selain kepada OPMC, masyarakat juga dapat

melaporkan kepada Committee on Physicians” Health if the Medical Society.

Proses penanganan pengaduan oleh Board for Professional Medical

Counduct dan OPMC adalah sebagai berikut:

1.

Pengadvuan yang masuk akan ditinjau oleh staf medis dan investigasi di
OPMC. Pengaduan yang diduga terkait dengan pelanggaran pedoman perilaku
professional akan dilanjutkan dengan penggalian informasi kepada pengadu,
dokter dan pihak lain yang terlibat, Identitas pengadu akan dirahasiakan oleh
OPMC. Dokter yang sedang diproses memiliki hak untuk didampingi oleh
kuasa hukumnya sepanjang proses investigasi.

Pengaduan yang bukan merupakan yurisdiksi OPMC akan diteruskan kepada
pihak yang berwenang. Baik pengadu ataupun dokter yémg diadukan akan
dihubungi melalui surat.

Jika terdapat dugaan pelanggaran, pengaduan akan diteruskan kepada komite
investigasi yang terdiri dar dua dokter dan satu orang perwakilan masyarakat
yang selanjutnya akan merekomendasikan kepada Direktur OPMC untuk
melakukan sidang pemeriksaan, investigasi, penolakan pengaduan, ataupun
merekomendasikan peringatan.

Jika komite investigasi menilai dokter yang sedang diproses dapat
membahayakan kesehatan masyarakat, maka komite investigasi dapat
merekomendasikan penangguhan lisensi dokter yang bersangkutan.

Jika telah cukup bukti untuk dugaan pelanggaran, ‘maka dapat dilakukan
sidang pemeriksaan. Sebaliknya, jika tidak cukup bukti untuk dugaan
pelanggaran disiplin, maka investigasi dihentikan dan kasus ditutup. Baik
pengadu maupun dokter yang diadukan akan diberitahukan melalui surat.
Sidang pemeriksaan dilakukan oleh dua orang dokter dan satu orang

perwakilan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan untuk memeriksa bukti, saksi,
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dan keterangan ahli dard kedua belah pihak, termasuk kesaksian dari pengadu
dan dokter yang diadukan.

7. Komite pemeriksa berwenang memutuskan kasus tersebut dan menjatuhkan
sanksi pada dokter yang diputuskan bersalah. Sanksi yang dapat dijatuhkan
oleh komite pemeriksa pada Board for Professional Medical Conduct berupa:
a. Pencabutan atau pembatalan lisensi;

b. Penangguhan lisensi dalam jangka waktu yang ditentukan atau sesuai
dengan masa pelatihan/pelatihan kembali dokter yang bersangkutan;

¢. Pembatasan lisensi pada bidang tertentu atau tipe praktik tertentu;

d. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan;

e. Teguran;

f. Denda;

g. Melakukan pelayanan sosial paling lamna 500 jam.

8. Keputusan dari komite pemeriksa dapat diajukan banding oleh salah satu pihak
kepada Administrative Review Board. Kasus tersebut kemudian akan diperiksa
oleh tiga orang dokter dan dua orang perwakilan masyarakat yang diambil
dari anggota Administrative Review Board.

Jumlah pengaduan yang ditangani oleh Board for Professional Medical

Conduct terus mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dalam grafik

berikut:

Grafik 2.4. Jumlah Penpaduan pada Office of Professional Medical Conduct USA (OPMC, 2007)
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Dari jumlah pengaduan tersebut, telah dilakukan penanganan oleh Board
Jfor Professional Medical Conduct adalah sebagai berikuf:
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Tabel 2.5, Penanganan Pengaduan pada OPMC (OPMC, 2007}

w 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Penanganan

Pengaduan yang diterima 6275 | 6925 |[7358 | 8001 | 8222
Telah selesal investigasi 6882 | 6711 | 7032 | 7372 | 8024
Dikenakan denda 354 337 326 383 311
Peringatan administratif 166  [123 110 [101 199
Penanggugan lisensi 37 19 28 24 16

Seluruh informasi yang terkait dengan pengaduan serta informasi yang
diperoleh dari investigasi merupakan dokumen yang bersifat konfidensial dan
tidak dapat diminta oleh siapapun kecuali atas permintaan hukum. Tetapi publik
berhak untuk mengetahui keputusan final dari Board for Professional Medical
Conduct yang merupakan informasi publik.

OPMC menegaskan bahwa proses penanganan pengaduan sangat kompleks
schingga dapat memakan waktu beberapa bulan khususnya pengaduan yang
berlanjut pada sidang pemeriksaan. Namun demikian, OPMC menyadari bahwa
penegakan disiplin profesi kedokteran sangat berarti dalam perlindungan pasien
dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Sehingga OPMC memiliki

prioritas untuk menyelesaian pengaduan sesegera mungkin.

2.3. Balanced Scorecard
2.3.1. Konsep Dasar Balanced Scorecard

Balanced Scorecard diperkenalkan oleh Robert S Kaplan dan David P
Norton pertama kali sebagai sistem pengukuran kinerja pada tahun 1992 melalui
sebuah artikel berjudul “The Balanced Scorecard-Measures That Drive
Perforinance™ dalam Havard Business Review. Sistem pengukuran kinerja dalam
Balanced Scorecard secara seimbang melibatkan perspektif finansial, perspektif
pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif inovasi dan pembelajaran
(Kaplan&Norton, 2000). (
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Gambar 2.6. Hubungan Ukuran Kineja dalam Balanced Scorecard

{Kaplan&Norton, 1992)
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Dalam perkembangannya, metode Balanced Scorecard berkembang

menjadi suatu sistem manajemen strategis yang menterjemahkan visi dan strategi

suatu organisasi kedalam tujuan dan ukuran operasional yang dinyatakan ke

dalam empat perspektif yaitu perspektif keuangan (financial), pelanggan

(customers), bisnis intemal (internal business process), seria pembelajaran dan

pertumbuhan (learning and growth) (Kaplan&Norton, 2000).

Keempat perspektif Balanced Scorecard berada dalam satu sistem dengan

hubungan yang saling mempengaruhi. Kinerja pada perspektif pembelajaran dan

pertumbuhan akan menentukan kinerja pada perspektif proses bisnis internal dan

perspektif pelanggan yang akan menentukan kinega pada perspektif finansial

perusahaan secara keseluruhan (Ciptani, 2000).

Gambar 2.7. Kerangka Balanced Scorecard (Kaplan&WNorton, 2000)
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1. Perspekdtif Finansial

Kaplan dan Norton membedakan tujuan finansial pada tiga tahap siklus hidup

bisnis, yaitu (Kaplan&Norton, 2000):

a. Bertumbuh (growtk), fujuan finansial dalam tahap ini adalah persentase
tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingkat pertumbuhan penjualan di
berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan, dan wilayah.

b. Bertahan (susfain), tujuan finansial pada tahap ini akan terkait dengan
profitabilitas. Ulkuran yang dapat digunakan antara lain tingkat
pengembalian investasi, return on capital employed (ROCE), dan nilai
tambah ekonomis.

¢. Menuai (higrvest), tujuan utama pada tahap ini adalah memaksimalkan arus
kas kembali ke korporasi dan penghematan berbagai kebutuhan modal
kerja.

. Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan memungkinkan organisasi mengenal dan melakukan
pengukuran preposisi nilai yang akan perusahaan berikan kepada pelanggan.
Beberapa uvkuran utama dalam perspektif pelanggan adalah pangsa pasar
(proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah wunit bisnis), retensi pelanggan
(mempertahankan pelanggan), akuisisi pelanggan (keberhasilan memenangkan
pelanggan/bisnis baru), kepuasan pelanggan {menilai tingkat kepuasan atas
kriteria kinerja tertentu), dan profitabilitas pelanggan (keuntungan bersih yang
diperoleh pelanggan) (Kaplan, 2000).

Lebih jauh Gaspersz melihat beberapa pertimbangan yang dapat memunculkan
loyalitas pembeli yaitu pertimbangan geografi, aktivitas umum pembeli, posisi
atau tanggung jawab pembeli, serta karakteristik pribadi (Gaspersz, 2006).
Ukuran lain yang juga penting adalah product leadership (inovasi dan
penawaran produk yang sederhana), operational exceflence (kenyamanan
pelanggan), dan customer intimacy (solusi total pada kebutuhan pelanggan
untuk hubungan jangka panjang) (Niven, 2003).

Kepuasan pelanggan secara menyeluruh dapat dilihat dengan menggunakan

dimensi kualitas jasa (service quality) sebagaimana dikemukakan
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Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) sebagaimana dikutip Lerbing R

Aritonang (2005), yaitu:

a. Dimensi tangibles mengukur kondisi fisik yang terlihat dalam pelayanan
yang diberikan seperti kondisi fisik fasilitas, peralatan maupun penampilan
pekerja.

b. Dimensi reliability yang merefieksikan keakurataan dan keandalan
perusahaan dalam pemberian jasa

c. Dimensi responsiveness yang merefleksikan kesiapan perusahaan dalam
pemberian pelayanan.

d. Dimensi assurance yang mencakup pengetahuan dan kesopanan pekerja
serta kemampuannya memberikan kepercaszaan kepada pelanggan
{competency, courtesy, credibility, security). Dimensi ini dapat digunakan
untuk mengukur kepercayaan publik terhadap perusahaan.

e. Dimenst empathy yang menunjukan derajat perhatian yang diberikan
perusahaan kepada setiap pelanggan (accessibility, communication skills,
understanding the customer).

. Perspektif Bisnis Intemal
Merupakan serangkaian kegiatan aktivitas yang ada dalam bisnis intemal
organisasi. Setiap bisnis memiliki rantai proses tertentu dalam menciptakan
nilai bagi pelanggannya yang secara umum dapat tergambar pada satu model
mata rantali yang terdiri dari inovasi, operasi dan layanan purna jual
{Kaplan&Norton, 2000). Proses inovasi mendorong organisasi untuk
melakukan  penelitian, perancanangan, proses pengembangan untuk
menghasilkan produk/jasa ataupun pasar baru. Dalam proses operast
perusahaan didorong untuk menghasilkan produk/jasa yang unggul. Proses
layanan puma jual mendorong perusahaan tetap berhubungan dengan
pelanggan dan memberikan layanan setelah produk ada di tangan pelanggan.

. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, organisasi didorong untuk

mempersiapkan sumber daya yang memungkinkan untuk mencapai hasil

terbaik dari ketiga perspektif lainnya. Tiga kategori dalam perspektif
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pertumbuhan dan pembelajaran adalah kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem

informasi, motivasi, pemberdayaan dan keselarasan (Kaplan&Norton, 2000).

a. Kapabilitas Pekerja, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja
pada perspektif pelanggan, khususnya pekerja pada lini depan yang dekat
dengan proses intemal dan langsung berhadapan dengan pelanggan.
Pengukuran kapabilitas pekerja mencakup kepuasan pekerja, retensi
pekerja dan produktifitas pekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kepuasan kerja adalah keadaan psikis yang menyenangkan yang dirasakan
oleh pekerja dalam suvatu lingkungan pekerjaan karena terpenuhinya semua
kebutuhan secara memadai. Kepuasan pekerja merupakan pengukuran
utama karena merupakan pra kondisi bagi peningkatan produktifitas, daya
tanggap, mutu, dan layanan pelanggan. Kaplan dan Norton menyebutkan
unsur yang tercakup dalam survei kepuasan pekerja adalah sebagai berikut
(Kaplan&Noﬂon, 2000):

1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan;

2) penghargaan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik;

3) akses informasi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan dengan
baik;

4) dorongan aktif untuk bekerja kreatif dan menggunakan inisiatif;

5) tingkat dukungan dari fungsi staf;

6) kepuasan keseluruhan dengan perusahaan.

b. Kapabilitas Sistem Informasi
Penyediaan sistem informasi yang memadai ditujukan agar pekerja dapat
bekerja dengan efektif dengan mendapatkan informasi terkini tentang
pelanggan, proses internal, dan konsekuensi finansial dari keputusan
perusahaan. Saat ini telah banyak perusahaan yang menyediakan program
informasi yang dapat mengantisipasi kebutuhan perusahaan dimasa datang
(Kaplan&Norton, 2000},

c. Motivasi, Pemberdayaan, dan Keselarasan
Faktor enabler ketiga dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
adalah faktor yang mendorong pekerja tenmotivasi untuk meningkatkan

kinerja perusahaan sehingga tercipta keselarasan pekerja perseorangan dan
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perusahaan dengan upaya yang melibatkan pekerja. Ukuran yang paling
sederhana adalah jumiah saran yang diberikan oleh pekerja dengan catatan
saran tersebut diperhatikan, dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dengan
baik oleh perusahaan (Kaplan&Norton, 2000).

2.3.2. Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard

Secara harfiah, kinerja diartikan sebagai sesvatu yang dicapai, prestasi
yang diperlihatkan atau kemampuan kerja (Depdiknas, 2008). Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerqa
Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Yaslis Ilyas memberikan pengertian kinegja sebagai penampilan baik
personel, kelompok kerja, maupun keseluruhan organisasi yang dilihat baik secara
kualitas maupun kuantitas (Ilyas, 1999). Lebih lanjut dijelaskan oleh Ilyas {1999)
bahwa kinerja organisasi merupakan hasil dari interaksi yang kompieks dan
apregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Menurut Yuwono, Suwarno
dan Ichsan (2002) sebagaimana dikutip oleh Rudatin (2005: 45) pengukuran
kinerja merupakan sarana bagi manajemen untuk mengetahui sejauh mana tujuan
organisasi telah tercapai, menilai prestasi kerja pegawai secara individu maupun
organisasi dalam organiasi serta untuk memprediksi harapan-harapan organisasi di
masa mendatang,

Kinerja personel maupun kinerja organisast akan berarti apabila dilakukan
pengukuran. Martinez sebagaimana dikutip oleh Ukko (2007) menyatakan bahwa
pengukuran kinerja memiliki efek positif diantaranya memberikan fokus perhatian
pada hal yang penting untuk perusahaan/organisasi, menyelaraskan kinerja
operasional dan rujuan strategis, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta
menyelaraskan perilaku personel pada perbaikan yang bersifat kontinu.

Bagi pemerintah, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja akan memiliki
manfaat dalam menentukan langkah untuk mempertahankan atau meningkatkan
efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi
pencapaian kepada publik (Sadjiarto, 2000). Menurut Slamento sebagaimana
dikutip oleh Harahap (2005), evaluasi dapat diartikan sebagat :
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1. Proses pemahaman atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan
suatu informasi sebagai petunjuk bagi pengambil kebijakan.

2. Kegiatan pengumpulan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dengan
kapabilitas guna mengetahui sebab akibat dan hasil yang diinginkan.

3. Kegiatan untuk menliai seberapa jauh program telah berjalan seperti yang
telah direncanakan.

4. Suvatu alat untuk menentukan apakah fujuan dan proses dalam pengembangan
telah berada pada jalan yang dibarapkan.

5. Kegiatan yang direncanakan dengan cermat untuk melihat keberhasilan

program serta mengetahui apakah sistem berjalan dengan baik atau tidak.

Penggunaan Balanced Scorecard dapat diaplikasikan pada setiap tahap
manajemen  strategis  yang  merupakan  proses merumuskan  dan
mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk
mewujudkan visi organisasi (Mulyadi, 2001).

1) Pada tahap perumusan strategi kerangka Balanced Scorecard dapat diterapkan
untuk menafsirkan dampak hasil analisis lingkungan makro dan industri dan
untuk analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats).

2) Pada tahap perencamaan strategik, penyusunan program, dan penyusunan
anggaran, kerangka Balanced Scorecard digunakan untuk menerjemahkan
strategi kedalam action plan yang komprehensif dan koheren.

3) Pada tahap implementasi dan pemantauan, kerangka Balanced Scorecard
digunakan untuk pengukuran secara komprehensif kinerja personel.

Gasperzs (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang
telah diterapkan oleh organisasi kelas dunia pada saat menerapkan Balanced
Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja, yaitu:

1) Biaya pengukuran seyogyanya tidak lebih besar dan manfaat yang diterima.

2) Pengukuran kinegja dilakukan pada permulaan program Balanced Scorecard
dengan rumusan yang jelas, sehingga dapat dilihat berbagai masalah serta
kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

3) Pengukuran harus terkait langsung dengan fujuan strategis.

4) Pengukuran harus sederhana serta memunculkan data yang mudah dipahami,

digunakan, dan mudah dalam melaporkannya.
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5) Pengukuran harus dapat diulang sepanjang waktu, schingga terdapat
perbandingan antara satu waktu dengan waktu lain.

6) Pengukuran harus diterima dan dipercaya validitasnya oleh pengguna.

7) Pengukuran dilakukan pada keseluruhan sistem mencakup ruang lingkup
dalam Balanced Scorecard dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami oleh
semua individu yang terlibat.

8) Pengukuran harus berfokus pada tindakan korektif yang dapat digunakan
unfuk menetapkan target dalam peningkatan kinerja di masa mendatang bukan
hanya untuk pemantauan atau pengendalian.

Balanced Scorecard menghubungkan ukuran finansial dan nonfinansial ke
dalam empat perspektif’ dengan mengkombinasikan ukuran hasil dan ukuran
pendorong kinerja dalam suatu hubungan sebab akibat (Kaplan&Norton, 2000).
Kombinasi antara ukuran hasil dan ukuran pendorong kinerja harus disesuaikan
dengan tujuan straiegis unit bisnis (Garperz, 2005).

1) Ukuran hasil cenderung menjadi lagging indicator yang menjelaskan tujuan
utama strategi. Ukuran hasil digunakan untuk melihat apakah upaya jangka
pendek telah memberikan hasil yang diharapkan.

2} Ukuran pendorong kinegja sebagat lagging indicator, menjelaskan kepada
seluruh pihak yang terkait dengan perusahaan tentang apa yang harus mereka

lakukan saat ini untuk menciptakan nilai tambah di masa depan.

2.3.3. Aplikasi Balanced Scorecard pada Organisasi Pemerintah
Organisasi pemerintah merupakan alat pemerintah dalam menjalankan
kewenangannya untuk memberikan pelayanan kepada publik dan memelihara
kepentingan umum (Nugraha, 2007). Pengukuran kinerja pada organisasi
pemerintahan diharapkan dapat menciptakan sistemn yang meningkatkan kinerja
aparat pemerintah yang selama ini merasa tidak peduli pada kinerjanya ("nobody-
cares-anyway" mentality) (Susanto, 2000). Seyogyanya pemerintah menjembatani
kesenjangan antara ekspektasi publik atau kebutuhan sosial dan penyerahan
pelayanan publik yang diberikan (Gasperzs, 2005).
Metode Balanced Scorecard dikembangkan untuk dapat digunakan oleh
organisasi publik termasuk organisasi pemerintahan. Pada organisasi publik atau

non-profit pencapaian kesuksesan dari organisasi tidak hanya pada kesuksesan
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finansial saja tetapi lebih pada pencapaian misi organisasi sebagai Jandasan utama
bagi kegiatan organisasi. Niven (2003) menggambarkan aplikasi Balanced
Scorecard pada organisasi publik atan non-profit dengan peta strategi

sebagaimana tergambar pada bagan berikut:

Gambar 2.8. Balanced Scorecard pada Organisasi Publik dan Non-profit (Niven, 2003)

Hist

Perspettit Pelinggan

Siaps yang dianggap shy pelanggan?
Bagaimana kila menciptakan nilai untuk
pelanggan kita?

Perspsitif Finansial Prrspeltif Broses ernal
Hagaimans menciptakan nilai untuk STRATERI | Mans proses internal yang diunggulkan
pelangozn pada saat menqaatro kevangan? untuk memuaskan pefangoan?

Parspettf Pembaljaven don Pertombuten /

Hagaimana membuzt diri kita tumbuh dan
berubah?

Niven (2002) menyatakan salah satu hal terbaik dari Balanced Scorecard
adalah kesederhanaannya (one of the best attributes of the Balanced Scorecard is
its simplicity). Tetapi membangun Balanced Scorecard pada sebuah organisasi
publik ternyata selalu tidak mudah. Berikut beberapa isu yang seringkali
diungkapkan oleh organisasi sektor publik pada saat dimunculkan ide untuk
membangun Balanced Scorecard pada orgamisasinya (Niven, 2002):

I) Pemikiran yang kurang tepat pada sektor publik adalah yang dilakukan oleh
organisasinya tidak dapat diuzkur. Pengukuran adalah satu hal penting yang
dapat memberikan informasi tentang hasil yang telah dicapai.

2) Sektor publik belum dapat secara jelas merumuskan misi organisasinya.

3) Salah satu ketakutan sektor publik adalah pada hasil yang tidak sesuai harapan
publik dan ketakutan akan penilaian buruk dari publik, Seharusnya hasil buruk
dari penilaian kinerja dilihat sebagai peluang untuk diskusi dan pembelajaran
dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. Publik merupakan salah satu

pihak yang harus dilibatkan dalam proses tersebut.
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Pemikiran bahwa sistem pengukuran kinerja yang dibangun hanya akan
digunakan oleh pemimpin terpilih saat itu. Seharusnya pengukuran kinerja
dilakukan secara kontinu dan didukung oleh setiap pemerintahan terpilih.
Sektor publik menghadapi permasalahan keterbatasan teknis untuk
menerapkan Balanced Scorecard yang terotomasi dengan sistem komputer
seliingga dengan cepat dan mudah mendapatkan data.

Keterbatasan kemampuan staf. Untuk memanfaat Balanced Scorecard secara
maksimal, para staf harus memiliki kemampuan menganalisa dan belajar dari
hasil pengukuran kinerja mereka. Kota Charlotte, Carolina Utara telah
membuktikan bahwa kompensasi yang baik untuk pegawainya telah
memungkinkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Ketidakpecayaan scktor publik pada penggunaan model bisnis untuk
menjaiankan organisasinya. Seharusnya sektor publik dapat menerima metode
apapun yang dapat membantu melaksanakan misinya, sekalipun hal itu berasal
dari sektor bisnis.

Sektor publik tidak menemukan alasan mendesak untuk melakukan perubahan.
Hal tersebut seringkali terjadi pada sektor bisnis yang menghadapi ketatnya
persaingan usaha. Yang perlu dipikirkan oleh sektor publik adalah bagaimana
pembayar pajak dapat menikmati hasil maksimum dari vang yang
dikeluarkannya sebagai pajak.

Sektor publik harus memperhatikan kepentingan dan kepuasan publik yang
harus dilayaninya schingga dapat membangun ukuran kinerja yang efektif.

Gaspersz menekankan beberapa penyesuaian yang harus dilakukan dalam

penerapan Balanced Scorecard pada instansi pemerintah, sebagai berikut
(Gaspersz, 2005):

)

2)

Pada perspektif pelanggan yang menjadi fokus utama adalah masyarakat dan
kelompok tertentu (interest group). Dalam menentukan ukuran dan target pada
perspektif ini memerlukan kepedulian tinggi serta membutuhkan definisi dan
hasil strategi yang diinginkan secara jelas.

Pada perspektif keuangan, yang menjadi tujuan institusi pemerintah sebagai

sektor publik bukanlah maksimasi hasil finansial tetapi keseimbangan

Universitas Indonesia
Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010



49

pertanggungjawaban anggaran melalui pelayanan kepada pihak yang
berkepentingan.

Selanjutnya Gaspersz (2005) menjelaskan perbedaan karakteristik
organisasi swasta dan pemerintah pada empat perspektif Balanced Scorecard
dalam tabel berikut :

Tabel 2.9. Perspektif Balanced Scorecard pada Sektor Swasta dan Sektor Pemerintah

{Gaspersz, 2005, hal 207)

Perspektif Organisasi Swasta/Bisnls {Private Sector) | Organisasi Pemerintah {Public Ssctor)
FinansialEfisiensi Bagaimana kita melihat/memandang dan Bagaimana memberikan nilaj pada
Operasional memberikan nilai kepada pemegang saham? § masyarakat dan pembayar pajak
Pelanggan Bagaimana pelanggan melihat atau Bagaimana masyarakat melihat kinerja

memandang dan mengevaluasi kinerja kami? | institusi
Perdumbuhan dan Dapatkah kita melanjutkan untuk Bagaimana melanjutkan, meningkatkan
Pembelajaran meningkatkan dan mengiptakan nilai pada dan menciptakan nilai bagi masyarakat
pelanggan, pemegang saham, karyawan,
manajemen serta organisasi?
Proses Intemat Apa yang harus diunggutkan dari proses dan | Apakah program-program pemerintah
produk kami? yang memberikan hasit sesuai dengan
harapan.

Contoh dari penerapan Balanced Scorecard pada institusi pemerintah dapat

dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.10. Balanced Scorecard pada Organisasi Pemerintah (Gaspersz, 2005, him. 211)

Perspektif Pelangaan
» Pelayanan publik becluslitas yang dilaklan
oleh profesional yang berpengatahuan

> | « hdkatorindiketor kinerja g
» Target-target
r « Program-progeam y
Perspekti! Proses Intzroal y Perspektif Pembelajaran
o Perfumbuhan bisnis, Organisast
peningkatan kualitas hidvp e Kompetenst, kemampuan
masyarakat, Il VISt & beradaplasi pegawai
* Indikalor-indikalor kineja | SIRATEG! bermotivasi. df
* Target-larget o Indikator-indikater kinerja
» Program-program » Target-target
A * Pragram-pragram
Perspektil Anansial
« Ieraca pembayaran (APEIN/APED). Y
pendapatan ash dazrah (PAD). produk
dosmebk brutn {P0B). pendapaten
‘ perkapita. dil S
o [ndikator-indikator kinerja
» [arget-target
o Program-pregram
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2.4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2.4.1. Instansi Pemerintah

Tujuan utama dari negara hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak
warga negara. Indonesia menganut model negara demokratis konstitusional karena
pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi dengan
pencantuman hak-hak warga negara agar negara tidak dapat bertindak sewenang-
wenang (Ridwan HR, 2008).

Untuk menjaga kepentingan semua rakyat, pemerintah disuatu negara
hukum modern harus turut aktif dalam pergaulan sosial demi terpeliharanya
kesejahteraan serta menjaga kepentingan semva orang. Untuk itu, pemerintah
diberi kewenangan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
memberikan pelayanan kepada publik dan memelihara kepentingan umum yang
dilaksanakan oleh (Nugraha, 2007):

a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintah yang diberikan
kewenangan untuk mennyatakan kehendak pemerintah {(openbaar gezag)

b. Badan pemerintahan (openbaar lichaam), yaitu kesatuan hukum yang
dilengkapi dengan alat’/kewenangan memaksa (coersive).

Lembaga negara atau organ negara merupakan alat bagi negara untuk
menjalankan fungsinya yang berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif
maupun campurannya. Unsur yang hairus dipenuhi oleh suatu organ untuk disebut
sebagai lembaga negara menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh
Assiddigqie adalah:

“(1) organ tersebut dipilih atau diangkat untuk menduduki suatu jabatan
atau fungsi tertentu; (2) fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau
bahkan secara hukum bersifat ekskiusif; dan (3) karena fungsinya itu, ia
berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.” (Asshiddiqqie, 2006)

Pemisahan dan pembagian kekuasaan dapat dilihat secara vertikal maupun
horizontal (Asshiddigqie, 2006). Secara vertikal, dibedakan antara kekuasaan
pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan, dalam negara
kesatuan terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam arti horisontal,
dibedakan antara kekuasaan (separation of power) eksekutif, legilatif, dan

yudikatif yang dipegang oleh organ yang berbeda.
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Perkembangan lembaga negara saat ini tidak dibatasi oleh 3 fungsi
legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tetapi disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat dan kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik.
Pasca reformasi, Jimly Assiddiqgie mencatat beberapa jenis lembaga negara yang
ada di Indonesia baik yang tercantum dalam konstitusi dan memiliki kepentingan
konstitusi maupun lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary). Lembaga
negara penunjuang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan
bentuk dewan (council), komisi (commission), komite {(commitiee), badan (board),
atau otorita (authority). Konsil Kedokteran Indonesia dikategorikan sebagai
lembaga dan komisi negara yang berada dilingkungan pemerintah yang bersifat
khusus dalam lingkungan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan UU No. 29
Tahun 2004 (Assiddiqgie, 2006).

Kemunculan berbagai lembaga negara penunjang (state auxiliaries)
merupakan kebijaken yang diambil pemerintah menghadapi ketidakpercayaan
masyarakat terhadap lembaga negara yang telah ada. Yang perlu diperhatikan
dalam pencapaian fujuan lembaga negara penunjang adalah sebagai berikut
(Prayitmo, 2004);

a. Perbedaan dasar hukum pembentukan, hal ini berimplikasi pada ancaman
pembubaran bagi lembaga negara penunjang oleh peraturan yang lebih tinggi.

b. Kendala eksternal pada lembaga yang diberikan kewenangan luar biasa
sehingga justru kurang berdaya.

c. Lembaga negara penunjang dengan ruang lingkup tugas yang tidak spesifik,
kewenangan yang tegas dan ketiadaan kekuatan pemaksa sehingga keluaran

dari lembaga tersebut tidak memberikan dampak apapun.

2.4.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Konsep negara kesejahteraan (welfare state) menempatkan pemerintah
sebagai penanggung jawab atas kesejahteraan umum warga negaranya sehingga
pemerintah diberikan kewenangan untuk campur fangan disegala lapangan
kehidupan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dalam
keadaan tertentu bisa dilakukan tanpa dasar peraturan perundang-undangan.
Untuk menghindad tindak kesewenangan pemerintah terhadap warga negara atas
kewenangan tersebut dicetuskanlah asas-asas umum pemerimahan yang layak

-
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(algemene beginselen van behoorlijk bestuur) pada tahun 1950 oleh komisi de
Monchy yang dibentuk pemerintah Belanda (Ridwan, 2008).

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas

sebagaimana tencantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berikut asas-

asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik mepurut UU No. 28 Tahun
1999, yaitu;

1.

Asas kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Negara.

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan,  keserasian, dam  keseimbangan dalam  pengendalian
penyelenggaraan negara.

Asas kepentingan umum adalah yang mendabulukan kesejabteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari keglatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan kefentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Pada kepentingan publik, akuntabilitas merupakan pemberian informasi

dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak yang
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berkepentingan dalam hal ini masayarakat (Schavio-Campo dan Tomasi, 1999

sebagaimana dikutip Mardiasmo, 2006).

Dalam perkembangannya, negara menghadapi tuntutan masyarakat yang
semakin tinggi kepada negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dengan mempertimbangkan efisiensi. Beberapa rekomendasi yang disampaikan
oleh Alice Rivlin (Direktur Office of Management and Budget, 1996) sebagai
langkah dalam agenda pembaruan di sektor birokrasi dan administrasi publik
sebagal berikut (sebagaimana dikutip oleh Asshiddigge, 2006, hal. 72):

a. Desentralisasi kewenangan dan devolusi pertanggungjawaban kepada lapisan
pemerintahan yang lebih rendah;

b. Penilaian kembali terkait apa harus dilakukan dan dibiayai; apa yang harus
dibiayai tetapi tidak perlu dilakukan sendiri; dan apa yang tidak perlu dibiayai
dan dilakukan sendiri.

¢. Memperkecil unit organisasi pelayanan.

d. Mengembangkan kebijakan pelayanan yang cost effective.

e. Orientasi pada konsumen termasuk dalam mengembangkan pelayanan umum
dengan kualitas pasti.

f. Pelaksanaan benchmarking dan penilaian kinerja yang terukur.

g. Reformasi untuk menyederhanakan regulasi dan mengurangi biaya yang tidak
efisien.

Pada tahun 1999, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
memerintahkan pada instansi pemerintah pada setiap akhir anggaran unfuk
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden.
Akuntabilitas kinerja dalam Instruksi Presiden tersebut diartikan sebagai
perwuyjudan kewajiban svatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-
jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai
fujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik. Sasaran yang hendak dicapai dengan
dibentuknya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai
berikut:
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a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungannya;

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

c. Terwunjudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

| nasional;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tahun 2006 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada
penjelasan umum dijelaskan bahwa ketentuan mengenai sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah dalam PP tersebut dimaksudkan untuk menggantikan
ketentuan dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999. Namun, PP No. 8 Tahun
2006 tidak secara tegas mencabut Instruksi Presiden Ne. 7 Tahun 1999, melainkan
memerintahkan penetapan Peraturan Presiden terkait dengan sistem akuntabilitas
kinerja pemerintah (Pasal 20 PP No. 8 Tahun 2006). Dengan demikian sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 7
Tahun 1999 berserta peraturan pelaksananya selama Peraturan Presiden tentang
sistemn akuntabilitas kinerja pemerintah belum ditetapkan.

Salah satu aturan pelaksana dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999
adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/1X/6/8/2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/1X/6/Y/99. Dalam pedoman tersebut, disebutkan langkah-langkah dalam
menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Perencanaan stratejik; dokumen rencana stratejik setidaknya berisi visi, misi,
tujuan, sasaran, dan strateji (cara mencapai tujuan dan sasaran).

2. Perencanaan kinerja; berisi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh
indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

3. Pengukuran kinerja; merupakan suatu penilaian yang sistematik terhadap

berbagai indikator yang akan menjadi dasar untuk menilai keberhasilan dan

Universitas Indonesia
Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010



55

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah,

4, Evaluasi kinerja; bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan
datang.

5. Analisis akuntabilitas kinerja; uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi
serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik.

PP No. 8 Tahun 2006 bertujuan untuk mengembangkan sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang ferintegrasi dengan sistem
perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi
Pemerintahan. Disebutkan dalam Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2006 bahwa dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah secara
periodik membuat laporan kinerja dan laporan kevangan. Keduanya adalah dari
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1. Laporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan
lengkap tentang capaian kinerja (ringkasan tentang kelnaran dari masing-masing
kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program) yang disusun
berdasarkan rencana kerja vang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
APBN/APBD (PP No. 8 Tahun 2006). Laporan kinerja dari masing-masing
menteri/pimpinan lembaga disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir kepada Menteri Kenangan, Menten Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

2. Laporan Keuangan

Purbopranoto sebagaimana dikutip oleh Nugraha, et.al. (2007)
menyebutkan bahwa perencanaan, pelaksanaan atas anggaran negara dan
kebijakan keuangan publik merupakan bagian dari tugas penyelenggaraan
kepentingan umum (public service) yang dijalankan oleh pemerintah sebagai

administrator pemerintahan negara.
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Pengelolaan keunangan negara diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang
Kevuangan Negara yang merupakan amanah dari Pasal 23C UUD 1945 dengan
menganut asas-asas pengelolaan kenangan negara serta asas yang mencerminkan
best practice, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas,
asas akuntabilitas berorientasi hasil, asas profesionalitas, asas proporsionalitas,
asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta prinsip pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan
perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban,
harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan (Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara).

Dalam rangka mewujudkan good governance dalam pelaksanaan
pengelolaan keuangan negara ditetapkan juga UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang berisi aturan dalam pelaksanaan anggaran. Undang-
Undang tersebut mengatur kewajiban setiap institusi pemerintah untuk membuat
laporan keuangan yang ditujukan untuk mewujudkan transparansi dan
akuntalibilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan secara
umum adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah
selama suatu periode yang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi
pemerintah (PP No. 8 Tahun 2006). Definisi laporan keuangan dalam PP No. 8
Tahun 2006 adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
negara/daerah selama suatu periode, yang terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode;

2) Neraca laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu
aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

3) Laporan Arus Kas laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan kefuar

selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan;
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4) Catatan atas Laporan Keuangan bagian yang tak terpisahkan dari laporan
kevangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan
keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan realisasi
anggaran merupakan laporan tahunan yang bertujuan memberikan informasi
tentang realisasi (pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan)
dan anggarannya secara tersanding yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-
target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi realisasi
anggaran secara menyeluruh yang dapat digunakan untuk:

1) Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi,
akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

2) Mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas
penggunaan anggaran.

3) Memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai

kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang.

2.5. Beberapa Penelitian Terdahulu

Hasil penelurusan pada katalog online Perpustakaan Universitas Indonesia
menghasilkan penemuan 9 (sembilan) karya tulis berupa tesis terkait pengukuran
kinerja pada instansi pemerintah, sebagai berikut:

a. Merry Dandian Pandji, Analisis Kinerja Ditjen Pendidikan Tinggi dengan
Pendekatan Balanced Scorecard, Program Magister Administrasi dan
Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia
(FISIP Ul), 2002.

b. Piping Supriatna, Kinerja Pengelola Anggaran Rutin dan Penyelenggaran
Pelayanan Umumdi Lingkungan Sekretariat Negara dengan Pendekatan
Balanced Scorecard, Magistcr Administrasi dan Kebijakan Publik. FISIP U],
2002.

¢. Rudatin, Pengukuran Kinerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional
dengan Pendekatan Balanced Scorecard, Program Magister Administrasi dan
Kebijakan Publik, FISIP Ul, 2005.
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. Indra Gunawan, Implementasi Balanced Scorecard with Six Sigma untuk

Mengukur Kinerja Berdasarkan Prinsip Good Governance di Kantor
Pelayanan Pajak Modem (Studi Kasus: KPP PMA Satu), Magister
Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
2006.

. Teguh Sudarmadi, Pengukuran kinerja pusat dokumentasi dan informasi

hukum nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Pendekatan
Balanced Scorecard, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program
Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2007.

Siti Rokhniyah, Pengukuran kinerja organisasi menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Departemen Hukum dan HAM RI, Program Studi Pengkajian Ketahanan
Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2007.

. Andi Wijaya Rivai, Pengukuran kinerja pusat pengkajian dan pengembangan

kebijakan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl menggunakan
pendekatan Balanced Scorecard, Program Studi Pengkajian Ketahanan

Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2007.

. Ruslinda Dwi Wahyuni, Analisis Pengukuran Kineja Ditjen HKI dengan

Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard, Program Pasca Sarjana
Universitas Indonesia, 2008.

Doni Handriansyah, Pengukuran Kinerja Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat
Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard, Program Studi Pengkajian

Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008.
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KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP
DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1. Kerangka Teori

Pengukuran kinerja dengan pendekatan perspektif Balanced Scorecard
secara seimbang melibatkan perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif
proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sexta
menghubungkan keempat perspektif tersebut dalam suatu hubungan sebab akibat
yang saling mempengaruhi (Kaplan&Norton, 2000).

Metode Balanced Scorecard dapat dikembangkan sebagai sistem
pengukuran kinerja pada organisasi publik termasuk organisasi pemerintahan
dengan beberapa penyesuaian dengan berfokus pada perspektif pelanggan vaitu
masyarakat dan menekankan pada aspek pelayanan publik. Hal ini yang
membedakan penerapan Balanced Scorecard pada organisasi bisnis yang
memfokuskan pada perspektif finansial. Pada institusi pemerintah yang akan
dicapai pada perspektif finansial’kevangan adalah keseimbangan pertanggung-
jawaban anggaran melahui pelayanan kepada masyarakat.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Niven
(2003) dan pengembangan yang dilakukan Gaspersz (2005) yang menggambarkan
aplikasi Balanced Scorecard pada organisasi publik atau non-profit dengan peta

strategi sebagaimana tergambar pada bagan bertkut:

Garnbar 3.1. Balanced Scorecard pada Organisasi Publik dan Non-profit (Niven, 2003)

Mist
Y

Perspektif Pelanggan

Siapa yang dianggap shq pelanggan?
Bzgaimana kita menciptakan nilsi untuk
pefanqgan kita?

A

Perspektil Fnzasizl Perspektif Proses Interas!
Bagaimana menciptaken nilai unfuk STRATEGI Mana proses internal yang diunggulken
velangqan pada saat meaqontrol keuangan? untuk memuaskan pelanaqan?

¥
\ Perspektif Cembelzisran don Perlombvhen /

HBagaimana membuat diri kita tumbuh dan
berubak?
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Gambar 3.2. Balanced Scorecard pada Organisasi Pemerintah {Gaspersz, 2005, him. 211)

Perspaktif Prlanggan
» Pelayanan publik berluslitas yang dilskukan
uleh profasional yang barpengetahuan

> « Infkator-indikator kineria +— _—j
o Target-target

= Program-program

Persprbti{ Proses Internsl Y Perspekti Pembelsfaran
» Pertumbuhan bisnis, rganizast

peninglatan kualitas hidup * Yompetensi, kemampran

masyacakat, dll F_Cm B beradaptast pegawai
* Indikstor-indikater kinerja STRATEG] | bermativast, dll
o Target-target * [ndikator-indikator Krerja
« Program-program o Target-target

y » Program-program
Perspektif Faansizl
1 » Heraca pembayatan (APAH/APED},
ﬂ pendagatan ash daerch (FAD), produk

dasmetik bruto {POB), pendapatan
| perkeita, d!

+ {ndikalor-indikator kinerja

» Target-target
 Propram-program

4

a. Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan pada teori dasar Balanced Scorecard digunakan untuk
mengukur preposisi nilai perusahaan dimata pelanggan dengan menggunakan
beberapa ukuran utama yaitu pangsa pasar, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan,
kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan (Kaplan, 2000). Rohm
sebagaimana dikutip oleh Imelda (2004) menyebutkan bahwa perspektif
pelanggan dalam organisasi publik digantikan dengan istilah perspektif warga
negara (cifizen) dan pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai organisasi dimata
masyarakat serta melihat penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang telah
diberikan. Pada sektor publik yang harus diperhatikan adalah kepentingan dan
kepuasan publik yang dilayaninya sehingga dapat membangun ukuran kinerja
yvang efektif (Niven, 2002). Gasperzs {(2005) menyebutkan bahwa fokus utama
pada perspektif ini adalah masyarakat dan kelompok tertentu (interest group).

Untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam hal ini masyarakat dapat
digunakan dimensi kualitas jasa (service quality) sebagaimana dikemukakan
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) sebagaimana dikutip Lerbing R
Artonang (2005), yaitu tangibles (kondisi fisik yang terlihat dalam pelayanan:
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fasilitas, peralatan maupun penampilan pekerja); reliability (keakurataan dan
keandalan dalam pemberian pelayanan); responsiveness (kesiapan perusahaan
dalam pemberian pelayanan); assurance (pengetahuan, kesopanan, dan
kemampuan pekerja menyakinkan pelanggan); serta empathy (aksesibilitas,
kemampuan komunikasi, memahami pelanggan).
b. Perspektif Proses Internal

Proses internal suatu organisasi secara umum dapat tergambar pada satu
model mata rantai yang terdiri dari inovasi, operasi dan layanan puma jual
(Kaplan, 2000). Proses inovasi mendorong organisasi untuk melakukan penelitian,
perancanangan, proses pengembangan untuk menghasilkan produk/jasa ataupun
pasar baru. Dalam proses operasi organisasi didorong untuk menghasilkan
produk/jasa yang unggul. Proses layanan purna jual mendorong organisasi tetap
berhubungan dengan pelanggan dan memberikan layanan setelah produk ada di

tangan pelanggan.

¢. Perspektif Pembelajaran dan Perfumbuhan

Dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, organisasi didorong
untuk mempersiapkan sumber daya yang memungkinkan untuk mencapai hasil
terbaik dari ketiga perspektif lainnya. Tiga kategori dalam perspektif pertumbuhan
dan pembelajaran adalah kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi,
motivasi, pemberdayaan dan keselarasan (Kaplan, 2000). Pada organisasi
pemerintah, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran difokuskan pada kapasitas
pekerja dan organisasi (Imelda, 2004).

d. Perspektif Finansial

Perspektif finansial merupakan salah satu hal yang memerlukan
penyesuaian pasa sektor publik. Hal tersebut dikarenakan tujuan institusi
pemerintah sebagai sektor publik bukanlah maksimasi hasil finansial tetapi
keseimbangan pertanggungjawaban anggaran melalui pelayanan kepada pihak
yang berkepentingan (Gasperzs, 2005). Perspektif finansial pada sektor publik
melihat seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan yang dilakukan untuk
mencapai dampak yang jelas dengan memperhatikan sumber daya yang ada sesuai
dengan harapan masyarakat dan pembayar pajak (Noven, 2003). Perspektif

keuangan memiliki peran penting dalam pembiayaan kegiatan sektor publik. Pada
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institusi pemerintah kinerja kevangan pada satu periode akan menentukan

perencanaan dan anggaran pada periode tahun berikutnya.

3.2, Kerangka Konsep

Penegakan disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI} berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menghadapi
persoalan maraknya gugatan kepada profesi dokter/dokter gigi. Tugas MKDKI
yang diamanahkan oleh UU Praktik Kedokteran mencakup penerimaan
pengaduan, pemeriksaan terhadap dokter yang diadukan, sampai dengan
memberikan keputusan ada tidaknya kesalahan dalam penerapan disiplin profesi
yang dilakukan oleh dokter yang diadukan. Hasil yang diharapkan dari penegakan
disiplin profesi oleh MKDKI! adalah terlindunginya masyarakat dari praktik
kedokteran yang buruk.

Sejak berdirinya pada 1 Maret 2006 sampai tahun 2009, MKDKI telah
menangani 75 pengaduan yang dilakukan oleh anggota MKDKI periode 2006-
2011. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi kinerja MKDKI secara komprehensif
dengan pendekatan empat perspektif Balanced Scorecard. Evaluasi kinerja
dilakukan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang
dijumpai dalam rangka pencapaian visi misi MKDKI sebagaimana tercantum
dalam Rencana Strategis MKDKI 2008-2013, agar dapat dinilai dan dipelajari
guna meningkatkan kinerja MKDKI di masa yang akan datang,.

Kerangka konsep penelitian yang digunakan mengadopsi kerangka
Balanced Scorecard yang telah disesuaikan dengan keberadaan MKDKI sebagai
institusi pemerintah, Ukuran-ukuran dalam kerangka konsep penelitian ini
merupakan hasil translasi dari dokumen Rencana Strategis MKDKI 2008-2013
dengan memperhatikan tugas fungsi MKDKI berdasarkan UU Praktik Kedokteran
dart peraturan pelaksananya. Berikut kerangka konsep penelitian yang
dikembangkan dani gambaran Niven (2003) tenlang kerangka Balanced Scorecard

untuk organisasi pemerintah.
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Gambar 3.3. Kerangka Konsep Penelitian

YS! : “Pencqak disioln kedokteran yang dipercaya dan diharmati”™
MISk "Mengawsl dan menjege profesionalisme dokter dan dokter gigi melalui penegaken disiphin kedokieran®

|
A
:
Perspektif Publi
{2} Pectumbuhan Jumish Pengaduan
{3) Kepuasan Publik
Perspetif Pembelgfaran dan Perfumbuban Perspaktif Proses lnternsl
{7} Xapabilitas Anganta dan Petugas MXDY) (1} Kinerja MKDIQY {#) Proses Pananganan Pengaduan
{8 Peningkatan ¥apahilitas MKEKL | Keseluruhan {5) Proses Pelaksanaan Keputusan
19} Kapebilitas Sistem Informasi {8) Inovas}

\ Perspeltit Fnansial /
{ID) Ketarsediaan dan Realiszsi Anggeran

Dalam kerangka konsep, digambarkan bahwa kinerja MKDKI secara
keseluruhan dipengaruhi oleh kinerja pada perspektif publik, kinerja pada
perspektif proses intemnal, kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan,
serta kinerja pada perspektif finansial. Selanjutnya digambarkan bahwa kinerja
pada perspektif publik sangat dipengaruhi oleh kinerja pada perspektif proses
internal serta kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada
hubungan yang saling mempengaruhi, semakin tinggi kepercayaan dan kepuasan
publik pada MKDKI akan menuntut kinerja proses internal yang semakin tinggi.
Sedangkan perspektif finansial/kenangan merupakan pendukung dari perspektif
proses intemnal serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja
MKDKI yang mencakup:

1. Kinerja MKDKI sebagai sebuah organisasi pemerintah merupakan hasil dari
interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja pada perspektif publik,
perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta

perspektif finansial.
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2. Kinerja pada perspektif publik mencakup:
a. Pertumbuban jumlah pengaduan adalah pertumbuhan pengaduan dari

masyarakat terhadap dokter/dokter gigi kepada MKDKI selama periode
2006-2009. Aspek ini digunakan untuk melihat tingkat pemanfaatan
MKDKI oleh masyarakat yang menduga adanya kesalahan yang dilakukan
dokter/dokter gigi.

Kepuasan publik adalah penilaian masyarakat dan profesi dokter terhadap
pelayanan yang diberikan MKDK yang diukur dengan pendekatan kualitas
jasa (Service Quality) yang terdiri dari aspek tangibles, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy.

3. Kinerja pada perspektif proses internal mencakup:

a.

Proses penanganan pengaduan adalah penilaian tentang efektifitas dan
efisiensi proses penanganan pengaduan yang mencakup penerimaan
pengaduan, pemeriksaan awal, serta pemeriksaan disiplin sampai adanya
keputusan MKDKI.

Proses pelaksanaan keputusan adalah penilaian tentang proses pelaksanaan
keputusan MK DKI oleh pihak-pthak yang terkait.

Inovasi adalah upaya yang dilakukan oleh MKDKI untuk meningkatkan
kinerja proses intemal. Inovasi dilakukan terhadap tata cara penanganan
kasus serta prosedur kerja MKDKI sebagaimana ditetapkan oleh UU
Praktik Kedokteran bahwa MKDXI bertugas untuk menyusun tatacara

penanganan pengaduan.

4. Kinerja pada perspektif pembelajaran dan perfumbuhan merupakan

penyediaan infrastuktur dan sumber daya manusia yang memungkinkan

pencapaian kinerja terbaik, mencakup:

a. Kapabilitas Anggota dan Petugas MKDKI merupakan ukuran dalam

penilaian terhadap ketersediaan dan kemampuan anggota dan petugas
MKDKI dalam melaksanakan tugas dan melakukan pelayanan kepada
masyarakat.

Peningkatan kapabilitas MKDKI adalah upaya meningkatkan kemampuan
anggota, petugas, serta lembaga MKDKI yang diperlukan untuk
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melaksanakan tugas penegakan disiplin profesi kedokteran dan pelayanan
kepada masyarakat.

c. Kapabilitas Sistem Informasi adalah ketersediaan sistem informasi yang
memadai ditujukan agar anggota dan petugas MKDKI dapat bekerja
dengan efektif dengan mendapatkan informasi terkini tentang pihak yang
terlibat dalam pengaduan dan proses intermal MKDK1.

5. Kinerja pada perspektif finansial, diukuer dengan melihat tingkat penyerapan
anggaran dengan melakukan perbandingan realisasi anggaran dan anggaran
yang disediakan. Kriteria ukuran kinerja pada perspektif kevangan mengadopsi
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, yaitu:

85% - 100% = Sangat Berhasil

70% - 85% = Berhasil

55%-70% = Kurang/Cukup Berhasil

0-55% = Gagal

Dolumen yang digunakan dalam mengukur kinerja pada perspektif keuangan

adalah Laporan Realisasi Anggaran yang berisi informasi tentang realisasi

{pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan) dan

anggarannya secara tersanding yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target. Penyerapan anggaran serta perencanaan kegiatan tahun berikutnya akan
mempengaruhi kinerja pada perspektif proses intermal serta perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan.
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Tabel 3.4. Definisi Operasional
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No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat/Skala/Hasii Ukur
1 2 - 3 4 5 -
1. | Kinerja MKDKI Hasil dari interaksi yang kompleks dan | Wawancara dengan Alat Ukur : Peneliti

agregasi kinerja pada perspekiif publik, | informan: Pimpinan dibantu Pedoman
perspektif pembelajaran dan MKDKI, Pimpinan KKI wawancara, alat
pertumbuhan, perspektif proses pencatatn, dan
intenal, serta perspektif keuangan. perekam
Hasil Ukur ; Hasil
wawancara

2. | Perspektif Publik

a. Periumbuhan | Pertumbuhan pengaduan dan Studi dokumen Alat Ukur ; Peneliti
Jumlah masyarakat terhadap dokter/ dokter gigi dengan data dokumen
Pengaduan kepada MKDKI mulai tahun 2006 Sekretariat KKI
sampai tahun 2009.
b. Kepuasan Penilaian masyarakat dan profesi Wawancara dengan Alat Ukur : Peneliti
Publik dokler/dokter gigi terhadap MKDKI informan: YPKKI dibantu Pedoman
dengan pendekatan kualitas jasa wawancara, alat
(Service Quality) pencatat, dan perekam
Hasil Ukur : Hasil
wawancara
Pendukung : Hasil
survei

3. | Persnekiif Proses - Studi Dokumen Data Kualitatif
Interna! Penilaian tentang efektifitas dan - Pengamatan Alat Ukur : Peneliti
a. Proses efisiensi proses penanganan - Wawancara dengan | dibantu Pedoman

Penanganan pengaduan yang mencakup informan: Pimpinan wawancara, alat
Pengaduan penerimaan pengaduan, pemeriksaan MKDKI, Pimpinan pencatat, dan perekam
awal, serta pemeriksaan disiplin sampai KKI, Kasubag Hasil Ukur ; Hasil
adanya keputusan MKDKI. Persidangan Set.KKI | wawancara
b. Proses Penilaian tentang proses pelaksanaan
Pelaksanaan keputusan MKDKI oleh pihak-pihak
Keputusan yang terkait.
MKDKI
¢. Inovasi Upaya yang dilakukan oleh MKDK}
untuk meningkatkan kinerja pada
proses internal MKDK].
4, | Perspektif Wawancara dengan Alat Ukur : Peneliti
Pembelajaran dan informan: Pimpinan, dibantu Pedoman
Pertumbuhan Ukuran ketersediaan dan kemampuan | Anggota, dan Petugas wawancara dan
a. Kapabiiitas anggota dan peiugas MKDKI dalam MKDKI Perekam
Anggota dan melaksanakan tugas dan melakukan Hasil Ukur ; Hasil
Petugas pelayanan kepada masyarakat. wawancara
MKDKI

b. Peningkatan Upaya meningkatkan kapabilitas
Kapabilitas anggota, petugas, serta lembaga
MKDKI MKDKI untuk melaksanakan tugas

penegakan disiplin profesi kedokteran
dan melakukan pefayanan kepada
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No. Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat/Skala/Hasil Ukur
i 2 3 3 5
masyarakat. Ukuran yang digunakan
adalah ketersediaan upaya peningkatan
kemampuan hagi anggota, petugas,
serta organisasi MKDKI.
c. Kapabilitas Ketersediaan sistem informasi yang
Sistem memadai ditujukan agar anggota dan
Informasi petugas MKDKI dapat bekerja dengan
efektif dengan mendapatkan informasi
ferkini tentang pihak yang terlibat dalam
pengaduan dan proses intemal MKDK),
5. | Perspekdif Perbandingan antara penyerapan Studi Dokumen Alat ukur; Peneliti
Finansial anggaran dengan ketersediaan dengan data dokumen
anggaran uniuk kegiatan MKDKI Sekretariat KKI
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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif evaluatif yang
dilakukan untuk mempercleh pemahaman yang mendalam (verstehen) serta
memberikan evaluasi terhadap tentang objek penelitian, yaitu kinerja MKDKI.
Penelitian menggunakan peneliti sebagai instrumen pengumpulan data yang
utama melalui pengamatan, wawancara mendalam (in depth interview), maupun
telaah dokumen (Irawan, 2007).

Menurut Umar (2008), penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun
pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan serta dimaksudkan untuk
mermberi makna pada suatu fenomena secara holistis. Ciri Penelitian kualitatif
menurut Strauss sebagaimana dikutip oleh Umar (2008: 5) adalah:

a. Sumber data langsung berupa data situasi alami dengan peneliti sebagai
instrumen kunci yang akan menghabiskan waktu untuk pemahaman tentang
proses pengumpulan data dan makna data yang diperoleh.

b. Bersifat deskriptif karena setiap peristiwa memiliki potensi untuk dijadikan isu

kunci yang mungkin dapat memberikan pemahaman kepada peneliti secara
menyeluruh atas masalah yang ditelitinya.
Menekankan proses daripada hasil.
d. Analisis data bersifat induktif, dimana peneliti menyusun abstraksi secara
khusus berdasar data temuan yang terkumpul.
Penelitian ini didukung dengan penggunaan instrumen kuesioner yang
dikembangkan untuk mendapatkan data dar seluruh subjek yang terkait dengan

penelitian.

4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penclitian ini dilalukan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2010 di Jakarta,
khususnya di Sekretariat KKI (J1. Hang Jebat Il Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta
Sefatan) untuk memperoleh informasi dari Pimpinan KKI, Anggota MKDKI, serta
Sekretariat KKI yang terkait dengan pelaksanaan tugas MKDKI. Penelitian juga

dilakukan ditempat lain untuk mendapatkan data dari Yayasan Pemberdayaan

68
Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 yniversitas Indonesia



o

68

Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) serta pengadu maupun teradu yang

menjadi responden dalam penelitian ini.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan telaah dokumen,
wawancara mendalam (in depth interview), serta pengamatan. Telaah dokumen
dilakukan untuk memperoleh data sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah pengaduan yang disampaikan ke MKDKI sejak tahun
2006 sampai tahun 2009. Data fersebut diharapkan dapat diperoleh dengan
telaah dokumen di Sub Bagian Persidangan Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat KXI.

2. Ketersediaan dan penyerapan anggaran yang dikhususkan untuk kegiatan

MKDKI mulai tahin 2006 sampai dengan tahun 2009. Data tersebut
diharapkan dapat diperoleh dengan telaah dokumen pada Sekretariat KKI.

Untuk mendapatkan informasi terkait kinerja MKDKI berdasarkan
perspektif publik, perspektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan, maka dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa
narasumber yang dipilith secara sengaja (purposive sampling) sesnai dengan
kebutuhan penelitian {Moleong, 2006). Wawancara ditujukan untuk mendapatkan
informasi yang mendalam dan komprehensif dengan menggunakan pedoman
wawancara dan bantuan alat perekam.

Informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki
berkaitan dengan topik penelitian dengan memperhatikan prinsip kesesuaian
{appropriateness) dan kecukupan (adeguacy) (Kresno, 1998). Informan penelitian
yang diidentifikasi sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

1. 3 (tiga) orang pimpinan MKDKI (Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris);

2. 2 (dua) orang Anggota MKDKI;

3. 1 (satu) orang petugas MKDKI;

4. 1 (satu) orang ptmpinan Konsil Kedokteran Indoncsia;

5. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI)
sebagai perwakilan masyarakat yang mengetahui proses penegakan disiplin
oleh MKDKI;
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6. 1 (satu) orang pengadu yang pengaduannya telah mendapatkan keputusan dari

7.

MKDKI.
1 (satu) orang dokter yang permah diadukan dan telah mendapatkan keputusan
dari MKDKI.

Penggunaan kuesioner pada penelitian ini ditujukan untuk memperoleh

gambaran penilaian kinerja MKDKI dalam benfuk skoring oleh para pihak yang

terkait. Kuesioner dikembangkan dengan menggunakan skala Likert yang
ditemukan Rensis Likert tahun 1932. Penggunaan skala Likert diketahui memiliki
beberapa keuntungan sebagai berikut (Nasution, 2006):

a.

Relatif lebih mudah dalam menyusun pertanyaan tentang sifat atau sikap
tertentu.

Memiliki reliabilitas tinggi dalam dalam mengurutkan manusia berdasarkan
intensitas sikap tertentu.

Dinilai lebih luwes dan fleksibel dar tehnik pengukuran lain, jumlah item

pernyataan dan alternatif jawaban diserahkan kepada pertimbangan peneliti.

Walaupun demikian, penelitian ini juga mempertimbangan beberapa kelemahan

dari penggunaan skala Likert yaitu (Nasution, 2006), khususnya kenyataan bahwa

tidak semua item pernyataan memiliki makna yang sama penting dalam

keseluruhan pengukuran.

Responden pada pengukuran kinerja MKDKI dipilih dengan sengaja

berdasarkan ciri-ciri tertentu {(purposive sampling), terdiri dari:

1.

Pada perspektif publik, pengadu dan dokter teradu pada kasus yang telah
memiliki keputusan yang berkekuvatan tetap. Kedua pihak ini dinilai cukup
mewakili masyarakat (publik} untuk melakukan penilaian terhadap kinerja
MKDKI. Pengisian kuesioner dilakukan secara tatap muka dan tanpa tatap
muka dengan menggunakan fasilitas internet dan faksimili. Hal tersebut
dilakukan karena adanya jarak dengan responden dalam penelitian ini yang
tersebar di daerah yang berbeda di wilayah Indonesia.

Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, responden adalah keseluruhan
anggota MKDKI yang berjumlah 11 (sebelas) orang dan petugas MKDKI
yang berjumlah 4 (empat) orang.
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3. Pada perspektif proses intemal, responden adalah keselurvhan anggota
MKDKI yang berjumlah 11 (sebelas) orang dan petugas MKDKI yang
berjumlah 4 (empat) orang.

Skoring pada masing-masing kuesioner digunakan lebih lanjut sebagai

penilaian kinerja berdasarkan rentang skor nilai. Disebabkan minimnya jumiah

responden maka data yang diperoleh hanya dipergunakan sebagai data pendukung

dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

4.4. Kualitas Data

Data hasil wawancara dari alat perekam dituangkan dalam penulisan

transkrip dengan memperhatikan catatan wawancara, selanjutnya dilakukan

pengkodean data hingga proses cleaning agar data mudah dianalisis. Data tersebut

kemudian dilengkapi dengan hasil telaah dekumen. Untuk menjamin keabsahan

hasil penelitian, maka penelitian ini harus memenuhi standar kredibilitas dan
transferabilitas, dengan kriteria sebagai berikut (Faisal, 1990):
Standar Kredibilitas

1.

Standar kredibilitas identik dengan wvalidasi internal dalam penelitian

kualitatif. Standar kredibilitas merupakan standar yang dapat menyatakan

bahwa penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Upaya-upaya yang
dilakukan adalah (Moleong, 2005):

a.

Melakukan triagulasi, yaitu triagulasi metode (melakukan wawancara
mendalam, observasi dan telaah dokumen), triagulasi sumber (dengan
membandingkan informasi antar informan, dan triagulasi jenis
penggandaan perspektif dan observer (dengan melibatkan peneliti lain
untuk menafsirkan data bersama).

Melibatkan teman sejawat yang memahami kebijakan penegakan disiplin
profesi kedokteran (yang tidak ikut dalam penelitian) untuk berdiskusi,
memberikan masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan penelitian
sampai tersusunnya hasil penelitian.

Melakukan analisis pembanding hasil penelitian.

Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.
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2. Standar Transferabilitas
Standar transferabilitas merupakan modifikasi dari validasi eksternal dalam
penelitian kualitatif yang bergantung pada kesamaan antar konteks pengirim
dan penerima. Suatu penelitian dapat dikatakan memiliki standar
fransferabilitas yang batk jika hasil peneliian mampu ditransfer dan
diaplikasikan pada fakta lain (Moleong, 2006). Apabila pembaca laporan
penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang
konteks dan fokus penelitian.

3. Standar Konfirmabilitas dan Dependabilitas
Standar ini berkaitan dengan mutu serta pengecekan atau penilaian akan salah-
benamya peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang ditelitinya dengan

memperhatikan rekaman/data lapangan.

4.5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan kajian isi (content analysis)
untuk menarik kesimpulan dengan terlebih dahulu menemukan karakteristik pesan
yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Penyajian data dimulai dengan
deskripsi informan dan mengumpulkan hasil wawancara dalam bentuk transkrip
dalam catatan yang teratur dan lengkap ditambah dengan catatan pengamatan
peneliti selama proses wawancara berlangsung. Langkah selanjutnya adalah
meringkas data dalam bentuk matriks untuk memudahkan peneliti dalam
menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan

disajikan dalam bentuk narasi (Kresno, 1999).
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BAB S
HASIL PENELITIAN

5.1. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2010 di beberapa
tempat antara lain Sekretariat KKI dan beberapa tempat lain yang terkait dengan
pengadu dan dokter yang diadukan ke MKDKI
Perolehan data dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:
1. Data primer dari kegiatan wawancara dengan karakteristik informan sebagai
berikut:

No { Informan Instansi Jabatan " Pendidikan
1. |81 MKDKI Pimpinan Kedokteran

2. | 82 MKDKI Pimpinan SH

3. 183 MKDKI Pimpinan Kedokteran gigi
4. |84 MEKDKI Angpgota Kedokieran

5. | 85 MKDKI Anggota Kedokteran gigi
6. | S6 MEKDKI Petugas SKM

7. | 87 KKI Pimpinan Kedokteran

8. | 88 YPKKI Pengadu Kedokteran

9. [ S9 Publik Pengadu SE

10. | S10 Publik Teradu Kedokteran

Data tersebut didukung dengan skoring pengukuran kinerja dengan

menggunakan kuesioner yang dikembangkan dalam penelitian ini. Penyebaran

kuesioner dilakukan secara langsung, melalui faksimili, surat elektronik,

maupun pengiriman melalui pos kepada responden sebagai berikut:

a. 11 (sebelas) orang anggota MKDKI;

b. 3 (tiga) orang petugas MKDXKI; dan

¢. 10 (sepuluh) orang pengadu dan dokter teradu yang telah mendapat
keputusan tetap yang tersebar di beberapa tempat di sekitar DKI Jakarta.

Pengisian dan pengembalian kuesioner dilakukan oleh beberapa responden

sebagai berikut:

a. 6 (enam) orang anggota MKDKI;

b. 3 (tiga) orang petugas MKDKI; dan

¢. 7 (tujuh) orang pengadu dan dokter teradu yang pernah diadukan ke
MKDKI dan telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan tetap.
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2. Data sekunder dalam rangka studi dokumen, diperoleh dari Sekretariat KKI
pada Bagian Administrasi Umum dan Humas dan Bagian Pelayanan Hukum
khususnya Sub Bagian Persidangan Bagian Pelayanan Hukum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dengan menggunakan kuesioner tidak memenuhi
persyaratan sampling, sehingga data tersebut tidak dapat digunakan sebagai
sumber utama dalam penelitian ini. Tidak diperolehnya jumlah sampel yang
memadai dikarenakan tidak seluruh pihak yang diminta kesediaannya untuk
dilibatkan dalam penclitian memberikan respon positif.

2. Penelitian dilakukan di Jakarta dan sekitarnya sehingga tidak dapat mewakili
pendapat pengadu maupun dokter teradu yang berada di Iuar Jakarta.

5.2. Indikator dalam FEvaluasi Kirerja MEKDKI dengan Pendekatan
Balanced Scorecard

Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini ditujukan untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja MKDKI sebagai lembaga negara yang bertugas
menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang diajukan (Pasal 64 UU Praktik Kedokteran). MKDKI
sebagai organisasi telah menetapkan ‘ Rencana Strategis 2008-2013 yang
menyatakan visi, misi, nilai, dan area perencanaan yang kemudian dijabarkan
dalam beberapa tujuan, strategi, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu,
dokumen Rencana Strategis MKDKI juga menjabarkan kondisi MKDKI pada
tahun 2008 baik secara internal maupun eksternal.

Penelitian ini didahului dengan menetapkan indikator yang merupakan
hasil translasi dari tugas MKDKI yang diamanahkan UU Praktik Kedokteran dan
Rencana Strategis MKDXI ke dalam empat perspektif Balanced Scorecard.

a. Indikator pada perspektif publik

Pada ielaah dokumen diketahut bahwa tujuan pertama dalam Rencana
Strategis MKDKI 2008-2013 adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
memperoleh manfaat dari MKDKI dalam rangka meningkatkan profesionalisme

dokter/dokter gigi. Sasaran yang dituju dalam tujuan pertama ini adalah:
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. Meningkatnya pemanfaatan MKDKI sebagai lembaga penegak disiplin

kedokteran.
Meningkatnya pemahaman dokter/dokter gigi tentang profesionalisme dan
disiplin kedokteran.

Berdasarkan data tersebut, maka indikator dalam evaluasi kinerja MKDXI

pada perspektif publik adalah sebagai berikut:

1y

2)

Pertumbuhan jumlah pengaduan adalah pertumbuban pengaduan dar
masyarakat terthadap dokter/dokter gigi kepada MKDKI selama periode 2006-
2009. Aspek ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan
MKDKI oleh masyarakat yang menduga adanya kesalahan yang dilakukan
dokter/dokter gigi. Pentingnya menetapkan pertumbuhan jumlah pengaduan
sebagai salah satu indikator dikarenakan pengaduan merupakan tahap pertama
dari pelaksanaan tugas MKDKI. Penempatan pertumbuhan jumlah pengaduan
sebagai salah satu indikator dalam perspektif publik dikarenakan UU Praktik

Kedokteran menetapkan bahwa MKDKI bersifat pasif dalam hal pengaduan

yaitu hanya menerima pengaduan sehingga pertumbuhan jumlah pengaduan

sangat bergantung pada pengetashuan dan keinginan masyarakat untuk
melakukan pengaduan ke MKDKI.

Kepuasan publik adalah penilaian masyarakat dan profesi dokter terhadap

MKDKI yang diukur dengan pendekatan kualitas jasa (Service Quality) yang

mencakup:

(a) Dimensi tangibles merupakan penilaian terhadap aspek fisik yang terlihat
dalam pemberian pelayanan kepada publik, seperti fasilitas gedung dan
ruang sidang MKDKI serta penampilan anggota dan petugas MKDKJ saat
berhadapan dengan publik.

{b) Dimensi reliability merupakan penilaian terhadap keakuratan dan
keandalan MKDKI dalam memberikan pelayanan.

(c) Dimensi responsiveness merupakan penilaian terhadap kemampuan
MEKDKI menyediakan pelayanan yang cepat dan antusias.

(d) Dimensi assurance merupakan penilaian terhadap kredibilitas MKDKI.

(e} Dimensi empathy merupakan penilaian terhadap kemampuan MKDKI

dalam memahami kebutuhan publik.
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Pihak yang dapat mewakili pendapat masyarakat tentang MKDK] adalah
pihak yang telah mengetahui dan merasakan pelayanan yang diberikan oleh
MKDKI, yaitu pengadu dan dokter yang diadukan. Pentingnya meneliti tentang
kepuasan publik terhadap pelayanan MKDKI karena hal tersebut terkait dengan
citra profesi kedokteran di mata masyarakat sebagaimana petikan wawancara
berikut:

“Jadi kalau mau ditingkatkan kita harus menjelaskan apa itu MKDKI dan
masyarakat baru mau melthat kalau MKDKI memberikan manfaat, Kalau ada,
diterima, dicoba dan tidak manfaat pasti nanti ditinggalkan. ...Saya lapor
karena percaya dengan MKDKI menjatuhkan sanksi, MEKDKI membina

dengan baik, entah melalui siapa ya, tapi dokter itu akan takut, akan berbuat
sebaik-batknya kepada masyarakat....” (S3)

"...alangkah bailnya kalau ada MKDKI, jadi ada dolter bersalah kita ada
tempat mengadu/berlindung. Sama seperti saya takut lewat daerah itu, tapi
tenang karena ada polisi, saya jadi berani lewat daerah situ. Jadi untuk
menimbulkan kepercayaan kita kembali, jadi saya mau datang ke dokter ini
kalau dokter int salah tenang ada MKDKI. "(89)

Masyarakat penerima jasa pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter
dan dokter gigi merupakan salah satu sumber pengaduan di MKDKI. Masyarakat
mengharapkan adanya manfaat dari pengaduan yang telah mereka ajukan ke
MKDKI salah satunya adalah adanya pihak yang dapat menjaga profesionalisme
dokter dan dokter gigi dengan menyatakan ada tidaknya kesalahan dokter. Hal
tersebut sejalan dengan misi MKDKI untuk mengawal dan menjaga

profesionalisme dokter dan dokter gigi melalui penegakan disiplin kedokteran.

b. Indikator pada perspektif proses internal

Tujuan kedua Repcana Strategis MKDKI 2008-2013 adalah
terselenggaranya proses penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin
kedokteran secara efektif dan efisien dengan keputusan yang tepat. UU Praktik
Kedokteran tidak mengatur tentang tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi, tetapi menugaskan penyusunannya kepada MKDKI (Pasal 64 UU
Praktik Kedokteran). Sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang
digunakan dalam penelitian ini, indikator yang digunakan pada perspektif proses

internal adalah:
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1) Proses penanganan pengaduan adalah penilaian tentang efektifitas dan
efisiensi proses penanganan pengaduan yang mencakup penerimaan
pengaduan, pemeriksaan awal, serta pemeriksaan disiplin sampai adanya
keputusan MKDKI.

2) Proses pelaksanaan keputusan adalah penilaian tentang proses pelaksanaan
keputusan MKDKI oleh pihak-pthak yang terkait. Proses pelaksanaan
keputusan merupakan proses penting setelah adanya keputusan MKDKI yang
melibatkan pihak-pihak di luar MKDXKI.

3) Inovasi adalah upaya yang dilakukan oleh MKDKI untuk meningkatkan
kinerja proses intemal. Inovasi dilakukan terhadap tata cara penanganan kasus
serta prosedur kerja MKDKI sebagaimana ditetapkan oleh UU Praktik
Kedokteran bahwa MKDKI bertugas untuk menyusun tatacara penanganan

pengaduan.

c. Indikator pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran
Indikator pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan
indikator yang digunakan untuk menilai ketersediaan dan kemampuan infrastuktur
dan sumber daya manusia yang memungkinkan pencapaian kinerja terbaik. Hal ini
sejalan dengan beberapa sasaran dalam Rencana Strategis MKDXI 2008-2013,
yaitu;
a) Terbentuknya unit sekretariat MKDKI yang mandiri sebagai bagian dari
Sekretariat KKI.
b} Meningkatnya kapasitas, kualitas, dan kinerja MKDKI dalam penanganan
pengaduan.
¢) Terbentuknya MKDKI-P sekurang-kurangnya di sepuluh provinsi.
Berdasarkan hal tersebut, maka indikator dalam evaluasi kinerja MKDKI
pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah:
1) Kapabilitas Anggota dan Petugas MKDKI adalah ketersediaan dan
kemampuan anggota dan petugas MKDKI.
2) Peningkatan kemampuan MKDKI adalah upaya meningkatkan kualitas serta
keahlian anggota, petugas, serta lembaga MKDKI yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas penegakan disiplin profesi kedokteran. Ukuran ini
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bertujuan untuk melibat ketersediaan upaya peningkatan kemampuan bagi
anggota dan pefugas MKDKI.

3) Kapabilitas Sistem Informasi adalah ketersediaan sistem informasi yang
memadai ditujukan agar anggota dan petugas MKDKI dapat bekerja dengan
efektif dengan mendapatkan informasi terkini tentang penanganan pengaduan
dan proses internal MKDKI.

d. Indikator pada perspektif keuangan

Kinerja pada perspektif keuangan, diukur dengan melihat tingkat
penyerapan anggaran dengan melakukan perbandingan realisasi anggaran dan
anggaran yang disediakan. Kriteria ukuran kinerja pada perspektif keuvangan
mengadopsi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/1X/6/Y/99
tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kineja Instansi
Pemerintah, yaitu (85%-100% = Sangat Berhasil; 70%-85% = Berhasil; 55%-
70% = Kurang/Cukup Berhasil; dan 0-55%= Gagal).

5.3. Evaluasi Kinerja pada Perspektif Publik
5.3.1. Pertumbuhan Jumlahk Pengaduan

Pengaduan kepada MKDKI merupakan langkah awal dari dimulainya
proses penanganan pengaduan di MKDKI. Jumlah pengaduan ke MKDKI sangat
berpengaruh pada kinerja MKDKI pada tiga perspektif lainnya. Berikut beberapa
petikan wawancara yang menggambarkan hubungan antara jumlah pengaduan
dengan indikator lain dalam penilaian kinerja MKDKI.

"Ya, kalau lihat situasinya seperti sekarang jumlah kasusnya makin banyak,
saya kira tidak bisa diselesaikan oleh 11 orang ini.” (S4)

"Terutama dokter, karena kasus 97% kasus itu dokter 3% dokter gigi, kita kan

prinsipnya peer, jadi berarti yang mayoritas tetap dokter.... Saya perhatikan
ya, lamanya itu karena saling tumpuk menumpuk kasusnya. Jadi kasus yang
ini menunggu, kasus yang ini menunggu.... Panitera sudah kebayakan
kasusnya. Jadi paniteranya tidak ngingetin lagi majelisnya. Yang seperti ini
saya pikir perlu ada dilevel pimpinan atau di level kepala sekretariat pegawai,
ada yang menangani case management. "(S1)

"...padahal hanya 5 hari, coba hitung saja dengan 30 kasus, apa itu cukup,
hanya 5 hari yang dikerjakan 3 jam. Sehari kan kita efektifiya 3 jam. Saya
menghitung-hitung ya pantas kalau jadinya 2 tahun. "(S2)
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Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pertumbuhan jumlah
pengaduan sangat mempengaruhi proses internal MKDKI yang pada akhimya
menuntut kapabilitas yang lebih besar dari anggota dan petugas MKDKI.

Hasil telaah dokumen pada Sub Bagian Persidangan Bagian Pelayanan
Hukum Sekretariat KKI menunjukkan jumlah pengaduan ke MKDKI yang
cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sebagai berikut:

Grafik 5.1. Jumlah Pengaduan ke MKDKI

Selain pertumbuhan jumiah pengaduan, perlu diketshui beberapa informasi
lain yang terkait dengan pengaduan yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan
arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas MKDKI.

a. Pihak yang menyampaikan pengaduan

Sejak tahun 2006 sampai tahun 2009, masyarakat menjadi pihak yang
paling banyak mengajukan pengaduan perihal dokter/dokter gigi ke MKDKI
(91%) dan 19% diantaranya diwakili oleh kuasa hukum mereka. Selain
masyarakat, MKDXKI telah menerima pengaduan dari pihak lain sebesar 9% yang
terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan lain,
institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, serta pihak asuransi. Benkut
rincian pengaduan ke MKDKI berdasarkan pihak yang menyampaikan

pengaduan.
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Tabel 5.2. Pengaduan ke MKDKI Berdasarkan Pihak Pengadu

PENGADU © - -t ] e 009

Masyarakat | Langsung 8 91
Kuasa - 8

Tenaga Kesehalan - - i

Kementerian Kesehatan/ Dinas 1 - 1 2 4 5

Kesehatan

Institusi Pelayanan Kesehatan - 3 - - 1 1

Lain-lain {Pihak Asuransi) - - 1 - 1 1

TOTAL 9 1 19 36 75 100

b. Tempat kejadian dalam pengaduan

Tempat kejadian dalam pengaduan yang disampaikan kepada MKDKI
sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. DKI Jakarta
merupakan tempat kejadian dalam pengaduan terbamyak (47%). Hal ini periu
menjadi perhatian apakah diperlukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat
dan profesi kedokteran di daerah Jakarta dan sekitarnya seperti Tangerang, Bogor

dan Depok yang juga seringkali menjadi tempat kejadian dalam pengaduan.

Tabel 5.3. Provinsi Tempat Kejadian dalam Pengaduan

No | aErT N | 2006 | 200 | 2008 | 2009 | Totel | %
1. | DKl Jakarta 5 5 10 15 35 47
2. | Banten - 1 2 4 7 8.3
3. | Jawa Barat - 1 3 3 7 9.3
4, | Jawa Timur 1 1 - 4 6 8
5. | Sumatera Utara - - i 3 4 5.3
6. | Kepulauan Riau - - 1 2 3 4
7. | Kalimantan Barat - - 1 2 3 4
8. | Jawa Tengah 1 1 - - 2 3
9. | Riau - 1 - - 1 1.3
10. | Lampung 1 - - - 1 1.3
11. | Bengkulu - - 1 - 1 1.3
12. | Dl Yogyakarta - - - i ( 1.3
13. | Kalimantan Selatan 1 - - - 1 1.3
14. | Sulawesi Selatan - - - 1 1 1.3
15. | Sulawesi Tenggara - - - i 1 1.3
16. | Papua Barat - 1 - - 1 1.3
TOTAL 9 11 19 36 75 100

c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pengaduan
Dari data pengaduan dapat diketahui fasilitas pelayanan yang terkait dalam
pengaduan. Dalam beberapa pengaduan dipermasalahkan lebih dari 1 (satu) orang

dokter atau dokter gigi yang juga melibatkan tempat praktik yang berbeda. Rumah
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sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak terkait dalam

pengaduan (85%). Selain rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan yang terkait

dengan pengaduan adalah klinik bersama, puskesmas, serta tempat praktik

pribadi. Pada tahun 2007 dan 2009 terdapat pengaduan yang tidak terkait dengan

pelayanan kedokteran.

Tabel 5.4 Fasilitas Pelayanan Keschatan dalam Pengaduan

TAHUN | 2006, | 2007 . | 2008 | 2009 | -
ey T | @pemgaduy | efpenadian) | “Gpoadit) | spniater) | 0

Rumah Sakit 10 10 18 32

Klinik Bersama 1 - 2 2

Puskesmas - 1 - -

Praktik Pribadi - s 2 1

Lain-lain {tidak termasuk) - 1 - 1

TOTAL 11 14 22 36 82 100

d. Jumlah pengaduan terkait bidang kedokteran dan kedokteran gigi
Kasus kedokteran di MKDKI jauh lebih banyak (96%) dibandingkan
dengan kasus kedokteran gigi yang hanya 3%.

Tabel 5.5. Jumlah Pengaduan Terkait Bidang Kedokteran dan Kedokteran Gigi

TAHUN L2006 | 2007 | 2008 | 2003 |- Total %
Pengaduan '
Kedokieran 9 9 19 35 72 96
Kedokieran gigi - 2 - - 2 3
Lain-lain (bukan dokfer) - - - 1 1 1
TOTAL 9 11 19 36 75 100

Lebth lanjut dapat diketahui aduan terhadap spesialisasi dan subspesialisasi

pada masing-masing profesi sebagai berikut:

Tabel 5.6. Jumlah dan Spesialisasi Dokter/Dokter Gigi yang Diadukanr

TAHUN 2006 2008 2009
TERADU {9 pengaduan) {11 pzel?gz’uan] {19 pengaduan) {36 pengadi JUMLAH
Dokter umum 3 11 10 14 38
Dokter spesialis
spesiahis bedah 4 4 § i0 27
spesialis obstelri ginekologi 2 3 1 g 15
spesialis penyakit dalam - - 4 4 8
spesialis anak - 1 2 4 7
spesialis mata 1 - 2 - 3
Spesialis anastesi - 1 1 1 3
spestalis saraf - - 2 1 3
spesialis jantung - - - 2 2
spesialis par - 1 - 1
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ERADU. © s

#212006:

30 pengadiian)... <) -

45200850

-

aduan). {06 B

_spesialis THT '

spesialis kesehatan jiwa

-

Dokter gigl

Dokier glgl spestalis

spesialis Orthodansi

spesialis Prostodonsi

-

Dokter asing

Bukan dokter

TOTAL

10 teradu

28 teradu

32 teradu

43 leradu

148 teradu

Pertumbuhan jumlah pengaduan ke MKDKI terkait erat dengan

pengetahvan masyarakat tentang keberadaan dan fungsi MKDKI. Informasi

tentang MKDKI serta penanganan pengaduan di MKDKI dapat diperoleh melalui

beberapa cara antara lain;

1. Menghubungi petugas MKDKI dengan mendatangi langsung ke kantor
MKDKI atau melalui fasilitas telepon ataupun surat elektronik.

2. Melihat informasi tentang MKDKI pada website KKI di alamat
www.inamec.or.id.

Media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang MKDKI
antara lain:

1. Leaflet berjudul Tanya Jawab Seputar MKDKT; namun belum ada mekanisme
penyebarluasan leaflet tersebut. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan leaflet
tersebut dengan mendatangi Sekretariat KKI.

2. Banner ukuran 1,5m x 0,5m tentang hak pasien dan pengaduan ke MKDKI,
disebarluaskan ke beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia.

3. Sostalisasi yang dilaksanakan batk oleh KKI maupun MKDKI. Sosialisasi

tentang penegakan disiplin profesi dan ketentuan MKDK! mulai dilaksanakan
pada tahun 2007 oleh KKI khususnya oleh Divisi Pembinaan dengan sasaran
dokter dan masyarakat. Pada tahun selanjutnya MKDKI juga melakukan
sosialisasi dengan sasaran dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik

kedokteran di beberapa provinsi, vaitu:
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Tabel 5.7 Provinsi Tujuan Sosialisasi Penegakan Disiplin oleh MKDKI

No [ - Tahun 200855 i i iaiT ahn; 2009 s £
1. | Sumatera Utara Kepulauan Riau
2. | Sumatera Selatan Riau
3. | Sumatera Barat Nusa Tenggara Barat
4. | Jawa Timur Nusa Tenggara Timur
5. | Jawa Barat Maluku
6. | DI Yogyakarta Kalimantan Tengah
7. { Kalimantan Timur Kalimantan Timur
8. | Kalimantan Selatan Kalimantan Barat
9. | Sulawesi Utara Sulawesi Tengah
10. | Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara

Penyampaian informasi tentang keberadaan MKDKI kepada masyarakat
lebih banyak disampaikan oleh KKI khususnya Divisi Pembinaan baik pada
Konsil Kedokteran maupun Konsil Kedokteran Gigi melalui acara yang
diselenggarakan untuk membangun hubungan kemitraan antara dokter dan pasien.
Perihal sasaran sosialisasi MKDKI yang ditujukan kepada dokter dan dokter gigi

yang berpraktik, berikut petikan wawancara dengan informan.

"Karena di awal-awal ini yang lebih penting agar dokter itu paham betul
tentang perilaku profesional, dokter itu harus bagaimana, dia harus paham
betul... Sedangkan untuk masyarakat lebih banyak pada KKI.” (81)

"Sosialisasi belum 100% tepat sasaran. Sasaran utama seharusnya
masyarakat sebagai muaranya’ (S2)

“Ini sesuatu barang baru, kalau kita tujuannya memperbaiki dokter ya mari
kita sosialisasikan kepada dokter dulu... Tetapi untuk membuka pada dunia
lain kalauw saya lebih berpikir sanggupkah aku kalau orang itu nanti pada
datang.”(S3)

"...selama ini belum ada upaya sosialisasi ke masyarakat yang ada sosialisasi
ke profesi... ada unsur pencegahan dalam hal ini, mencegah praktik
kedokteran yang tidak baitk dan untuk keberadaan MKDKI sendiri sebetulnya
sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme dokter dan dokter gigi.”(S84)

"Menurut saya periu dilakukan cara-cara yang lebih objektif untuk lebih bisa
mensosialisasikan temtang kiprah MKDKI Fhususnya ke masyarakat.. Tapi
kalau informasi itu hanya untuk dokter, dokter kemudian bersikap biasa saja
walaupun ada yang berupaya memperbaiki diri, tapi kalau masyarakat tidak
melakukan penuntutan karena tidak tahu maka ini menjadi tidak disambut
olel dokter dokter. ”(S5)

"Karena selama ini DIPA untulk MKDKI dari tahun 2006 sampai 2010
sekarang, hanya melakukan sosialisasi kepada sasaran dokter dan dokter gigi.
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Kearah agar mereka bisa memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Tetapi untuk masyarakat sendiri tidak ada. Hanya ada beberapa
kali pimpinan MKDKI melakukan talkshow ditelevisi sehingga masyarakat
tahu keberadaan MKDKI. ”(S6) '

Sosialisasi yang dilakukan oleh MKDKI dengan sasaran dokter dan dokter
gigi vang berpraktik selain untuk memperkenalkan penegakan disiplin profesi
oleh MKDKI, juga dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme
kedokteran serta pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar disiplin profesi
kedokteran. Beberapa narasumber menyadari pentingnya melakukan sosialisasi
kepada masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran vtama dalam sosialisasi
tentang keberadaan MKDKI. Namun demikian, terdapat kekhawatiran akan
kesiapan MKDKI pada saat terjadi peningkatan jumlah pengaduan dalam jumlah

yang signifikan sebagai akibat dari sosialisasi tersebut.

5.1.2. Kepuasan Publik

Penelitian kepuasan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh
MKDKI dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber
serta hasil skoring survei kepuasan publik yang dilakukan dengan tujuh orang
responden yang merupakan pthak yang pernah menjadi pengadu maupun dokter
yang diadukan. Kepuasan publik diukur dengan menggunakan 5 (lima) dimensi
Service Quality dengan hasil sebagai berikut:
a. Tangibles

Berikut petikan wawancara dengan para narasumber tentang kepuasan
mereka terhadap letak dan kenyamanan kantor MKDKI yang termasuk dalam

dimensi fangibles.

"Sudah strategis, walau jauh dari kantor saya, tapi kalau dilihat secara umum
masih di Jakarta. Ruang sidangnya dibandingkan dengan pengadilan Jakarta
Selatan lebih bagus MKDKI. "(89)

“Pengennya sih di depan. Kalau masalah jauh sih reladif. Ruang sidang cukup
baik hanva posisi tempat duduk saat pembacaan keputusan agar ada jarak
yang aman untuk teradu dan pengadu. Dan petugas harus standby untuk
keamanan karena dalam pembacaan keputusan itu pasti ada emosi. ”(810)

Pada survei kepuasan publik diperoleh rata-rata skor 3,6 (71%) dari tujuh
pertanyaan terkait dengan dimensi fangibles yang digunakan untuk menilai

kepuasan publik terhadap fasilitas fisik MKDKI serta penampilan petugas dan
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Anggota MKDK] saat pemberian pelayanan. Pertanyaan yang diajukan terkait

dengan letak kantor MKDKI, penampilan fisik kantor MKDXI, ketersediaan

tempat parkir, kenyamanan ruang tunggu dan ruang sidang MKDKI, ketersediaan
fasilitas di ruang sidang, serta penampilan dan kerapihan petugas dan anggota

MKDKI.

Sesuai dengan Pasal 57 UU Praktik Kedokteran, MKDKI berkedudukan di
ibukota negara Republik Indonesia. Saat penelitian dilakukan, kantor MKDKI
berada pada kantor KKI di Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan dengan ruang yang diperuntukkan bagi MKDKI sebagai berikut:

a. 7 (tyjuh) ruang kantor anggota MKDKI di lantai 2; 1 (satu) ruang diantaranya
difungsikan sebagai ruang penerimaan pengaduan yaitu tempat petugas
menerima tamu yang akan mengajukan pengaduan atau tamu lain yang terkait
dengan pengaduan.

b. 1 (satu) ruang rapat MKDKI di lantai 2.

c. 1 (satu) ruang kantor petugas MKDKI dan Kepala Sub Bagian Persidangan di
lantai 2.

d. 2 (dua) muang sidang di lantai 3.

e. 1 (satu) ruang sekretariat MKIDKI di lantai 3 yang difungsikan sebagai ruang
funggu persidangan.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah tidak disertakannya pengadu dan
dokter teradu yang mengalami persidangan di luar kantor MKDKI sebagai
responden maupun informan penelitian, Saat penelitian dilakukan, MKDXKI telah
beberapa kali menyelenggarakan persidangan di lwar kantor MKDKI yang
dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antara tempat kejadian dalam
pengaduan dan kantor MKDKI serta jumlah orang yang akan dipanggil pada
persidangan tersebut sebagaimana terungkap pada petikan wawancara sebagai
berikut:

"Kalau di Malaysia ke pusat periksanya, dibayar oleh negara siapa saja
saksinya dibayar oleh negara. Saat ini kita yang kesana dibatasi 7 orang,
kalau mereka yang kesini kan bisa berapa orang yang pergi kejakarta, bisa

lebih dari 3 orang, apalagi jika 3 RS yang diadukan berapa yang musti
dibawa ke jakarta, akan lebih mahal "(81)
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Penyelenggaraan sidang di luar kantor MKDKI yang telah dilaksanakan
sampai saat ini dengan menggunakan fasilitas kantor Dinas Kesehatan setempat

atau tempat lain yang tidak memiliki kaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

b. Reliability

Dimensi reliability ditujukan untuk mengetahui penilaian publik terhadap
keakuratan dan keandalan MKDKI dalam memberikan pelayanan dengan
mengajukan pertanyaan tentang ketersediaan informasi tentang penanganan
pengaduan, kesesuaian pelayanan yang diberikan, serta keakuratan dan ketepatan
keputusan MKDKLI.

Hasil survei kepuasan publik pada dimensi refiability diperoleh rata-rata
skor 3,4 (67,7%). Tetapi perlu menjadi perhatian pada pertanyaan tentang
ketersediaan informasi tentang prosedur penanganan pengaduan diperoleh skor
2,6. Pada wawancara baik pengadu maupun dokier teradu yang menjadi
narasumber dalam pepelitian ini menyatakan bahwa mereka sangat minim

informasi tentang MKDKI.

“Akses informasi ke MKDKI belum baik, karena saya tahu MKDKI pun dari
lembaga lain. Saya sangat beruntung saya bisa dapat akses untuk mengetahui
MKDKI, tapi bagaimana orang lain yang tidak beruntung yang merasa
haknya tidak terpenuhi lalu kepada siapa saya mengadu. ”(89)

"Tahu karena ada kawan saya lebih dulu diadukan ke MKDKI. ”'(S10)

¢. Responsiveness

Pertanyaan terkait dimensi responsiveness digjukan untuk mengetahui
penilaian publik terhadap kemampuan MKDKI dalam menyediakan pelayanan
yang cepat dan antusias. Pertanyaan yang diajukan terkait kemudahan dalam
menghubungi petugas MKDKI, kesigapan petugas dalam menanggapi keluhan
dan memberikan penjelasan/informasi tentang penanganan pengaduan; dan
lamanya penanganan pengaduan sampai adanya keputusan. Hasil survei kepuasan
publik diperoleh tingkat kepuasan dengan rata-rata skor 3,7 (75%) dan tingkat
penting 4,6 (93%) dengan hasil skoring pada pertanyaan tentang lama penanganan

pengaduan sampai adanya keputusan sebesar 2,7.

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 . . .
Universitas Indonesia



87

Lama penanganan pengaduan di MKDK! mendapatkan perhatian baik dari
lingkungan internal maupun eksternal MKDKI. Berikut petikan wawancara para
narasumber tentang Jama penanganan pengaduan di MKDKI.

“Kalau menurut saya mustinya 2 bulan itu paling lama, orang kan mengadu
itu memilili harapan dan yang diperiksa juga memiliki harapan... satu tahun
saya harus hidup dalam ketegangan saya salah apa gak sih, itu gak enak lho.
Kenapa, itu menghilangkan keberanian profesional seorang dokter dan dokter

gigi untuk bersikap selama satu tahun itu. Takut kan dia, dan yang rugi siapa,
masyarakat juga kan.” (S7)

"Kalau dipelayanan publik kan ada ISO ada batas waktu penanganan. Harus
diambil pelajaran bagaimana mereka menyempurnakan pelayanan publik.
Kalau setahun keburu pasien meninggal. Ada kepentingan pasien disitu jadi
Jangan terlalu lama. Kalau alasan kekurangan tenaga akan selalu ada, tinggal
bagaimana manajemennya. Kalau terlalu lama seakan-akan kita tidak serius
menangani kasus itu."(S8)

"Penanganannya sampai ade keputusan menurut saya cukup lama, tapt
lamanya saya tidak tahu apa banyak yang diperiksa disana. Kalau lama saya
terbeban terus, bagaimana hasilnya sebagai orang yang merasa dituduh
sebagai orang yang tidak benar. Saya sudah berikan keterangan pada pihak
yang berwenang, dan saya berharap mendapatkan jawaban cepat sehingga
tidak terbeban disaya. "(810)

Pada sisi dokter yang diadukan, lama penanganan pengaduan sampat
adanya keputusan MKDKI cenderung membcebani pikiran dan sangat mungkin
mempengaruhi performa dalam melakukan pelayanan kedokteran kepada pasien.
Dar sist pengadu atau masyarakat secara umum, perlu diperhatikan segi
perlindungan masyarakat terhadap praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan
disiplin profesi kedokteran. Lamanya penanganan pengaduan sampai adanya
keputusan MKDKI dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang sama oleh dokter

yang diadukan kepada pasien lain.

d. Assurance

Pertanyaan terkait dimensi assirance ditujukan untuk mengetahui
penilaian publik terhadap kesopanan petugas serta pengetahuan dan kemampuan
petugas dalam memberikan penjelasan yang membuat percaya dan yakin terhadap
kredibilitas MKDKI. pertanyaan yang diajukan pada kuesioner mencakup
beberapa hal sebagai benikut:

1. Kejelasan prosedur penanganan pengaduan
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2. Sikap petugas dan anggota MKDKI dalam penanganan pengaduan
3. Kemampuan petugas MKDKI dalam memberikan penjelasan/informasi
penanganan pengaduan
4. Kemampuan anggota MKDKI dalam penanganan pengaduan
5. Konsistensi keputusan MKDKI
6. Independensi MKDXKI dalam penanganan pengaduan
Hasil survei kepuasan publik diperoleh bahwa enam poin pada dimensi
assurance tersebut merupakan poin yang sangat penting (4,9) dan saat ini
responden merasa puas dengan apa yang dilakukan MKDKI (rata-rata skor 4).
Berikut petikan wawancara dengan narasumber terkait dengan penilaian terhadap
kemampuan dan kredibilitas MKDKI.
"Saya percaya karena saya mengenal betul orang-orang yang duduk disana
adalah orang-orang yang kredibilitasnya dalam tindak profesi baik dari
profesi kedokteran maupun hukum adalah yang punya nama cukup kredibel.
Jadi menurut saya mereka adalah orang-orang yang kredibilitasnya tinggi
dibidang profesinya masing-masing. Dan kalau dilihat dari keputusan-

keputusan yang sampai sekarang bisa dilihat bahwa keputusannya itu adil,
bijak dan benar.” (87)

“Ini adalah awal yang baik, MKDKI sudah berani menentukan dokter ada
yang salah juga. Dengan adanya MKDKI adalah titik cerah. Di MEDKI juga
ada orang dari profesi hulkumnya dianggap lebih baik dalam pertimbangan,
tidak hanya berpikiran sejawat adalah saudara kandung. Untuk manfaat
MKDKI untuk publik saya nilai baru 5%."(5S8)

Baik teradu maupun pengadu yang menjadi narasumber dalam penelitian
ini, mengakui kredibilitas dan kemampuan majelis pemeriksa di MKDKI. Hal
tersebut telah dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan MKDKI yang
menyatakan adanya pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang dilakukan oleh

dokter yang diadukan.

e. Empathy

Dimensi empathy ditujukan untuk melihat kepuasan publik terkait
kemampuan MKDKI dalam memahami kebutuhan pengadu/teradu, penjelasan
yang baik, yaitu:
1. Kemampuan komunikasi petugas dan anggota MKDKIL.
2. Kesabaran petugas dan anggota MKDKI mendengarkan keterangan.
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3. Kemampuan petugas dan anggota MKDKI memahami kebutuhan
pengadu/teradu.
Hasil survei kepuasan publik diketahui bahwa rata-rata responden
menyatakan bahwa ketiga hal tersebut sangat penting dalam pelayanan MKDKI
(rata-rata skor 4,8) dan memberikan rata-rata skor 4,6 untuk kondisi saat ini.

Berikut petikan wawancara dengan narasumber tentang kemampuan pelayanan:
“Sudah cukup baik.” (S8)

"Saya katakan kurang, tapi lihat dulu kapan MKDKI berdiri, 2006 sekarang
2010, 4 tahun, untuk lembaga sebesar itu untuk punya tanggung jawab sebesar itu
4 tahun bisa dibilang masih muda sekali. jadi menurut saya masih bisa ditolelir
lah kekurangan dalam pelayanan dan segala macam, yang penting bukan apa
yang mereka berikan sekarang tapi keinginan untuk berkembangnya. Untuk saya
sih bisa ditolelir tapi harapan saya juga besar lho.” (89)

5.4. Evaluasi Kinerja Pada Perspektif Proses Internal

5.4.1. Proses Penanganan Pengaduan

Penegakan disiplin profesi kedokteran merupakan tugas pokok MKDKI
yang diamanahkan oleh UU Praktik Kedokteran. Terkait dengan tugas pokok
tersebut, Pasal 64 UU Praktik Kedokteran menugaskan MKDKI untuk menyusun
pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter
gigi. Pada tahun 2006, kegiatan MKIDKI terfokus pada penyusunan pedoman dan
tata cara penganan kasus dengan mengadakan kegiatan penyusunan dan
diseminasi. Pada bulan Oktober 2006, KKI menerbitkan dua peraturan dan satu
keputusan terkait dengan MKDKI, yaitu:

1. Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi.

2. Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI dan
MKDKI di tingkat Provinsi.

3. Keputusan KKI No. I17/KKI/Per/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan
Disiplin Profesi Kedokteran

Tiga proses penting dalam proses penanganan pengaduan di MKDKI yang
menjadi tugas dan tanggung jawab MKDXKI adalah proses penerimaan pengaduan,

proses pemeriksaan awal oleh Majelis Pemeriksa Awal (MPA), dan proses
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pemeriksaan disiplin oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang dapat
digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 5.8 Bagan Penanganan Pengaduan di MKDKI
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Pada hasil survei tentang proses internal MKDXI didapatkan rata-rata skor
3.3 yang berarti rata-rata responden memberikan nilai cukup terhadap pelaksanaan
proses penanganan pengaduan. Beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan
karena mendapatkan nilai kurang baik adalah:

1. Kejelasan waktu dalam proses penanganan pengaduan (skor 2,8)
2. Prosedur dalam proses pemeriksaan disiplin (skor 2,7)
3. Kejelasan prosedur setelah adanya keputusan MKDKI (skor 2,7)

Pada saat dilakukan wawancara dengan pertanyaan tentang pelaksanaan
penanganan pengaduan di MKDKI, beberapa narasumber memberikan pernyataan
sebagat berikut:

"Prosedurnya sudah kita lakukan, sudah sesuai lah, mulai dari pengaduan,
diverifikasi, kemudian ada investigasi, dilakukan MPA, kemudian MPD. .. Kita
selaly melakukan perbaikan prosedur secara terus menerus berdasarkan
pengalaman, Sekarang sudah kita evaluasi, terlalu lama, kita mempersingkat,

sekarang tugas MPA sebagian ditangani oleh pimpinan sebagian ditangani
oleh MPD. Supaya waktunya bisa lebih singkat.... "(51)

"Tatacara dalam perkonsil belum ideal betul tetapi proses penyempurnaan

terus berjalan dan nanti dengan sendirinya akan terisi kekosongan-
kekosongan yang tidak ideal itu akan kita perbaiki. ”(S2)
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"... dalam perjalanan-nya kita harus selalu open mind untuk setiap kali
mereview. ...Satu mempercepat, dua memang memberikan manfaat, itu yang
penting."(83)

"Menurut saya harus dirubah... Terlalu banyak waktu yang terbuang, misal
mulainya sudah terialu siang, dari apa yang mau disidangkan tidak ada
koordinasi yang terarah siapa yang menggali dari aspek apanya sehingga
sepertinya diserahkan pada mekanisme spontanitas yang muncul saat
sidang...”(S5)

"Perbaikan tatacara perlu ada. ..kembali ke MPD karena saya lihat kita
terhambatnya itu di MPD, lamanya itu selalu di MPD. Kalau hanya di MPA
cepat selesai. " (S6)

Berikut adalah wuraian tentang proses penanganan pengaduan yang
merupakan hasil telaah dokumen, pengamatan, serta wawancara yang dilakukan.
Telaah dokumen dilakukan berdasarkan :

1. Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VII/2006 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKXDKI dan
MKDKI di tingkat Provinsi.

2. Prosedur Kerja MKDXKI yang ditetapkan tanggal 4 Oktober 2006 oleh Ketua
MKDKI beserta beberapa perubahannya.

a. Proses Penerimaan Pengaduan

Penerimaan psngaduan merupakan awal dari proses internal MKDKI
dalam melakukan penegakan disiplin profesi disiplin kedokteran. Yang termasuk
dalam proses ini adalah penerimaan pengaduan, verifikasi pengaduan sampai
penetapan majelis pemeriksa awal oleh Ketua MKDKI. Proses ini melibatkan
petugas MKDKI, sekretaris MKDKI, dan ketua MKDKI. Penerimaan pengaduan
diatur dalam Bab H Peraturan KKI Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006.

Hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penenimaan
pengaduan sebagai berikut:
"..Disitulah ada kendala-kendala, misalnya saja dalam penerimaan pengaduan,
masih ada beberapa pemahaman tentang apakah pengaduan berhenti kalau tidak
lengkap. ..ada beberapa batas waktu dalam SOP misalnya penerimaan

pengaduan, sudah dilaksanakan, hanya beberapa yang miss yang berarti
kendalinya kurang bagus. "(S1)

"Perbaikan tatacara perlu ada. Untuk penerimaan pengaduan tidak ada
masalah. ”(S6)
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Berikut diuraikan alur penerimaan pengaduan berdasarkan telaah dokumen

dan hasil pengamatan. Pengaduan dapat disampaikan melalni dua cara yaitu

mendatangani dan menyampaikan secara langsung kepada petugas MKDKI atau
melalui surat yang ditujukan kepada ketua MKDKI. MKDKI menyediakan format

pengaduan yang dapat digunakan ataw menjadi acuan dalam pembuatan

pengaduan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UU Praktik Kedokteran serta Pasal 3
Peraturan KKI¥ Nomor 16/KX1/Per/VII/2006. Format tersebut dapat diperoleh di

Sekretariat KKI atau dengan mengunduhnya dari website KKI (www.inamc,or.1d).

1.

Dalam penerimaan pengaduan, petugas penerima pengaduan harus:
Membantu pembuatan pengaduan tertulis sesuai dengan format pengaduan
yang tersedia jika pengaduan disampaikan secara lisan.

Memberikan informasi kepada pengadu tentang kebijakan dan prosedur
penanganan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin yang diajukan ke
MKDKI.

Meminta kelengkapan pengaduan kepada pengadu dan memastikan
terpenuhinya kelengkapan pengaduan tersebut yang sekurang-kurangnya
terdiri:

a. Surat pengaduan yang ditanda tangani pengadu atau kuasanya, memuat :

1} identitas pengadu/pelapor yang disertai dengan fotokopi kartu identitas;

2) nama dan alamat pasien (jika pengadu bukan pasien);

3) nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi yang diadukan;

4) waktu tindakan dilakukan;

5) alasan pengaduan;

6) pemnyataan kebenaran pengaduan dan pernyataan lain sesuai format

pengaduan.
b. Surat kuasa khusus, jika pengadu adalah kuasa dari pasien.
c. Alat bukti, bila ada.
Mencatat pengaduan yang telah lengkap pada buku register pengaduan dan
memberikan tanda terima pengaduan yang berisi nomor register pengaduan
kepada pengadu/pelapor.
Menyerahkan berkas pengaduan yang sudah lengkap kepada Sekretaris
MKDKE.
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Setelah menerima berkas pengaduan dari petugas penerima pengaduan,

kemudian sekretaris MKDXI menugaskan petugas khusus MKDKI untuk

melakukan verifikasi pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

Verifikasi dapat dilakukan baik melalui telepon, surat menyurat (ditanda

tangani pimpinan MKDKI} maupun kunjungan lapangan kepada pihak-pihak:

a. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Keschatan terkait, untuk memperoleh
kebenaran tentang tempat dan wakiu kejadian, pengadu, dokter atau dokter
gigi yang diadukan (hubungannya dengan pasien dan kasus yang
diadukan), serta kebenaran tentang kejadian yang diadukan;

b. Teradu (bila memungkinkan);

c. Kepala Dinas Kesehatan tempat kejadian (tentang ada tidaknya pengaduan
serupa kepada Dinas Kesehatan dan hal lain yang diperlukan);

d. Divisi Registrasi KKI c.q. Bagian Registrasi Sekretariat KKI (untuk
permintaan STR dan data diri dokter/dokter gigi yang diadukan).

Petugas verifikasi diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu 7

hari.

3. Hasil venifikasi diserahkan kepada Sekretaris MKDKI.

Sekretaris MKDKI melaporkan pengaduan dan hasil verifikasi kepada Ketua
MKDKI berikut permohonan pembentukan Majelis Pemeriksa Awal (MPA).
Gambar 5.9. Bagan Penerimaan Pengaduan di MKDKI
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Pasal 4 ayat (3) Peraturan KKI No. 16/KK¥/Per/VIII/2006 menyebutkan
bahwa Ketva MKDKI dapat meminta pengadu untuk menghadap langsung jika
dianggap perlu. Selanjutnya dalam Bab Pengaduan Pasal 5 Peraturan KKI tersebut
menyebutkan pengaduan yang tidak dapat diproses di MKDKI yaitu :

1. Saat terjadinya tindakan dokter atau dokter gigi setelah diundangkannya UU
Praktik Kedokteran yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004.

2. Dugaan pelanggaran disiplin tersebut telah diadukan atau sedang diperiksa
pada Dinas Kesehatan Provinsi atau Menteri (banding). Pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin kedokteran kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Menteri
untuk banding merupakan salah satu ketentvan peralihan UU  Praktik
Kedokteran (Pasal 83) yang mengatur pengaduan dugaan pelanggaran disiplin
sebelum terbentuknya MKDKI. Pengaduan tersebut tidak dapat diadukan
kembali ke MKDKI.

Setelah menerima dan mempelajari pengaduan yang diserahkan oleh
Sekretaris MKDKI, seclanjutnya Ketua MKDKI menerbitkan surat penetapan
Ketua MKDKI yang menunjuk tiga orang anggota MKDXKI sebagat ketua dan
anggota MPA serta satu orang petugas khusus MKDKI sebagai sekretaris
persidangan untuk pengaduan tersebut. Hasil wawancara dengan Ketua MKDKI,
dalam menetapkan susunan MPA Ketua MKDKI mempertimbangkan disiplin
ilmu yang diadukan serta pembagian tugas bagi seluruh anggota MKDKI.

Selanjutnya berkas pengaduan (pengaduan, pemyataan pengadu, bukti-
bukti yang disampaikan pengadu, dan hasil verifikasi) serta penetapan MPA
diserahkan kepada sekretaris persidangan yang ditunjuk vang bertugas untuk
mengkoordinasikan persidangan pemeriksaan awal dengan anggota MPA yang
ditetapkan.

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam proses penerimaan pengaduan
adalah:

1. Prosedur kerja MKDKI belum mengatur tentang penerimaan pengaduan yang
disampaikan melalui surat. Melalui pengamatan diketahui bahwa petugas tetap
harus melakukan kegiatan pemberian informasi tentang MKXDKI serta

permintaan kelengkapan pengaduan yang dapat dilakukan melalui telepon
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maupun surat menyurat ke nomor telepon atau alamat yang tertera pada

pengaduan.

2. Prosedur Kerja MKDKI juga belum mengatur tentang batasan waktu untuk

melengkapi pengadunan dan bagaimana perlakuan terhadap suatu pengaduan
yang tidak juga dipenuhi kelengkapannya baik yang disampaikan secara
langsung maupun melalui surat. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah
pengaduan yang ditangani MKDKI karena menurut Prosedur Kerja MKDXKI
hanya berkas pengaduan yang sudah dianggap lengkap yang dapat diberikan
nomor register pengaduan dan disampaikan kepada Sekretaris MKDKI.

3. Pengecualian tentang kelengkapan pengaduan adalah

(a) Pada laporan/informasi terfulis tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin
profesi kedokteran yang diajukan oleh pimpinan sarana pelayanan
keschatan atau pejabat negara yang dibuat dalam surat resmi dengan kepala
surat instansi yang berangkutan. Pada laporan/informasi ini tidak
diperlukan tanda bukti diri maupun pernyataan tentang kebenaran
pengaduan dan lain-Jain sebagaimana tercantum dalam format pengaduan.
Hal ini sesuai dengan Peraturan KXI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 Pasal 3
ayat {4) dan Prosedur Kerja MKDKI.

(b) Pernyataan tentang kebenaran pengaduan, walaupun tidak memenuhi
kelengkapan dokumen pengaduan berupa pengaduan dapat diproses jika
pada pemeriksaan awal ditemukan kebenaran atas pengaduan tersebut
sesuai  dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KKI Nomor
16/KK1/Per/VILI/2006.

b. Proses Pemeriksaan Awal

Proses pemeriksaan awal dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Awal (MPA)
yang mulai bekerja setelah diterbitnya penetapan MPA dan sekretaris persidangan
oleh Ketua MKDKI. Yang termasuk dalam proses ini adalah sidang pemeriksaan
awal, investigasi, penyampaian kepulusan MPA kepada Ketua MKDKI sampai
dilaksanakannya keputusan MPA. Pemeriksaan awal ditujukan untuk menentukan
kewenangan MKDKI terhadap pengaduan yang diajukan. Tugas MPA antara lain
menetapkan ranah etika atau disiplin, memenksa keabsahan aduan, memeriksa

keabsahan alat bukti, serta melengkapi seluruh alat bukti.
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Terkait dengan proses pemeriksaan awal oleh MPA, berikut petikan

wawancara dengan narasumber.

...MPA itu hampir tidak punya kewenangan hanya menetapkan ini betul apa
tidak, hanya nilai ada hubungan dokter pasien tidak, lalu limpahkan ke MPD,
tidak berwenang memutuskan. .. Jadi sebetulnya di MPA itu seharusnya ada
yang bisa ambil keputusan tidak perlu harus MPD. ...tapi hukuman yang bisa
diberikan MPA tidak setinggi, paling-paling peringatan tertulis "(S4)

”Sementara ini kita masih menggunakan MPA dan MPD, kalau perlu di MPA
semua sudah selesai, tidak perlu ada di MPD, tinggal kita atur. Saya kira
kalau mengganti 2 struktur sekaligus susah ya. .. Karena untuk mengganti
struktur seperti dinegara lain bahwa di MPA itu sudah selesai kok kayaknya
lebih sulit dan akan menimbulkan banyak gejolak.”(53)

Gambar 5.10. Bagan Proses Pemeriksaan Awal oleh MPA
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Berikut ini diuraikan tahapan dalam proses pemeriksaan awal sebagai

berikut:

1.

Sidang MPA pertama, MPA memeriksa dokumen kasus yang terdiri dari a)
pengaduan; b) pemyataan pengadu; c) bukti lain yang disampaikan pengadu;
dan d) hasil verifikasi pengaduan. MPA akan menentukan perlu tidaknya
dilakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi yang meliputi
keterangan, data dan dokumen terkait yang diperlukan. Jika terdapat dugaan
pelanggaran disiplin dan diperlukan investigasi dalam rangka pengumpulan

informasi, MPA berwenang untuk menunjuk seorang penyelia medis (medical

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 . . .
Universitas Indonesia



97

supervisor) dari salah seorang anggota MPA serta meminta sekretaris MKDEKI
untuk menugaskan petugas untuk melakukan investigasi. Penyelia medis yang
difunjuk bertugas untuk a) menentukan langkah pelaksanaan investigasi; b)
membantu/membimbing/melakukan asistensi petugas investigasi dalam
mengintepretasikan dokumen medis; serta ¢) membantu petugas investigasi
dalam menyusun laporan investigasi. Pada sidang pertama, MPA akan
menentukan informasi dan bukti yang diperlukan dan harus dilengkapi dalam
investigasi yang mencakup tanggapan dan kelengkapan legalitas dokter/dokter
gigi teradu, keterangan saksi-saksi baik secara lisan maupun tertulis, serta
dokumen dari fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan terkait kejadian
dalam pengaduan seperti rekam medis, standar prosedur operasional, standar

pelayanan medik, fotokopi resep, dan lain-lain.

. Pelaksanaan investigast dilakukan segera setelah adanya penugasan dan

sekretaris MKDKI dan ditetapkannya surat tugas investigasi oleh Ketua
MKDKI. Investigasi dilakukan melalui kunjungan lapangan ketempat
dokter/dokter gigi yang diadukan, fasilitas pelayanan kesehatan terkait,
ataupun saksi-saksi lain. Jika terdapat alasan keterbatasan sumber daya,
pelaksanaan investigasi dapat dilakukan melalui telepon ataupun surat yang
ditandatangani oleh pimpinan MKDKI. Dalam melaksanakan tugasnya
petugas investigasi dengan dibimbing oleh penyelia medis, berupaya menggali
informasi yang diperiukan oleh MPA dengan melakukan wawancara, membuat
rekaman audio, foto maupun video. Jika terdapat penoclakan dari teradu
maupun fasilitas pelayanan kesehatan, MKDK dapat meminta KKI atau Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya paksa. Batas waktu
investigasi adalah satu bulan sejak surat tugas diberikan dan dapat dilakukan
investigasi lanjutan jika informasi dirasa belum cukup dengan surat tugas yang
baru dari pimpinan MKDKI. Setelah investigasi selesai, petugas investigasi
menyerahkan laporan investigasi dan seluruh dokumen hasil investigasi
kepada MPA melalui sekretaris MKDKI.

Sidang berikutnya, MPA meminta laporan investigasi dari petugas investigasi

dan melakukan sidang pengambilan keputusan. Keputusan MPA dapat berupa:
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a) Penolakan pengaduan, jika (1) kejadian dalam pengaduan terjadi sebelum
UU Praktik Kedokteran ditetapkan yaitu 6 Oktober 2004 (Pasal 5 ayat 1);
(2) tidak terdapat dugaan kuat pelanggaran disiplin profesi maupun
dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran; (3) dokter/dokter gigi yang
diadukan tidak terregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 11 ayat
1); atau (4) pengaduan tidak memenuhi persyaratan pengaduvan.

b) Merekomendasikan untuk meneruskan pengaduan ke organisasi profesi
jika ditemukan adanya pelanggaran etika (Pasal 6 ayat 8).

c) Jika pada pemeriksaan awal ditemukan adanya dugaan pelanggaran
disiplin, penanganan pengaduan dilanjutkan pada pemeriksaan disiplin.

Pada pelaksanaannya, beberapa kasus dapat diselesaikan pada sidang

pertama MPA dan tidak memerlukan investigasi, yaitu :

1.

2.

Pada kasus yang diduga kuat tidak ada pelanggaran disiplin tetapi MPA

menemukan dugaan kuat pelanggaran etika.

Pada kasus yang telah diketahui bahwa teradu belum terregistrasi di KK1.
Keputusan MPA disampaikan kepada Ketua MKDKI dalam kurun waktu

14 hari untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan bunyi keputusan MPA.

1.

Keputusan penolakan pengaduan, Ketua MKDKI menindaklanjuti dengan
mengirimkan surat penolakan pengaduan kepada pengadu.
Keputusan bahwa pengaduan masuk ranah etika, maka Ketua MKDKI akan
menindaklanjuti dengan mencruskan pengaduan kepada organisasi profesi
terkait (IDI atau PDGI).
Keputusan bahwa pengaduan masuk ranah disiplin profesi, maka Ketua
MKDKI menindaklanjuti dengan membuat surat penetapan majelis pemeriksa
disiplin (MPD) dan panitera dalam kurun waktu 14 hari setelah keputusan
MPA diterima dan lengkap. Ketua MKDKI dapat menangguhkan
pembentukan MPD atas alasan tertentu yang sah dan dibenarkan (Pasal 7 ayat
(3) Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006).

Ketua MKDKI menetapkan susunan anggota MPD dan satu orang panitera

persidangan yang bertugas membantu MPD. MPD terdiri dari tiga atau lima orang

anggota MKDXKI dimana salah satunya merupakan ahli hukum yang bukan tenaga

medis (Pasal § ayat 4). Mayoritas anggota MPD harus sesuai dengan bidang ilmu
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yang diadukan kedokteran atau kedokteran gigi. Penetapan tersebut dilakukan
selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan MPA diterima dan lengkap dicatat.
Ketua MKDKI berwenang untuk menangguhkan pembentukan MPD dengan

alasan yang sah dan dibenarkan.

¢. Proses Pemeriksaan Disiplin
Proses pemeriksaan disiplin dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD).
Dalam melaksanakan tugasnya, MPD harus memperhatikan beberapa prinsip
dalam pemeriksaan disiplin, yaitu :
a) Independensi MKDKI.
b) MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi, atau negosiasi antara
dokter/dokter gigi teradu dan pasien/kuasanya.
¢) MKDKTI tidak menangani tuntutan ganti kerugian.
Beberapa hal yang menjadi perhatian narasumber pada proses pemeriksaan
disiplin oleh MPD adalah sebagai berikut:
.. Selalu muaranya itu di MPD, saya lihat waktu persidangan itu kurang

panfjang untuk pembahasan khususnya kalau pembahasan untuk pembuatan
draft keputusan saya rasa tidak cukup 2-3 jam dalam 1 hari itu. ’(S6)

"...supaya lebih singkat MPA seluruhnya harus masuk dalam MPD, kemudian
ada batasan waktu kasus itu harus selesai, bukan batasan kali sidang ya.
...Sidang itu bukan sidang untuk membuat resume iapi resume adalah urusan
di luar sidang. Sidang itu hanya untuk menggali informasi baik dari pengadu,
teradu, saksi, mungkin keterangan ahli, jadi reswne itu urusan di luar
sidang. "(S5)

Berdasarkan Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 dan Prosedur Kerja
MKDKI, proses pemeriksaan disiplin oleh MPD berlangsung adalah sebagai
berikut:

1. Sidang pemeriksaan ditetapkan 14 sejak diterbitkannya penetapan MPD oleh
ketua MKDKI atau 28 hari jika tempat tinggal teradu jauh (Pasal 9 Peraturan
KKI No. 16/KKI/Per/VI11/2006). Sebelum sidang pemeriksaan tersebut, MPD
bersama panitera melakukan rapat untuk menentukan strategi pemeriksaan.
Pasal 16 Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 memberikan kewenangan
kepada ketua MPD untuk memberikan petunjuk mengenai langkah-langkah
proses pemeriksaan serta menetapkan alat bukti yang dapat digunakan dalam

sidang MPD. Panitera akan melakukan pemanggilan kepada para pihak
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melalui surat yang ditandatangani pimpinan MKDKI sesuai dengan hasil rapat
tersebut.

2. Sidang pemeriksaan dilakukan terhadap dokter/dokter gigi yang diadukan,
saksi-saksi termasuk pasien, barang bukti, serta meminta keterangan ahli yang
telah ditetapkan oleh MPD. Sidang MPD bersifat tertutup, dipimpin oleh
Ketua MPD didampingi oleh sekurang-kurangnya satu orang anggota MPD
jika MPD berjumlah tiga orang atau dua orang anggota MPD jika MPD
berjumlah lima orang serta panitera. Jika panitera berhalangan dapat

ditetapkan panitera pengganti.

Gambar 5.11. Bagan Proses Pemeriksaan Disiplin oleh MPD
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. Pasal 14 Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VII/2006 menyebutkan bahwa
sidang MPD dihadiri oleh dokter/dokter gigi yang diadukan yang memiliki hak
untuk didampingi yang disertakan dengan surat penunjukan pendamping. Pada
sidang pertama, jika teradu tidak hadir dengan alasan yang sah maka ketua
MPD dapat menunda persidangan. Tetapi jika teradu tidak hadir tanpa alasan
yang sah atau tidak hadir setelah pemanggilan dua kali berturut-turut maka
MKDKI dapat meminta kepala Dinas Kesehatan setempat atau Ketua
Organisasi Profesi untuk menghadirkan teradu.

. Menurut Prosedur Kerja Sidang MPD bagian Sidang Pemeriksaan Teradu,
teradu akan dimintakan tanggapan terhadap pengaduan pada sidang pertama
dan dilanjutkan dengan tanya jawab yang dimulai oleh Ketua MPD.

. Pada pemanggilan saksi khususnya dari profesi kedokteran, jika saksi tidak
datang dengan alasan yang sah setelah dipanggil maka MKDKI dapat meminta
kepala Dinas Kesehatan setempat atau ketua organisasi profesi terkait untuk
menghadirkan saksi. MKDXI juga dapat mengenakan sanksi disiplin kepada
profesi kedokteran yang menolak memberikan kesaksian pada sidang
pemeriksaan MPD (butir 18 Keputusan KKI No. 17/KKI/Kep/VIIl/2006).
Sebeluin memberikan keterangan, saksi diambil sumpah oleh Ketua MPD
sesuai dengan agamanya. Pasal 21 Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VII/2006
menentukan orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi yaitu
keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kedua dari teradu; suami atau
isteri teradu (meskipun sudah cerai); orang yang belum dewasa; serta orang
dibawah pengampuan.

. Ahli didengar keterangannya di depan sidang MPD. Keterangan ahli
merupakan pendapat orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan
khusus. Ahli dapat diajukan oleh ketua MPD atau teradu dengan persetujuan
ketua MPD.

. Pasal 18 Peraturan KKI No. 16/KK1/Per/VIII/2006 mengatur bahwa pada saat
proses pemeriksaan selesai dan dianggap cukup maka dokter atau dokter gigi
yang diadukan (atau pembelanya) diberikan kesempatan untuk mengemukakan
pendapat akhir berupa kesimpulan akhir yang diberikan pada sidang MPD.

Setelah sidang pemeriksaan para pihak selesai, MPD dalam beberapa kali rapat
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menyusun resume pemeriksaan berdasarkan mnofulensi sidang pemeriksaan
teradu, saksi dan ahli yang dibuat oleh panitera. Pada tahap ini, diharapkan
adanya kehadiran seorang penyusun resume sehingga penyusunan resume
tidak perlu dilaksanakan dalam sebuah persidangan/rapat majelis.
. Setelah penyusunan resume selesai, sesuai dengan Prosedur Kerja MKDK],
resume tersebut disampaikan kepada teradu sebagai bahan untuk membuat
tanggapan akhir. Tanggapan akhir teradu diberikan melalui surat dalam jangka
waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah resume pemeriksaan diterima dan
akan dibahas oleh MPD pada sidang musyarawah pengambilan keputusan.
. Setelah batas waktu tujuh hari bagi teradu untuk menyampaikan tanggapan
akhir telah habis, akan ditentukan waktu untuk sidang pengambilan keputusan
oleh MPD. Sidang pengambilan keputusan MPD harus dihadiri oleh seluruh
anggota MPD dan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan
MKDKI dapat berupa:
a) Tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran; atau
b) Terbukii bersalah melakukan pelanggaran disiplin kedokteran dan
pemberian sanksi disiplin. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UU Praktik
Kedokteran, Pasal 28 Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIIl/2006 tentang
Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi oleh MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi, serta No.
47/KKVKep/X11/2007  tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan
Rekomendasi MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi dalam Penegakan
Sanksi Disiplin, jenis sanksi disiplin yang dapat ditetapkan kepada dokter
yang diputuskan terbukti melakukan pelanggaran disiplin adalah sebagai
berikut:
(1) Pemberian peringatan tertulis;
{2) Rekomendasi pencabutan STR atau SIP, (a} sementara paling lama 1
(satu) tahun atau (b) tetap/selamanya; dan/atau
(3) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi yang dapat berupa (a) pendidikan
formal; (b) pelatihan dalam pengetahuan dan/atau keterampilan,

magang di institusi pendidikan atan sarana pelayanan kesehatan
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jejaringnya atau sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pemberian
sanksi disiplin ini ditujukan untuk (a) penambahan ilmu pengetahuan
terkait; (b) peningkatan pemahaman tentang praktik kedokteran yang
baik; (c) etika profesi kedokteran/kedokteran gigi; (d) penambahan
keterampilan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.
Sidang pembacaan keputusan MKDK] oleh MPD bersifat terbuka. Sekretariat
MKDKI membuat pemberitahvan yang disebarluaskan di lingkungan KKI.
Teradu mendapatkan surat panggilan yang ditandatangani oleh pimpinan KKI
untuk menghadiri sidang tersebut, Sedangkan pengadu akan dihubungi melalui
telepon memberitahukan sidang pembacaan keputusan. Selain teradu dan
pengadu, sidang pembacaan keputusan juga dihadiri oleh perwakilan dari KK
dan Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat KKI. Dalam tata tertib persidangan,
peserta sidang tidak diperkenankan membuat rekaman dalam bentuk audio,
foto, maupun video.
Pada keputusan MKDKI yang menyatakan adanya pelanggaran disiplin profesi
kedokteran, dokter yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk
mengajukan keberatan daiam waktu 30 hari sejak keputusan dibacakan atau
diterima (jika dokter yang diadukan tidak dapat hadir dalam sidang pembacaan
keputusan). Terhadap keberatan tersebut, MPD akan bersidang kembali untuk
melakukan peninjavan kembali atas bukti baru yang diajukan, serta
menetapkan keputusan terhadap keberatan tersebut.
Keputusan MPD harus disampaikan kepada Ketua MKDKI dalam jangka
waktu 14 hari.
Untuk pengaduan yang tempat kejadiannya di luar Jakarta dan sekitarnya,
MKDKI melakukan sidang pemeriksaan di kota yang terdekat dengan tempat
kejadian. Hal ini dilakukan karena ketiadaan anggaran untuk menghadirkan
para pihak yang diperlukan untuk diperiksa ke Jakarta. Sidang di luar Jakarta
itu berlaku untuk sidang pemeriksaan pihak yang terlibat dalam pengaduan
yaitu teradu, pengadu, pasien, dan para saksi. Sedangkan sidang pemeriksaan
ahli dan tahap selanjutnya dilakukan di Jakarta. Prosedur Kerja MKDKI belum

mengatur tentang pelaksanaan sidang di luar Jakarta.
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Terdapat beberapa pelaksanaan pemeriksaan disiplin yang berbeda dengan

ketentuan dalam Peraturan KKI No. 16/KKI1/Per/VIII/2006, sebagai berikut:

1.

Pasal 17 dapat diartikan bahwa teradu memiliki hak untuk hadir dalam sidang
pemeriksaan oleh MPD. Pasal tersebut menyebutkan bahwa jika teradu tidak
datang pada sidang berikutnya mana sidang MPD dapat dilanjutkan tanpa
kehadiran teradu. Pada pelaksanaannya, sidang MPD hanya dihadiri oleh pihak
yang dipanggil oleh MPD, demikian juga dengan kehadiran teradu.

Teradu memiliki hak untuk mengajukan ahli untuk didengar keterangannya
dalam persidangan dengan persetujuan ketua MPD. Sampai saat penelitian
dilakukan, belum ada pemeriksaan ahli yang diajukan oleh teradu.

Pada Prosedur Kerja MKDKI disebutkan bahwa tanggapan akhir teradu
disampaikan pada sidang MPD sebelum sidang musyarawah untuk
pengambilan keputusan. Pada pelaksanannya, tanggapan akhir teradu
diberikan melalui surat dalam jangka waktu selambat-lambatnya tujult hari
setelah resume pemeriksaan diterima dan akan dibahas oleh MPD pada sidang

musyarawah pengambilan keputusan.

5.3.2. Proses Peiaksanaan Keputusan MKDKIY

Proses lain yang terkait dengan proses internal dan sangat mempengaruhi

kinerja MKDKI di mata publik adalah proses pelaksanaan keputusan. Berikut

petikan wawancara dengan beberapa narasumber pada saat ditanyakan tentang

pelaksanaan keputusan MKDKI.

"Peran MKDKI hanya memutuskan sesuai UU setelah itu kita serahkan
kepada yang melaksanakan.... Pokoknya bagaimana keputusan ini
disampaikan, bagaimana KKI menyampaikan kemudian bagaimana cara
konsil memonitor apakah itu dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, itu yang
musti jalan, adanya ditangan konsil. '(S1)

"Salah satu yang harus diperbaiki adalah pelaksanaan keputusan, belum
terliat bagaimana mekanisme yang sebenarnya masih belum tepat waktu....
Seharusnya  setelah  dilaksanakan  keputusan, seharusnya  menjadi
yurisprudensi bagi MKDKI, jadi tidak lepas. ”(82)

"MKDKI sekarang baru sampai membuat rekomendasi keputusan yang
eksekutornya adalah KKI dan pelaksanaannya fita tidak ikut.... Monitoring
pelaksanaan keputusan kalau saya itu penting. Buat apa kita bekerfa lama-
lama kalau akhirnya tidak dilaksanakan, juga tidak mendapatkan keuntungan,
dokternya pun tidak pasiennya pun tidak. "(S3)

-
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”Yang saya belum pas, saat ini MKDKI hanya merekomendasikan, apa tugas
MKDKI pasca itu, itu yang tidak jelas, apa boleh melakukan monitoring
dikerjakan apa tidak. Siapa yang mengawal itu bahwa sanksi memang
dieksekusi.... Eksekusi oleh KKI tetapi setelah itu MKDKI monitoring betul
tidak itu dicabut. Karena kalau diserahkan ke dinas tidak jalan ya.’(S4)

"Keputusan yang menyatakan dokter itu bersalah itu harus diekspos biar ini punya
efek ganda juga pertama efek jera kepada dokter yang bersangkutan maupun dokter
yang tahu kasus ini ternyata diberikan satu sanksi, Yang kedua kepada masyarakat
juga semakin dia antusias kalau ada hal-hal yang tidak benar itu kepekaan mereka
itu muncul, "(85)

"MKDKI hanya memberikan kepada konsil dan kepada teradu, tidak ada
kewajiban selain itu. "(86)

“Jadi mungldn divisi pembinaan itu tempatnya untuk melaksanakan apa yang
ditetapkan sebagai rekomendasi dari keputusan MKDKI. divisi pembinaan
akan melihat kalau demilian refomendasikan maka akan dilakukan inf ini,
misalnya rescholing atau dicabut sementara STR. ..Saya telah mencatat
beberapa laporan tentang pelaksanan keputusan MKDKI, kedepan akan kita
perbaiki. "(87)

“Pelaksanaan keputusan itu penting untuk menjadi pelajaran bagi yang lain,
supaya yang lain tidak mengikuti dan yang lain akan betul-betul menyadari
ada UU Praktik Kedokteran ada konsil, ada MKDKI, supaya mereka berhati-
hati.” (S8)

Pelaksanaan keputusan MKDKI oleh KKI diatur dalam beberapa keputusan

KKI, yaitu:

1.

Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI dan
MKDKI di tingkat Provinsi.

2. Keputusan KKI No. 47/KKL/Kep/XI1/2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pelaksanaan Rekomendasi MKDKI dan MKDKI di tingkat Provinsi dalam
Penegakan Sanksi Disiplin.

3. Keputusan KKI No. 1731/KKI/Kep/X11/2008 tentang Tata Hubungan Kerja di
Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia.

4. Keputusan KKI No. 114/KKI/Kep/VIII2009 tentang Pelaksanaan Keputusan
MKDKI.

Dalam waktu 14 hari Ketua MKDKI harus menyampaikan keputusan MPD
kepada pihak terkait.
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Gambar 5.12. Bagan Pelaksanaan Keputusan MKDKI
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Pencabutan STR/SIP Pendidikan/Pelatihan
[ ] [ ]
Sekretariat MKDKI {Penyampaian Keputusan) ~ fFe==---ms
t []

‘ v_—lj h 4

Dokter/dokler gigi ybs KK} utk STRY| N Dinkes Kab/Kota KKl e

{ulk SIP) I

Y 3

.| Doklerfdokier gigi | | Kolegium Institusi
° ybs Pendidikan

KKI {Civisi Registrasi dalam rangka regisirasi ulang)

Keputusan tidak terbukti bersalah, disampaikan kepada dokter/dokter gigi

yang bersangkutan.

Keputusan terbukti bersalah dengan sanksi disiplin berupa:

a.

Peringatan tertulis, disampaikan kepada dokter/dokter gigi yang
bersangkutan.

Rekomendast  pencabutan STR disampaikan kepada KKI untuk
dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya
keputusan tersebut oleh KKI.

Rekomendasi pencabutan SIP disampaikan kepada Dinas Keschatan
kabupaten/kota tempat SIP diterbitkan untuk dilaksanakan dalam waktu
selambat-lambatnya 20 hari setelah diterimanya keputusan oleh dinas
kesehatan tersebut.

Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan disampaikan kepada KXI
untuk dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak
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diterimanya keputusan tersebut oleh KKI. Selanjutnya KKI meneruskan
kepada kolegium dan institusi pendidikan yang berkompetensi.

. Ketua KKI menerima informasi melalui surat keputusan dari MKDKTI tentang

pelaksanaan sanksi disiplin.

. Ketua KKI menginstruksikan kepada Ketua Konsil Kedokteran (KK)/ Ketua

Konsil Kedoktean Gigi (KKG) untuk menindaklanjuti pelaksanaan keputusan
MKDKI1 tentang pelaksanaan sanksi disiplin.

. Ketua Divisi Pembinaan KK/KKG menyiapkan pelaksanaan keputusan

MKDKI tentang sanksi disiplin.

. Kepala Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat KKI berkoordinasi dengan

Sekretaris KKI memfasilitasi/menyiapkan  bahan-bahan pelaksanaan
Keputusan MKDKI tentang sanksi disiplin.

. Ketua Divisi Pembinaan dan Kepala Bagian Pelayanan Hukum mengadakan

rapat koordinasi dengan Ketua Divisi Registrasi danfatau Ketua Divisi
Pendidikan dalam rangka penyusunan rancangan keputusan KXI tentang
pelaksanaan keputusan MKDXI tentang sanksi disiplin.

. Ketua KK/KKG selaku registrar melakukan penandatanganan surat keputusan

pelaksanaan sanksi disiplin sesuai dengan sanksi yang direkomendasikan
MKDKI.

. Kepala Bagian Adiministrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mengirimkan

surat keputusan ketua KK/KKG tentang pelaksanaan sanksi disiplin kepada
dokter/dokter gigi yang terkena sanksi disiplin dan kepada lembaga terkait.
Pelaksanaan keputusan MKDKI sangat penting dalam mendukung upaya

penegakan disiplin profesi yang dilakukan. Pelaksanaan keputusan MKDKI
melibatkan banyak pihak schingga memerlukan pengawasan vyang ketat.
Pelaksanaan keputusan MKDKI yang dilakukan secara tertib dan tegas akan
menambah kepercayaan masyarakat kepada MKDKI sebagai lembaga penegakan
disiplin profesi kedokteran serta dihormati oleh profesi dokter dan dokter gigi.

Pada saat penelitian dilakukan, belum ada kejelasan tentang hal-hal sebagai

berikut:
. Siapa yang melakukan monitoring pelaksanaan keputusan MKDKI di

lapangan.
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2. Bagaimana perlakuan terhadap pelanggaran keputusan MKDKI.

3. Bagaimana bentuk dan mekanisme publikasi keputusan MKDKI kepada
masyarakat.

4. Bagaimana perlakuan MKDKI terhadap keputusan yang telah dilaksanakan.

5.3.3. Inovasi yang Berorientasi pada Pelayanan Publik

Saat penelitian ini dilakukan, MKDKI sedang melakukan evaluasi terhadap
proses penanganan pengaduan dalam Peraturan KX3I No. 16/KKI/Per/VIIL/2006
dan melihat kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kinerja MKDKI di masa yang akan datang. Tentang pelaksanaan dan rencana
perubahan tata cara penanganan pengaduan khususnya yang tercantum dalam
Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006, beberapa narasumber menyatakan
sebagai berikut:

"Seperti yang sekarang sudah kita evaluasi, terlalu lama, oleh karena itu
kemarin kita sudah putuskan kita harus mempersingkat, bagaimana kita
mempersingkat, sekarang prosedur MPA, MPD dipotong, hanya ada MPD,
jadi tugas MPA sebagian ditangani oleh pimpinan sebagian ditangani oleh
MPD. Supaya waktunya bisa lebih singiat, karena di MPA sendiri bisa lama
kan, bisa makan waktu, "(S§1)

"Tatacara dalam perkonsil belum ideal betul tetapi proses penmyempurnaan
terus berjalan dan nanti dengan sendirinya akan terisi kekosongan-
kekosongan yang tidak ideal itu akan kita perbaiki.... Perubahan prosedur
harus didukung dengan kesiapan SDM, bagaimanapun sistem ini kita buat
baik kalau SDM didalam tidak mendukung, tidak akan ada gunanya. "(82)

"Ideal menurut pemiidran kita waktu itu, tetapi dalam perjalanannya kita
harus selalu open mind untuk setiap kali mereview. Jadi jangan takut karena
mereview itu untuk perbaikan, Satu mempercepat, dua memang memberikan
manfaat, iti yang penting. "(S3)

Permasalahan yang menjadi perhatian publik dan juga MKDKI adalah

lama penanganan pengaduan sampai adanya keputusan MKDKI.
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Grafik 5.13. Lama Penanganan Pengaduan di MKDKI
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Dari Grafik 5.15 diketahui bahwa lama penanganan pengaduan dapat
mencapai 2 tahun 2 bulan dengan lama penanganan kasus mulai dari bulan Maret
2006 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut:

1. penyelesaian di MPA paling cepat dua bulan dan paling lama duabelas bulan.
2. penyelesaian di MPD paling cepat empat bulan dan paling lama dua puluh dua
bulan.

Tentang kejelasan waktu dalam proses penanganan pengaduan, benkut
pernyataan beberapa informan tentang usulan diberlakukannya batas waktu dalam
penanganan suatu pengaduan.

"...menetapkan batas wakiu fix dalam peraturan saya kira pada saat ini tidak
tepat karena kita belum tahu fasilitas apa yang kita miliki. Kalau tenaganya
masih kaya sekarang mungkin batas waktu bisa kita tentukan tapi batas wakiu
yang panjang, misalnya 2 tahun, dikasih batas waktu minimal 2 tahun selesai.
Tapi mustinya sifatnya tidak mengikat, ada kekecualian jika ada
sesuatu. "(S1)

"Dalam protap kita ada yang sudah ditetapkan batas waktunya tetapi ada
Juga yang tidak, mekanisme pemeriksaan dalam MPD tidak dapat ditentukan
sekian bulan, karena ada pembelajaran, penggalian yang butuh waktu
tergantung kebutuhan majelis. "(82)
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"...Kita tidak pernah bekerja dengan target selama ini. Bahkan yang coba
ditargetkan agak sulit dilakukan, ”(S3)

"..jangan dikasih target waktu karena nanti ada bahayanya juga..tapi
kedepan kita tentukanlah jangan lewat dari sekian lama, bukan harga mati,
tapi kita harapkan selesai dalam waktu sekian....’(S4)

"Menurut saya harus ada batas waktu jadi ada target. ...untuk batasan waktu
belum ada berapa lama, akhirnya petugas sulit memberitahukan kepada
pengadu atau pasien tentang lamanya. " (S6)

Dari hasil wawancara tersesbut didapatkan kekhawatiran tentang
ketidakmampuan untuk memenuhi target wakfu jika dalam penanganan
pengaduan ditetapkan batas waktu penanganan yang dikarenakan keterbatasan
sumber daya manusia. Pada Tabel 5.14 dapat diketahui adanya penumpukan
penanganan pengaduan di tahun 2010. Selain 16 kasus yang masuk pada tahun
2010 (sampai dengan Mei 2010}, MKDKI juga masih harus menyelesaikan 38
kasus yang berasal dari tahun 2008 dan 2009.

Tabel 5.14. Penyelesaian Pengaduan di MKDKI

. TAHUN SELESAIDIMPA | SELESAiDiMpD | DPM PEgQFZ%':;‘A” SID | roraL
2006 7 2 : 9
2007 5 5 : 11
2008 2 10 5 19
2009 2 7 33 36

Mei 2010 0 \ 6 16
TOTAL 18 19 54 91

Faktor yang mempengaruhi lamanya penanganan pengaduan di MKDKI

dapat dilihat dari petikan wawancara sebagai berikut:

Y.damanya itu karena saling tumpuk menumpuk kasusnya.... Ada faktor lain
yaitu faktor pengendalian kasus yang kurang,... Tidak ada kasus yang tidak
ditangani karena tidak mau, tapi sudah ada jadwal tapi tidak bisa karena ada
tugas lain, sama misalnya sosialisasi. "(S1)

“Fakior yang mempengaruhi lamanya penanganan pengaduan 1) jumlah
SDM MKDKI, 2) kualitas SDM dalam analisis, 3) besar kasusnya, 4) sistem
anggaran, manajemen, perangkat dalam sistem termasuk pendukung seperti
panitera yang terbatas. Pendukung justru lebilh besar pengaruhnya.”(52)

"Soal lama itu karena kita tidak punya kemampuan untuk membuat lebih
cepat ternyata. "(83)

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 . . .
Universitas Indonesia



_.___'i.._...—._. [

111

“Jadi makin cepat sebenarnya makin baik. Kita sudah tiap hari sidang. Sudah
begitu anggota MKDKI sendiri kan tidak full time disini. "(S4)

“...lamanya itu ditentukan yang utama adalah kompleksitas dari kasus yaitu
semakin banyak rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dijalani oleh
seorang pasien itu akan membuat lamanya karena kita akan melakukan
investigasi ke seluruh sarana yang dilewati pasien. Kemudian yang kedua
letak tempat kejadian diluar jakarta atau tidak diluar pulau jawa atau
bagaimana jaraknya. Kemudian yang ketiga yang saya lihat adalah tentang
kesediaan waktu majelis, kehadiran majelis dalam pengananan kasus itu. ...3
dokter yang aktif sekarang terpaksa menjadi menangani semua kasus-kasus
yang berkaitan dengarn dokter. .. Kemudian ada juga kaitannya dengan
panitera suatu persidangan memang harus lebih aktif untuk memberitahukan
bagaimana keadaan kasus sckarang, meminta bagaimana agar jadwal majelis
agar bisa melakukan persidangan dan bagaimana untuk membuat suatu
resume kalau bisa lebih cepat membuat notulen akan lebih cepat untuk
pembahasan. "(S6)

“..Jadi 1 kasus bisa memakan waktu, karena memeriksa, menelaah, lalu
mengambil sikap lalu memutuskan sesuatu itu kan musti betul-betul adil, bijak
dan benar kan. Jadi proses itu kan melalui cek and recheck, check and recheck
kembali, itu membutuhkan waktu. " (S7}

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan beberapa faktor yang

mempengaruhi lama penanganan pengaduan sampai adanya keputusan MKDKI
adalah :

1.

2

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah, kemampuan, serta
komitmen dari masing-masing anggofa dan petugas MKDKI untuk
melaksanakan tugasnya. Beberapa anggota MKDKI, saat ini memiliki tugas
lain diluar MKDKI sehingga anggota yang aktif bersidang berjumlah delapan
orang yang terdiri dari tiga orang dokter, empat orang dokter gigi dan satu
sarjana hukum. Dengan keterbatasan jumlah anggota dan profesi kedokteran
sedangkan mayoritas kasus merupakan bidang kedokteran (96%) maka sulit
mengadakan sidang secara paralel dalam 1 hari.

Sistem manajemen kasus vang masih kurang baik schingga bisa terjadi
penumpukan kasus tanpa adanya seseorang yang bertanggung jawab untuk
mengingatkan majelis atau pimpinan untuk menindaklanjuti.

Selain penanganan kasus, seorang anggota MKDKI juga memiliki tugas lain
di MKDKI seperti sosialisasi dan advokasi MKDKI-P ke provinsi lain.
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4. Kompleksitas kasus serta jarak tempat kejadian dalam pengaduan dengan

kedudukan MXDKI saat ini juga memiliki pengaruh terhadap lama

pengananan kasus.

5.5. Evaluasi Kinerja Pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Pada penelitian ini ditemukan kaitan yang sangat erat antara kinerja

MKDKI pada perspektif proses internal dengan kinerja MKDXI pada perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan. Pada saat mempertanyakan kinerja MKDKI

menurut perspektif proses intemal, beberapa narasumber menyebutkan kendala

pada ketersediaan dan kemampuan infrastruktur dan sumber daya manusia
MKDKI.

"Faktor yang mempengaruhi lamanya penanganan pengaduan 1) jumlah
SDM MKDKI, 2 kualitas SDM dalam anaiisis, 3) besar kasusnya, 4) sistem
anggaran, managjemen, perangkat dalam sistem termasuk pendukung seperti
panitera yang terbatas. "(S2)

"...8DM harus ditambah, minimal 3 kasus bisa simultan artinya harus ada 9
dokter didalam MKDKI, apakah itu berbentuk adhoc. "(S3)

”...pengendalian kasus yang kurang, case manageriya seharusnya ada.”(S1)

"Ya, kalau lihat situasinya seperti sekarang jumlah kasusnya makin banyak,
saya kira tidak bisa diselesaikan oleh 11 orang ini.” (84)

"Sebagai lembaga baru kita bisa menilai bahwa MKDKI ini memang tidak
efisien dengan belum muncuinya MKDKI-P."(85)

Evaluasi kinerja MDKI pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang:

L.

Kapabilitas sumber daya MKDKI, yaitu ketersediaan dan kemampuan sumber
daya manusta MKDKI untuk menunjang pelaksanaan tugas MDKXI.
Peningkatan kapabilitas MKDK]I, yaitu upaya meningkatkan ketersediaan dan
kemampuan sumber daya manusia MKDXKI yang dapat meningkatkan kinerja
MKDKI.

Kapabilitas sistem informasi penanganan pengaduan, yaitu ketersediaan dan
kemampuan sistem informasi yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan
tugas MKDKI dengan menyajikan informasi terkini tentang penanganan

pengaduan.
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5.5.1. Kapabilitas Anggota dan Petugas MKDKI

a. Kapabilitas Anggota MKDKI

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, anggota MKDKI berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri
dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Tiga orang dokter dari organisasi profesi kedokteran;

b. Tiga orang dokter gigi dari organisasi profesi kedokteran gigi;

c. Satu orang dokter dan satu orang dokter gigi dari asosiasi perumahsakitan; dan

d. Tiga orang sagjana hukum yang diajukan oleh organisasi profesi
kedokteran/kedokteran gigi.

Sebelas anggota MKDKI periode 2006-2011 diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 072/Menkes/SK/IL/2006 yang terdiri dari
Merdias Almatsier, dr. SpS(K); Suyaka Suganda, dr, SpOG; Prof. Budi Sampuma,
dr, SpF, SH; Mgs Johan T Saleh, dr, MSc; Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg,
MM; Edi Sumarwanto, drg, MM, MHKes; Ahmad Husni, drg, MARS; Muryono
Subyakto, drg, SH; Dr. Sabir Alwy, SH, MH; Dr. Otto Hasibuan, SH, MM; dan
Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH.

Pada tahun 2006 sebagai tahun pertama keanggotaan, kesebelas anggota
MKDKI terfokus pada penyusunan peraturan pelaksana UU Praktik Kedokteran
yang terkait dengan pelaksanaan penegakan disiplin profesi kedokteran oleh
MKDXKI. Sebagai hasilnya pada bulan Agustus 2006 KKI menerbitkan:

1. Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
MKDKI dan MKDKI-P.

2. Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VII/2006 tentang Tata Cara Penanganan
Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh MKDKI dan
MKDKI-P.

3. Peraturan KKI No. 17/KKI/Per/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan
Disiplin Profesi Kedokteran.

Selain itu, MKDKI juga menyusun Prosedur Kerja MKDKI yang
ditetapkan oleh Ketua MKDKI pada bulan Oktober 2006 dan mengalami beberapa
kali revisi setelahnya. Setelah memiliki pedoman kerja, anggota MKDKI mulai

menangani beberapa pengaduan yang mulai diterima sejak bulan Maret 2006.
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Berikut beberapa kegiatan pokok dan kegiatan lain yang dilakukan oleh sebelas
anggota MKDKI:

1.

Pemeriksaan awal dalam Majelis Pemeriksa Awal (MPA) yang terdiri dar 3
orang anggota MKDKI dengan 1 orang sesuai dengan profesi
kedokteran/kedokteran gigi yang diadukan;
Penyelia Medis (Medical Supervisor), pada saat ditunjuk oleh MPA untuk
membantu pelaksanaan tugas investigasi oleh petugas khusus MKDKI;
Pemeriksaan disiplin dalam Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) yang terdiri
dari 3-5 orang anggota MKDKI dengan lebih banyak keanggotaan dari profesi
kedokteran/kedokteran gigi yang diadukan;
Selain tugas pokok penangznan pengaduan, anggota MKDKI juga
melaksanakan kegiatan lain seperti advokasi pembentukan MKDKTI Provinsi
dan sosialisasi ke beberapa daerah setiap tahunnya.

UU Praktik Kedokteran tidak mensyaratkan anggota MKDKI untuk

melepaskan atau memiliki jabatan lain di lnar MKDKI. Beberapa anggota

MKDKI masih aktif menjalani profesinya dan beberapa anggota lainnya memiliki

jabatan lain di luvar MKDKI. Dengan demikian anggota MKDKI yang saat ini

secara aktif mengikuti kegiatan di MKDKI terdiri dari tiga orang dokter, empat

orang dokter gigi, dan 1 orang sarjana hukum.

Bernkut ini pendapat para narasumber tentang kapabilitas anggota MKDKI

dalam penanganan kasus saat ini:

“.. kalau kapabilitas dalam bidangnya masing-masing sudah. Tapi kapabilitas
dalam suatu kasus, itu tergantung bidang ilmunya. . karena jelas sekali konsil
terdiri dari 2 konsil gigi dan konsil dokter kan, jelas artinya ada 2 bidang
ilmu. "(S1)

"Pendalaman kasus tidak bisa dilakukan kalau bukan dengan peer nya. Apa
vang mau ditanyakan jika tidak punya pengetahuan dalam bidang itu,
bagaimana penggalian dan analisisnya. Anggota MKDKI harus vang benar-
benar memiliki pengetahuan yang dalam dibidang medis. Demikian juga
majelis harus dibatasi kasusnya supaya ada skala prioritas. "(S2}

"Saya melihatnya semua orang punya kemampuan yang sama, menurut saya,
karena ini barang yang baru semua. ... SDM harus ditambah, minimal 3 kasus
bisa simultan artinya harus ada 9 dokter didalam MKDKI, apakah itu
berbentuk ad hoc. "(83)
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"Kita menganggap teman-teman semua dokter dan dokter gigi siapapun dia
bisa menjadi anggota majelis karena masalah yang dihadapi kan masalah
kedokteran, kita kan tidak melihat masalah lain sebetulnya. ”(S4)

"Kalau UU mengatakan unsur OP IDI dan PDGI sama, itu menurut saya
kurang pas. Mustinya IDI lebih banyak karena kasusnya lebih banyak.
..Seharusnya ada peluang untuk ad hoc, bisa disitu duduk beberapa orang
yang mempunyai keahlian untuk membantu majelis. ”(S5)

"Kalau ada yang bilang ada yang lebih bagus kan setelah tahu apa yang
dikerjakan, tapi kalau likat prosesnya yang dari nol sampai saat ini mereka
sudah bisa membuat MKDKI berwibawa seperti sekarang. Kalau buat saya

bagus. "(ST)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa permasalahan utama yang
dihadapi MKDKI saat ini adalah jumlah keanggotaan MKDKI khususnya yang
berasal dari profesi kedokteran sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah
pengaduan yang terkait dengan profesi kedokteran yang berjumlah 96% lebih
banyak dibandingkan dengan pengaduan terkait profesi kedokteran gigi. MKDKT
menerapkan prinsip peer group dalam pemeriksaan suatu pengaduan karena
memang terdapat perbedaan bidang ilmu.

Melalui kegiatan pengamatan diketahui bahwa pada 1 hari kerja, MKDKI
maksimum dapat menyidangkan 2 kasus pada tahap MPD dan 1 kasus pada tahap
MPA. MKDKI sulit mengadakan persidangan secara paralel dikarenakan
keanggotaan anggota dari profesi kedokteran yang hampir selalu ada pada setiap
kasus yang sedang ditangani.

Tidak ada dokumen yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban dan hak
seorang anggota MKDKI. Kewajiban anggota MKDKI adalah apa yang menjadi
tugas pokok MKDKI untuk melakukan penanganan pengaduan mulai dari
menerima sampai dengan memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi
kedokteran.

Beberapa hak dari seorang anggota MKDKI sebagai pejabat negara adalah:
1. Honorarium setiap bulannya.

2. Hak keuangan lain terkait dengan penanganan kasus yaitu uang sidang yang
dibayarkan setiap kali sidang,.
3. Ruang kerja dan fasilitasnya.

4, Kendaraan dinas saaft ini baru tersedia untuk Ketua MKDKI,
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b. Kapabilitas Petugas MKDKI

Sesuai dengan Peraturan KKI No, 15/KKVPer/VIII/2006, pelaksanaan
tugas MKDKI didukung pelaksana tugas kesekretariatan oleh Bagian Pelayanan
Hukum dan Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat
KXKI. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1442/Menkes/Per/X/2005 mengatur tugas
masing-masing bagian tersebut, yaitu :

a. Bagian Pelayanan Hukum yang memiliki tiga sub bagian (Penyusunan
Peraturan, Persidangan, dan Bantuan Hukum)

b. Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat dengan figa sub bagian (Tata

Usaha dan Kepegawaian; Keuangan; dan Hubungan Masyarakat).

Pelaksana kegiatan kesekretariatan MKDKI dilakukan oleh pegawai yang
diangkat oleh sekretariat KKI untuk melaksanakan tugas sekretariat pada MKDKI
yaitu membantu tugas dan fungsi MKDXI dalam penegakan disiplin profesi
kedokteran. Pembinaan terhadap pegawai tersebut dilakukan oleh Pimpinan
MKDKI agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Berikut petikan hasil wawancara terkait dengan kapabilitas petugas
MKDKI.

“Kapabilitasnva beragam, ada yang sudah memahami, ada yang masih
baru-baru yang memang masih tertinggal. Satu kelemahan saya lihat
petugas investigator atau petugas khusus itu bekerja sendiri dari awal,
kadang tidak belajar dari kesalahan yang lain. (SI)

“Kuantitasnya masih terbatas masih perlu ditambah... Idealnya 1 panitera
maksimal 5 kasus MPD. Panitera hanya berhubungan dengan kasus, tidak
dengan administrasi, keuangan, absensi. Ada 1 orang petugas yang bantu.”
(52)

"Yang kita harapkan dari panitera kan mencatat, saya lihat semua sudah
mampu mencatat tapi karena yang dicatal itu bukan bidangnya nah yang
punya bidang itu yang harus bantu.” (S3)

“Paniteranya munghiin yang harus lebih banyak supaya bisa lebili ceput
selesai..” (S4)

"...disamping jumlahnya juga saya kira kurang terus kompetensinya saya kira
harus banyak belajar karena persoalan yang dihadapi adalah kasus kasus
dunia kedokteran dan banyak teman-teman tidak berbasis tenaga
kesehatan.”(S5)
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Pada saat ini, MKDKI memiliki tujuh orang staf KKI yang diperbantukan

di MKDKI dengan klasifikasi dan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

a.

1 (satu) orang kepala sub bagian Persidangan dengan latar belakang
pendidikan sarjana hukum (82 magister hukum) dengan lingkup pekerjaan:
melakukan penyiapan bahan fasilitasi persidangan di bidang kehormatan dan
disiplin kedokteran Indonesia, serta kehormatan dan disiplin kedokteran
perorangan.
4 (empat) orang petugas khusus MKDKI dengan latar belakang pendidikan 2
orang sarjana hukum, ! orang dokter gigi dan 1 orang sarjana kesehatan
masyarakat (82 magister kesehatan masyarakat). Lingkup pekerjaan petugas
khusus sebagai berikut;
1) Menerima pengaduan
Lingkup pekerjaan: menerima pengadu yang datang, memberikan
penjelasan tentang prinsip dan proses penegakan disiplin oleh MKDKI,
memeriksa kelengkapan berkas pengaduan, membuat dan menyerahkan
tanda terima pengaduan, serta memberikan penjelasan kepada pengadu
ataupun dokter yang diadukan tentang tahap penanganan suatu pengaduan
apabila para pihak tersebut meminta.
2) Sekretaris persidangan
Lingkup pekerjaan: memfasilitasi persidangan Majelis Pemeriksa Awal
{(MPA), membuat berita acara persidangan.
3) Petugas investigasi
Lingkup pekegjaan: melengkapi alat bukti, melakukan wawancara
mendalam kepada para pihak yang terkait dengan pengaduan khususnya
dalam penanganan pasien, melaporkan hasil investigasi.
4) Panitera persidangan.
Lingkup pekerjaan: mengundang para pihak vang akan diperiksa datam
persidangan, memfasilitasi persidangan majelis pemerksa disiplin
(MPD), membuat notulen sidang pemeriksaan, membantu menyiapkan
draft resume dan draft keputusan, bertanggung jawab atas penyampaikan
keputusan MPD kepada KKI.
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Petugas khusus MKDKI saat ini menangani pengaduan dalam MPA maupun
MPD rata-rata 12 kasus. Salah satu dari 4 orang panifera juga berfungsi
sebagai pemegang uang muka (PUM) khusus kegiatan MKDKI dibawah
Kepala Bagian Pelayanan Hukum sebagai behandara pengeluaran yang
mermiliki 2 orang PUM,

1 {(satu) orang CPNS dengan latar belakang sarjana hukum (S2 magister
hukurm) direncanakan menjadi pertugas khusus.

1 (satn) orang tenaga honorer yang diperbantukan dari Sekretariat KXI,
dengan latar belakang pendidikan ahli madya akuntansi dengan lingkup
pekerjaan  membantu pekerjaan  administrasi dan persidangan. Fungsi
pendukung ini masih dirasakan kurang dari segi jumlah.

Ketujuh orang tersebut saat ini berada dalam Sub Bagian Persidangan

dengan satu orang sebagat Kepala Sub Bagian Persidangan. Pada hasil

pengamatan ditemukan kondisi bahwa koordinasi petugas khusus MKDKI
dilakukan oleh pimpinan MKDKI khususnya sekretaris MKDKI. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal 18 huruf c Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIII/2006 yang
menyebutkan tugas sekretaris MKDKI, yaitu:

I A e

~

membanfu melaksanakan tugas Ketua;

mengkoordinasikan penerimaan pengaduar;

mengatur pelaksanaan sidang-sidang MPA dan MPD;

mengkoordinasikan petugas sekretariat yang diperbantukan di MKDKI;
mengatur pelaksanaan rapat MKDKI;

mengkoordinasikan untuk menyiapkan dan menerima surat masuk dan surat
keluar;

mengkoordinasikan pembuatan surat ketetapan dan keputusan Ketua MKIDKI;
mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan MKDKI;

mengkoordinasikan pendokumentasian.
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Gambar 5.15. Susunan Organisasi Kesekretarian (Unit Penunjang) MKDKI
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Dengan peningkatan jumlah pengaduan yang ditangani oleh MKDKI saat

ini, beberapa narasumber menyatakan pendapatnya tentang unit pendukung

MEKDKI saat ini.

"Penunjang vang terbatas hanva kasubang.”(S1)

"Setelah berjalan, ternyata tugas sub bag persidangan bukan hal kecil,
wilayah kerjanya tidak seperti bayangan kita dulu. ”(S2)

"Sekretariatan apapun kasubbag hdkum persidangan saya pikir juga tidak
tepat karena dia tidak pernah bersidang. ”(S3)

"Sekretariat MKDKI harusnya ada sendiri lah kita jangan nebeng dengan

KKI. Yang dibutuhkan uang, orang dan masalah peralatan.” (54)
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"Menurut saya belum cukup, orangnya ditarik kekiri ditarik kekanan, tidak
fokus pada pekerjaan disini saja. (S5)

Unit pendukung MKDKI saat ini adalah Sub Bagian Persidangan pada
Bagian Pelayanan Hukum Sekretariat KKI. Hal tersebut masih dirasakan kurang
oleh beberapa narasumber karena hal-hal berikut:

1. Masih seringkali mendapatkan tugas dari KKI sebagai bagian dari Sekretariat
KXI.

2. Pimpinan dan koordinator petugas khusus MKDKI yang masih belum jelas
penanggung jawabnya.

Seorang petugas khusus MKIDKI merupakan pegawai negeri sipil (PNS)
pada Kementerian Kesehatan, Hak keuangan yang diperoleh oleh seorang petugas
khusus MKDKI sebagai berikut:

1. Gaji PNS sesuai dengan golongan tertentu.

2. Uang sidang yang diperoleh pada saat petugas khusus hadir dalam persidangan
dalam fungsinya sebagai sekretaris ataupun panitera persidangan.

3. Hak keuangan Jain yang diperoleh pada kegiatan-kegiatan yang
diselenggarakan oleh MKDKI yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

5.5.2. Peningkatan Kapabilitas MKDKI
a. Anggota MKDKI
Anggota MKDKI merupakan para ahli dibidangnya masing-masing tetapi
sebagai anggota pertama dari MKDKI yang baru berdii Maret 2006 dapat
dipastikan minimnya pengalaman dalam penegakan disiplin profesi kedokteran.
Sebagai upaya peningkatan kemampuan anggota MKDKI dalam upaya penegakan
disiplin profesi kedokteran, telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:
1) Studi banding ke Singapore Medical Council pada akhir tahun 2006.
2) Studi banding ke Thailand Medical Council pada tahun 2007.
3) Studi banding ke kantor pusat dari Office of Professional Medical Conduct
(OPMC) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2008.
4) Studi banding ke New Zealand Health Practitioners Disciplinary Tribunal
pada tahun 2009.
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Kegiatan studi banding hanya diwakili oleh satu atau beberapa orang
anggota MKDKI. Hasil studi banding kemudian dilaporkan oleh anggota yang
mengikutinya dalam rapat pleno anggota MKDKI. Sehingga seluruh anggota bisa
mendapatkan kesempatan untuk mempelajari upaya penegakan disiplin dinegara
lain yang sudah lebih dulu memiliki badan penegak disiplin profesi kedokteran.

Selain peningkatan kemampuan, saat ini MKDKI mengupayakan
penambahan jumlah majelis dalam rangka meningkatkan kinerja MKDKI dalam
penanganan pengaduan. Salah satu cara yang dimungkinkan saat ini adalah
pembentukan MKDKI di tingkat provinsi sesuai dengan bunyi Pasal 57 ayat (2)
UU Praktik Kedokteran. Pembentukan MKDKI-P dilakukan oleh KKI atas usul
dari MKDKI dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal
10 ayat (3) Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIII/20006, yaitu :

1. luas wilayah provinsi;

2. jumlah dokter dan dokter gigi di wilayah provinsi;

3. jumlah pengaduan pada provinsi tersebut; dan/atau

4. jarak provinsi dengan ibukota negara republik Indonesia.

Bentuk Organisasi MKDKI dan MKDKI-P diatur dalam Peraturan KKI
No. 15/KKV/Per/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja MKDKI dan
MKDKI-P. Pasal 15 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa anggota MKDKI-P
terdiri dari unsur:

a. 1 (satu) orang dokter dari unsur organisasi profesi IDI tingkat provinsi;

b. 1 (satu) orang dokter gigi dari unsur organisasi profest PDGI tingkat provinsi;

c. 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang dokter gigi dari unsur asosiasi ramah
sakit; dan

d. 1 (satu) orang sarjana hukum yang diusulkan oleh IDI/PDGI tingkat provinsi.

Dalam rangka pembentukan MKDKI-P, pada tahun 2007 MKDKI
melakukan upava advokasi ke beberapa provinsi yang dianggap memenuhi
kriteria tersebut, yaitu provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi
Utara, dan Papua. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terdapat dua provinsi yang
mengajukan proposal pembentukan MKDKI-P yaitu Provinsi Jawa Tengah dan

Kalimantan Selatan.
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Tahun 2008, MKDKI menyelenggarakan pelatihan bagi calon anggota
MKDXKI-P dari dua provinsi yang telah mengajukan proposal pembentukan
MKDKI-P yaitu provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Pada tanggal 22
Desember 2008 dilakukan pelantikan terhadap anggota MKDKI-P Jawa Tengah
oleh Ketua KKI berdasarkan Keputusan KKI Nomor 50/KKI/KEP/V1/2008
tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di
Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan anggota terdiri dari Darmono S8, dr,
SpGK., MPH; Endang Wahyati Yustina, SH, ME; Murti Wandrati, dr, Mkes; Siti
Chumaeroh, drg, MS; Suratman, drg, MPH.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan MKDKI-P
Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah = 3.254.412 km®.

2. Provinsi Jawz Tengah pada tahun 2008 tercatat memiliki 6.461 dokter dan
1.141 dokter gigi (sesuai data pada Bagian Registrasi Sekretariat KKI).

3. Adanya peningkatan pengaduan dan keluhan masyarakat atas pelayanan
kesehatan.

4. Jarak dari ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) dan ibukota negara
Indonesia (Jakarta) + 450 km.

Pada tahun 2009 MKDKI-P Jawa Tengah melakukan upaya sosialisasi di
daerah provinsinya dengan koordinasi Ketua MKDKI. Pengaduan yang ditangani
MKDKI-P Jawa Tengah sampai bulan Mei 2010 baru sate pengaduan.

Melanjutkan upaya pembentukan MKDKI-P, pada tahun 2009 MKDKI
kembali mengadakan kegiatan advokasi pembentukan MKDKI-P di 3 provinsi
dari 4 provinsi yang direncanakan yaitu Provinsi Anggroe Aceh Darussalah,
Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Selain itu, dilakukan juga pelatihan bagi calon
anggota MKDKI-P dari provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera
Barat, dan Sulawesi Selatan.

Pembentukan MKDKI-P termasuk pada wupaya pengembangan
kelembagaan sebagai salah satu syarat untuk meningkatkan kinerja MKDKI
karena berarti dapat meningkatkan sumber daya manusia yang tersebar di seluruh
Indonesia dan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan persidangan di luar

kota Jakarta. Upaya tersebut saat ini menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:
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a. Pada daerah yang menjadi sasaran advokasi pembentukan MKDXI-P belum
sepenuhnya paham arti penting upaya penegakan disiplin profesi kedokteran.

b. Belum jelasnya penanggung beban biaya pelaksanaan tugas MKDKI-P.
Berdasarkan UU  Praktik Kedokteran dan Peraturan KKI No.
15/KK1/Per/VIII/2006 seharusnya biaya pelaksanaan tugas-tugas MKDKI dan
MKDXI-P dibebankan kepada anggaran KKI. Tetapi pada pelaksanaannya,
terdapat kesulitan dalam pembentukan MKDKI-P sebagaimana dinyatakan
petikan wawancara berikut:

"Hambatan utama adalah ketidak jelasan anggaran. Banyak daerah yang
mau membaca di undang-undang itu bahwa dapat dibentuk seakan akan
bahwa di bentuk ini semuanya akan menjadi anggaran itu akan
dilimpahkan ke MKDKI. Kenyataannya MKDKI mendapat informasi dari
sekretariat bahwa it tidak bisa. Harus diakui badannya barn nanti
dikeluarkan anggaran. Jadi kita usahkan bagaimana supaya bisa terbentuk
kita mendekatian anggaran keluar dari daerah itu.”"(S6)

Upaya yang dilakukan oleh MKDKI saat ini adalah mendorong tercapainya
MoU antara KKI dan kepala pemerintah provinsi untuk membagi beban
pembiayaan MKDKI-P. Tentang upaya pembentukan MKDKI-P berikut petikan

wawancara dengan narasumber.

"Yang kita atur selama ini, MKDKI-P tetap berada didalam kendali MKDKI,
dia itu tangan bukan berdiri sendiri. Yang menetapkan majelis tetap di pusat.
Dengan demikian dia bisa dipindah-pindah, disana kurang orang kita tarik
dari sini, jadi tidak akan ada kekurangan, tinggal uang pendukungnya aja
untuk jalan ada apa tidak. "(S1)

"Untuk pengembangan dari segi jumiah, aturan sudah mengatakan 11 orang,
tapi mungkin daerah-daerah diaktifkan MKDKI-P, sehingga ada pembagian
kerja pada majelis-majelis di MKDKI-P. "(82)

"Ya, kalau lihat situasinya seperti sekarang jumlah kasusnya makin banyak,
saya kira tidak bisa diselesaikan oleh 11 orang ini. ...cuma sekarang jumiah,
jadi jumlah MKDKI-P musti diperbanyak sehingga orang-orang yang akan
ditunjuk jadi anggota majelis it akan lebili banyak. Dan nanti tidak periu
terbatas misal orang semarang cuma semarang, bisa aja dia jadi anggota
majelis ditempat lain. Kalau kita punya 5 orang dikali 30 provinsi kita punya
150 orang. Nah kalau 150 ini kita anggap sebagai anggota majelis semua, kan
kita memang anggap sama kan kedudukannya sama kita, dia bisa saja ada
sidang dimana dia ikut. Tidak ada batas wilayah karena dia anggota
MKDKI."(S4)
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"Kalau kita memang ingin menjaga keluhuran profesi dokter dan juga ingin
melindungi masyarakat maka, MKDKI-P itu harus tetap dibuka dengan
standar yang sudah baku dari pusat.(S5)

Pembentukan MKDKI-P diharapkan dapat membantu MKDKI dalam
meningkatkan kinerjanya khususnya dalam penanganan pengaduan dan mengatasi

kebutuhan MKDKI terhadap tenaga majelis untuk menangani pengaduan.

b. Petugas MKDXKI

Seorang petugas khusus MKDKI akan melakukan beberapa pekerjaan
penting dan terlibat dalamm proses penanganan pengaduan sebagai penerdma
pengaduan, petugas investigasi, sekretaris persidangan pada MPA, serta panitera
pada MPD. Tentang latar belakang pendidikan pada tahun-tahun awal berdirinya
MKDKI, seorang petugas khusus MKDKI disyaratkan mermiliki latar belakang
pendidikan hukum. Namun, seiring dengan kebutuhan tenaga yang sangat besar,
maka kualifikasi tersebut tidak berlaku lagi.

Pendapat narasumber tentang kompetensi yang diperlukan oleh seorang
petugas khusus MKDKI.

"Kompetensi dasar petugas menurut saya adalah harus seorang sarjana
karena dia bisa berpikir lebih lanjut, S2 atau tidak yang penting basicnya
sarjana, kedua memang bisa macam-macam, bisa seorang ahli hukum, tapi
tidak harus, ahli hukum karena tata caranya mirip, bisa bekas investigator,
bisa bekas jaksa, bekas polisi, bekas investigator apa saja, bisa seorang
perawat sarjana, bisa dokter, tapi harus fulltime. ”(81)

"Begini safa, hukum yang belajar mengenai berbagai istilah-istilah
kedokteran, hukum kesehatan ya. Tapi tidak terlain penting sih, yang paling
penting mampu menyusun, membuat draft resume segala macam itu.
Kemudian wawancara yang baik, kemudian tau apa yang harus diambil dalam
investigasi, "(S4)

"Dari segi orangnya harusnya tidak satu, bisa dari latar pendidikan yang
berbeda untuk saling melengkapi sehingga dari segi kemampuan menangkap
apayang menjadi penggalian oleh majelis yang harus ditulis dan disimpulkan,
itu membutuhkan skill tersendiri. Dari sisi medis ada istilah-istilah dari aspek
hukumnya supaya ini memenuhi runtutan. Jadi paling tidak 2 orang yang latar
belakangnya hukum dan kesehatan, duduk bersama saling memberikan
informasi, ’(S5)
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Dari pengamatan dan wawancara dengan petugas khusus MKDKI,
diperoleh informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang petugas
khusus yang bertugas sebagai sekretaris dan panitera persidangan, yaitu:

1) Kemampuan komunikasi yang baik dengan anggota MKDKI, pengadu,
maupun dokter yang diadukan.

2) Pengetahuan dan pemahaman tentang upaya penegakan disiplin oleh MKDKI

3) Pengetahuan terhadap informasi terkini tentang penanganan pengaduan.

4) Kemampuan investigatif (penggalian informasi).

5) Kemampuan pembuatan laporan yang baik.

6) Kemampuan pembuatan transkip sidang pemeriksaan.

7) Kemampuan administrasi yang baik.

Peningkatan kemampuan petugas MKDKI dirasakan perlu oleh anggota
MKDKT untuk dapat meningkatkan kinerja MKDKI secara keseluruhan. Disadari
oleh para anggota MKDXKI tentang peran penting petugas MKDKI untuk
mendukung kinerja mereka.

Untuk dapat lebih berperan dalam penanganan kasus, maka telah dilakukan
pelatihan bagi para petugas MKDKI di tahun 2009 dengan materi:

1. Pendalaman tentang penegakan disiplin profesi kedokteran.

2. Pendalaman ilmu tentang asuhan medis baik dengan pemberian materi maupun
kunjungan ke salah satu rumah sakit untuk mengetahui kondisi il penanganan
pasien dalam asuhan medis.

Selain upaya tersebut, pimpinan MKDKI secara terus menerus melakukan
pembinaan dan bimbingan langsung kepada para petugas MKDXI untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Beberapa narasumber mengharapkan adanya pengembangan unit
penunjang MKDKI yang menjadi wadah bagi pctugas MKDKI dalam pelaksanaan
tugasnyva.

"Karena ini kerjanya besar seluruh indonesia, maka tidak bisa lagi level of
competence daripada pemimpin unit stafnya ini masih di level sub bagian
mustinya level kepala bagian, dari segi kemampuan dan rentang kendali/
kewenangan kan lebili besar...Yang penting pekerjaan mereka ada yang

mengkoordinir kalau tidak kerja sendiri-sendiri....Musti ada yang mengatur
dan pimpinan hanya bicara pada ! orang ini saja.(S1)
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"Harus ada yang khusus menangani persidangan manajemen persidangan,
tentang kepaniteraan ada yang bekerja khusus kepaniteraan. .. Bentulnya
harus lebih besar dari sekarang, kalau perlu ditingkatkan eselon 3, eselon 4
nyabisa kita bagi-bagi jadi semua ada koordinatornya.”(S2)

"..harus ada kelompok dibawah kasubag tersebut ya boleh saja kasubag
menjadi bagian dari itu, tapi kelompok yang tugasnya menekuni itu. ...
Munglkin berbentuk jabatan fungsional. .. Kita terbiasa dengan ini pekerjaan
saya sendiri mari kita selesaikan sendiri, selesai gak selesai gak ada yang
marah tapi kalou ada kasubag persidangan yang kita sepakati itu menjadi
manager kasus misalnya, itu bisa."(53)

" Paling tidak ada divisi SDM nya dan divist persidangannya.” (54)

"...dari dulu saya memang setwju kalau ada suatu struktural, gak usah
sekretarial atau merupakan suatu bagian eselon 3 membawahi beberapa
eselon 4 yang ade didalamnya Fkhusus administrasi dan penerimaan
pengaduan kemudian ada khusus investigasi kemudian ada khusus untuk
persidangan.  Jadi akan lebih jelas mana tugas masing-masing dan
dibawahnya ada beberapa staf. ”’(S6)

Penanganan pengaduan di MKDKT saat ini membutuhkan unit pendukung

dengan level of competence yang lebih tinggi. Sehingga dapat membawahi

beberapa sub bagian yang diperlukan sebagai unit penunjang MKDKI.

5.5.3. Kapabilitas Sistem Informasi

Dari pengamatan yang dilakukan, diperoleh informasi tentang media yang

digunakan oleh pimpinan maupun sekretariat untuk menggambarkan

perkembangan penanganan kasus, yaitu:

1.

o

1 (satu) buah buku registrasi pengaduan. Setiap pengaduan yang masuk ke
MKDXKI dan telah dinyatakan lengkap akan dicatat pada buku registrasi
pengaduan. Buku tersebut juga bensi informasi tentang tanggal terima
pengaduan, nomor register pengaduan, nama pengadu, nama dokter yang
diadukan (dapat lebih dari satu orang), nama tempat kejadian, nama daerah
tempat kejadian, penetapan tentang MPA dan sekretaris sidang, tanggal sidang
MPA, tanggal investigasi, tanggal dan keputusan MPA, penetapan tentang
MPD dan panitera, tanggal sidang MPD, serta tanggal dan keputusan MPD.

I (satu) buah whiteboard pada ruang sekretanat MKDKI, berisi informasi
tentang pengaduan yang sedang dalam penanganan baik oleh MPA maupun

oleh MPD. Informasi yang tercakup antara iain, nomor register pengaduarn,
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tempat kejadian, nama-nama majelis dan sekretaris/panitera, jadwal berikutnya
untuk masing-masing kasus.
1 (satu) buah whiteboard pada ruang sekretaris MKDXI, berisi informasi yang
sama dengan whiteboard pada ruang sekvetariat MKDKI.

Kebutuhan akan sistem informasi terkini yang dapat digunakan sebagai alat

bantu manajemen kasus sekaligus menjadi alat pelaporan penanganan kasus,

diungkapkan beberapa narasumber sebagai berikut:

"Masih kurang, harusnva ada sistem yang bisa tahu tingkat kehadiran bisa
nantinya lihat kinerja anggota selain lihat kinerja penanganan kasus. "(S1)

"Belum pernah ada rutinitas, nah ity mungkin bisa dilakukan oleh sub bag
sebagai struktur KKI. Panitera menyelesaikan tugasnya den menjadikannya
semacam suatu sejarah kasus, kemudian itu yang ditangkap oleh kasubag atau
staf yang betul betul bekerfa untuk subbag persidangan, dia yang akan
memberikan laporan tapi mekanisme ity apa kita sudah jalan, rasanya belum
Jalan...itulah manager kasus, dia harus tahu kasus ini sampai mana, kasus ini
sampai mana. Tapi kelemahan pegawai negeri pada umumnya kan tata
laksana pegawai negeri itu kan recording dan reporting. Itu yang belum.”
(83)

"Mustinya semua anggota walaupun bukan anggota majelis dia harus tahu.
Sekarang kan cuma ditulis dalam papan. Tidak ada salahnya informasi itu
disampaikan, apalagi sekarang tinggal anda email saja ada kasus ini ini, tidak
perlu isinya kan memang isinya tidak boleh.” (S4)

”Sekarang lebih baik, tetapi tentu perlu dicarikan mekanisme yang lebih. "(S5)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, berikut deskripsi sistem informasi yang

dibutuhkan oleh MKDKI:

1.

Sistem informasi tentang penanganan pengaduan, selain dapat merekam dan
memperlihatkan kinerja penanganan kasus diharapkan dapat juga dapat
menunjukkan kinerja dari masing-masing anggota MKDKI.

Adanya penanggung jawab atas penyampaian informasi penanganan

pengaduan terkini kepada pimpinan MKDKIL

5.5. Evaluasi Kinerja Pada Perspektif Keuangan

Kegiatan MKDKI sampai saat ini dibebankan pada APBN pada

Departemen Kesehatan mengikuti anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang berada berada pada Satuan Kerja
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Sekretariat KKI.  Seluruh  kegiatan secara  administrasi  anggaran
dipertanggungjawabkan kepada Kuasa Pemegang Anggaran yaitu Sekretaris KKI.
Pada tahun 2008 terjadi perubahan signifikan, di bawah bendahara pada bagian
Pelayanan Hukum MKDKI, memiliki pemegang uang muka tersendiri yang juga
berfungsi sebagai petugas khusus MKDKI. Hal tersebut ditujukan untuk
memperlancar pelaksanaan kegiatan MKDKI.

Seiring dengan peningkatan ketersediaan anggaran dari tahun 2006 sampai
tahun 2009, tingkat penyerapan anggaran khususnya yang diperuntukkan bagi
kegiatan penanganan kasus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebagaimana

tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 5.16. Ketersediaan dan Penyerapan Anggaran MKDKI
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Kegiatan MKDKI secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 macam,

yaitu:
1. Kegiatan penanganan pengaduan oleh MKDKI, disediakan untuk membiayai
tugas investigasi, sidang di Jakarta, sidang di lvar kota Jakarta, honorarium

saksi ahli.

2

Kegiatan sosialisasi ketentuan MKDKI, dilakukan di beberapa ibukota
provinst.

3. Kegiatan capacity building, antara lain mencakup kegiatan peningkatan
kualitas SDM MKDKI, upaya pembentukan MKDKI di tingkat provinsi, serta

penyusunan rencana strategis MKDKI.
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Berikut adalah rincian anggaran yang disediakan bagi kegiatan yang terkait

Tabel 5.17 Ketersediaan Anggaran MKDKI dan Penyerapannya (dalam ribuan)

Keglatan 2006 - T LAY T T 008 e e v e
“Bnggarsn | Penyeregan | % | An Periverapan | %-.|. Anggeran | -Pemersgan-|.%  |.. Anggeran- | Petyrapan. |:--% .

-Pgngng'_arian: - - 584,350 75.806 13 1.176.800 574063 | 49 {1 1.488275 10336656 { 69,5

CKasus'

'._§6§_1afl§sasl 208,000 195,801 | 94 211.000 210.829 100

-Penegakan *

-Disiplh™ -

Capacity 594,320 421316 | 71 213444 88882 | 325 353,475 3zr.798 | 93 138375 333.058 98

Buildidg

JUMLAH 594 320 421316 | 7i 867 204 164,688 19 1.739.275 1.097.663 | 63 | 2.037.650 1577.553 kid

Tahun 2006 merupakan saat berdirinya MKDKI (1 Maret 2006). Anggaran
yang disediakan untuk MKIDKI difokuskan kepada kegiatan penyusunan pedoman
penegakan disiplin profesi kedckteran yang diperlukan MKDKI untuk
mengimplementasikan amanah UU Praktik Kedokteran. MKDKI menerima
pengaduan pertama kali tanggal 16 Maret 2006 dan memulai penanganan kasus
dimulai setelah tersusunnya pedoman penegakan disiplin profesi kedokteran pada
bulan November 2006. Sampai dengan tanggal 1 November 2006, MKDKI
menerima 9 pengaduan.

Pada APBN tahun 2007, disetujui penyediaan anggaran untuk kegiatan
MEKDKI sebesar Rp 2.105.200.000,- yang terdiri dari kegiatan penanganan kasus
sebesar Rp 1.811.000.000,- dan kegiatan pengembangan kelembagaan sebesar Rp
294.200.000,-. Pada tahun anggaran berjalan, pemerintah melakukan revisi APBN
yang menyebabkan anggaran untuk kegiatan MKDKI di tahun 2007 mengalami
penyesuaian menjadi Rp 867.804.000,- (penanganan kasus sebesar Rp
594.360.000,- dan pengembangan kelembagaan Rp 273.444.000,-). Namun
demikian, tingkat penyerapan pada kegiatan penanganan kasus tetap rendah yaitu
sebesar 12,75% (Rp 75.806.200,-) untuk menangani 2 pengaduan dari tahun 2006
yang berlanjut pada pemeriksaan oleh MPD serta 11 pengaduan lainnya yang
ditertma talwun 2007. Penyerapan pada kegiatan pengembangan kelembangaan
sebesar 32,5% (Rp 88.882.400,-) yang digunakan untuk melakukan advokasi
pembentukan MKDKI-P di 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Selatan, Bali,

Sulawesi Utara, dan Papua.
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Tahun 2008, anggaran pada Sekretariat KKI yang diperuntukan bagi
kegiatan MKDKI mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBN-
Penyesuaian tahun 2007 yaitu Rp 1.739.275.000,- dengan porsi terbesar (67,7%)
pada kegiatan penanganan pengaduan. Tingkat penyerapan pada kegiatan ini
sebesar 48,8% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 36% dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2008, MKDKI melakukan penanganan pengaduan
sebanyak 27 kasus yang terdin dari 19 kasus yang diterima tahun 2008, serta 8
kasus dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka capucity building, direncanakan 3 jenis kegiatan yaitu
penyusunan rencana strategis MKDXKI, peningkatan kemampuan SDM, serta
pengembangan kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp 353.475.000,-. Target
yang berhasil dicapai dari rencana tersebut yaitu tersusunnya Rencana Strategis
MKDKI tahun 2008-2013, terselenggaranya pelatihan bagi calon anggota
MKDKI-P Jawa Tengah dan MKDKI-P Kalimantan Selatan, serta terbentuknya
MKDKI-P Jawa Tengah yang keseluruhannya menyerap anggaran sebesar Rp
327.798.250,- (92,7%).

Di tahun 2008, MKDKI memiliki anggaran untuk menyelenggarakan
kegiatan sosialisasi tentang ketentuan MKDKI. Sebelumnya kegiatan sosialisasi
dilakukan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Pembinaan baik
Konsil Kedokteran maupun Konsil Kedokteran Gigi. Dengan anggaran sebesar Rp
209.000.000,- MKDKI menyelenggarakan sosialisasi ke 10 provinsi di Indonesia
yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Barat,
DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan
Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menyerap anggaran sebesar 195.801.800,-
(93.,7%).

Tahun 2009, anggaran untuk penanganan kasus meningkat memjadi Rp
1.488.275.000.- (73% dari keseluruhan anggaran). Penyerapan pada kegiatan imi
sebesar Rp 1.033.666.050,- (69,5% dari anggaran vang tersedia) yang digunakan
untuk menangani 50 kasus dengan rincian 36 kasus pengaduan yang masuk di
tahun 2009 serta 1 kasus dari tahun 2007 dan 13 kasus dari tahun 2008.

Sosialisasi tentang ketentuan MKDKI dilakukan di 10 provinsi dengan
anggaran Rp 211.000.000,- dan terserap Rp 210.829.000,-. Provinsi yang menjadi
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sasaran sosialisasi pada tahun 2009 adalah Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Tahun 2009, MKDKI kembali melakukan kegiatan advokasi pembentukan
MKDKI-P di 10 provinsi dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan
sasaran provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulavan Riau (Kota Batam), dan
Jawa Timur (Malang).

Kegiatan lain yang dilakukan adalah pelatihan bagi SDM MKDKI
termasuk petugas MKDKI maupun calon anggota MKDKI-P. Kedua kegiatan
tersebut dilakukan dalam rangka capacity building dengan anggaran sebesar Rp
338.375.000,- dan penyerapan sebesar Rp 333.058.300,-.

Berdasarkan kriteria ukuran kinerja pada perspektif keuangan mengadopsi
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka
realisasi anggaran kegiatan MKDKI pada tahun 2006 (71%) dan tahun 2009
(77%) berada dalam kriteria baik (70% - 85%=Berhasil}), sedangkan pada tahun
2007 (19%) dalam kriteria Gagal dan tahun 2008 (63%) dalam kriteria
Kurang/Cukup Berhasil.

Beberapa hal yang menjadi hal pokok dalam kinerja MKDXKI pada
perspektif keuangan, yaitu:

1. Kegiatan Penanganan Pengaduan

Biaya persidangan dibedakan atas biaya persidangan di Jakarta dan biaya
persidangan di luar Jakarta. Besaran biaya persidangan di Jakarta mengalami
peningkatan dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Untuk biaya persidangan di
daeral/ di Iuar kota Jakarta mengikuti standar biaya perjalanan yang berlaku
pada tahun berjalan. Saat ini negara tidak menyediakan anggaran untuk
membiayai terperiksa untuk menghadiri sidang di Jakarta. Terkait ketersediaan
anggaran untuk penanganan kasus, berikut pendapat dari narasumber dalam
penelitian ini,

"Kalau untuk kasus saya kira sudah cukup, dengan waktu yang hanya
setahun, lebih dari sekarang juga tidak akan terserap. "(S1)
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“Kalau semua SDM MKDKI aktif semua, ketersediaan anggaran tidak akan
cukup. Penyerapan sudah efektif, tidak ada penyimpangan. Untuk pencapaian
tyjuan efisiensi agak dikesampingkan. Tidak boros tetapi juga tidak terlalu
ketat. Perlu ditingkatkan kedepan ketersediaan anggarannya. "(S2)

2. Kegiatan Sosialisasi penegakan disiplin

Sasaran kegiatan sosialisasi penegakan disiplin sebagaimana tercantum dalam

Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 adalah dokter dan dokter gigi di 33

provinsi di Indonesia. Besaran biaya sosialisasi ini tergantung pada jarak

daerah yang dikunjungi.
3. Kegiatan dalam rangka capacity building

a. Anggaran untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia MKDKI
dilakukan dengan sasaran calon anggota MKDKI-P dan petugas khmsus
MKDKI.

b. Pengembangan kelembagaan berupa upaya pembentukan MKDKI-P.
Pembentukan MKDKI-P merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan
kinerja MKDKI karena berarti dapat meningkatkan sumber daya manusia
yang tersebar di seluruh Indonesia dan akan mempermudah pelaksanaan
persidangan di luar kota Jakarta. Berdasarkan UU Praktik Kedokteran dan
Peraturan KKI No. 15/KKI/Per/VIII/2006 biaya pelaksanaan tugas-tugas
MKDKI dan MKDKI-P dibebankan kepada anggaran KKI. Tetapi pada
pelaksanaannya, terdapat permasalahan anggaran yang menghambat
pembentukan MKDKI-P,

“Pembentukan MKDKI-P terhambat masalal anggaran, karena UU
mengatakan anggaran ada di KKI, tetapi kenyataanya tidak
demikian. ”(S2)

"Hambatan pembentukan MKDKI-P. Hambatan wtama adalah ketidak

jelasan anggaran. Banyak daerah yang mau membaca di undang-
undang ity bahwa dapat dibentuk seakan akan bahwa di bentuk ini
semuanva akan menjadi anggaran it akan dilimpahkan ke KKI.
Kenyataannya MKDKI mendapat informasi dari sekretariat balwa itu
tidak bisa. "(S6)

Upaya yang dilakukan oleh MKDKI saat ini adalah mendorong
tercapainya MoU antara KKI dan kepala pemerintalh provinsi untuk

membagi beban pembiayaan MKDKI-P.
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BAB 6
PEMBAHASAN

6.1. Evaluasi Kinerja pada Perspektif Publik
6.1.1.Pertumbuhan Jumlah Pengaduan

Pengaduan dugaan pelanggaran disiplin merupakan syarat dimulainya
kegiatan penanganan kasus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDXI) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokieran yang menyebutkan tugas MKDKI adalah untuk
menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang diajukan.

Jumlah pengaduan yang masuk ke MKDKI mengalami peningkatan setiap
tahunnya mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009} dengan total 75
pengaduan . Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sudah
lebih dulu memiliki mekanisme penegakan disiplin bagi profesi dokter seperti
seperti Negara Bagian New York. Berdasarkan laporan dari Office of Professional
Medical Conduct {(OPMC), jumlah pengaduan yang masuk ke OPMC terus
mengalami peningkatan setiap tahunnya dan mencapai 8.222 pengaduan pada
tahun 2007 (OPMC, 2007).

Pertumbuhan jumlah pengaduan dalam penelitian ini dimaksudkan untek
melihat tingkat pemanfaatan MKDKI oleh masyarakat saat menduga adanya
kesalahan dokter dalam melakukan praktik kedokteran. Jumlah pengaduan
tersebut dapat dikategorikan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah
penduduk di Indonesia serta dokter dan dokter gigi yang terregistrasi di Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI), yaitu 106.431 orang ditahun 2009.

Dikaitkan dengan keberadaan MKDKI yang baru terbentuk di bulan Maret
2006, maka kecilnya jumlah pengaduan ke MKDKI saat ini dapat disebabkan oleh
terbatasnya masyarakat yang mengetahui keberadaan MKDXKI serta minimnya
informasi yang dimiliki masyarakat tentang penegakan disiplin profesi kedokteran
oleh MKDKI dan manfaatnya terhadap mutu penyelenggaraan praktik kedokteran.
Hal lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah pengaduan adalah
kepercayaan masyarakat kepada MKDXI sebagai institusi penegak disiplin profesi
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kedokteran yang anggotanya sebagian besar terdiri dari profesi kedokteran itu
sendiri serta kedudukan MKDKI sebagai institusi pemerintah.

Tren peningkatan jumlah pengaduan yang dialami MKDKT saat ini dapat
menggambarkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan
MKDKI yang masih rendah. Tren tersebut belum dapat menggambarkan
kesadaran masyarakat tentang manfaat penegakan disiplin profesi kedokteran
yang dilakukan oleh MKDKI ataupun tingkat kepercayaan masyarakat kepada
MKDKI.

Untuk mencapai sal:i satu sasaran dalam Rencana Strategis MKIDKI 2008-
2013 yaitu meningkatnya pemanfaatan MKDKI sebagai lembaga penegak disiplin
kedokteran maka para pemangku kepentingan perlu terlebih dahulu
menginformasikan  tentang keberadaan dan urgensi MKDKI dalam
penyelenggaraan praktik kedokteran kepada masyarakat luas. Selain itu, MKDKI
juga perlu meningkatkan kinerja pada perspektif proses intermal dengan proses
yang efektif, efesien, bertanggung jawab (accountable) dan berkeadilan (fairness).
Hal tersebut dilakukan dengan arah pencapaian visi MKDKI sebagai lembaga
penegak disiplin profesi kedokteran yang dipercaya dan dihormati.

Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengaduan yang sangat
mempengaruhi kinerja MKDKI pada proses internal, maka MKDXI perlu untuk
selalu melakukan inovasi terhadap prosedur penanganan pengaduan yang saat ini
telah ada. Inovasi tersebut dimungkinkan sebagai salah satu tugas MKDKI yang
diamanahkan oleh Pasal 64 UU Praktik Kedokteran yaitu menyusun pedoman
tatacara penanganan pengaduan. Prosedur kerja serta inovasi yang dilakukan
dilakukan dengan memperhatikan kapabilitas MKDKI yang saat ini memiliki daya
dukung terbatas. Sehingga MKDKI juga perlu meningkatkan kapabilitas MKDKI
serta sistem informasi MKDKI yang merupakan ukuran kinerja pada perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan.

Pemanfaatan data dari pengaduan MKDKI berikut dapat dimanfaatkan baik
oleh MKDKI sendiri maupun oleh para pemangku kepentingan dalam
meningkatkan mutu penyelenggaraan paktik kedokteran di Indonesia.

1. Masyarakat adalah sumber pengaduan terbesar (91%) dan sebagian (19%)

diantaranya menggunakan jasa kuasa hukum.
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2. Rumabh sakit adalah tempat kejadian terbanyak dalam pengaduan (85%).

3. Dokter spesialis bedah adalah spesialis kedokteran terbanyak (23%) yang
diadukan oleh pengadu.

4. Provinsi DK Jakarta adalah provinsi terbanyak (47%) yang menjadi provinsi

tempat kejadian dalam pengaduan.

6.1.2.Kepuasan Publik

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat
dikategorikan sebagai orgusnisasi penyelenggara pelayanan publik yaitu satuan
kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Sebagai organisasi pelayanan publik, MKDKI dituntut untuk
menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan asas
kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan
kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkavan.

Berdasatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
MKDKI harus memiliki standar pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acvan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
rangka pelayanan yang berkuaiitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Kepuasan publik merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan oleh
MKDKI dalam menilai kinerjanya. Persepsi publik tentang MKDKI menjadi salah
satu faktor yang mempengaruhi jumlah pengaduan. Pendapat publik dalam hal im
diwakili oleh pengadu dan dokter yang diadukan sebagai pihak masyarakat yang
telah mengalami proses di MRDKL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh MKDKI dalam melaksanakan
tugas penegakan disiplin profesi dokter, yaitu:
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a. Lama penanganan pengaduan

Peningkatan jumlah pengadvan yang mencapai 89% pada tahun 2009 tidak
diiringi dengan peningkatan kecepatan penyelesaian kasus, sehingga banyak kasus
yang menumpuk di tahun 2010, walaupun MKDKI telah berupaya untuk
menyelesaikan seluruh kasus dengan melakukan persidangan hampir setiap hari
kerja dan tanpa membeda-bedakan suatu kasus.

Lama penanganan pengaduan akan mempengaruhi kinerja MKDKI pada
perspektif publik. Pada sisi dokter yang diadukan, walaupun MKDKI lamanya
penanganan kasus sampai adanya keputusan MKDKI sangat berpengaruh pada
kondisi mental dalam menjalankan praktik kedokteran khususnya saat berhadapan
dengan pasien. Pada sisi pasien maupun pengadu sangat mengharapkan kejelasan
dari pengaduan yang mereka ajukan dan keputusan MKDKI seringkali menjadi
harapan untuk menentukan langkah selanjutnya, baik dalam hal pengobatan
maupun kelanjutan kasus mereka. Hal yang sangat berkaitan demgan lamanya
penanganan pengaduan adalah kinerja MKDKI pada perspektif proses internal
yang juga dipengaruhi oleh sistemn manajemen kasus serta kapabalitas sumber
daya manusia MKDKI yang merupakan kinerja MKDKI pada perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran.

Sebagai perbandingan, FTP Panel pada GMC bekerja dengan skala waktu
sebagaimana tercantum dalam dokumen Case Management yang dilengkapi
dengan skala waktu dan target listing yang akan digunakan oleh petugas {case
manager) pada tiap-tiap langkah. Suatu pengaduan yang masuk ke GMC
diharapkan dapat selesai dalam waktu 15 bulan, dimana 9 bulan dalam periode
tersebut adalah skala waktu bagi pemeriksa kasus untuk menyerahkan kepada FTP
Panel. Perlu menjadi catatan bahwa GMC memiliki mekanisme perlindungan
masyarakat terhadap praktik kedokteran yang dianggap membahayakan pasien
salah satunva dengan penangguhan ijin praktik selama penanganan pengaduan
yang dilakukan oleh Interim Orders Panel (10P) (GMC, 2010). Dalam
melaksanakan tugasnya FTP Panel dalam GMC didukung dengan sumber daya
yang mamadai yaitu 295 personil FTP Panel serta Divisi Investigasi yang

dipimpin oleh seorang Manager Investigasi. Selain 1tu, GMC terus melakukan
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perbaikan prosedur guna memudahkan dalam penanganan kasus seperti penerapan
teleconference dalam pemeriksaan.

Dalam penegakan disiplin profesi kedokteran yang dilakukan MKDKI
tidak hanya terdapat kepentingan profesi kedokteran tetapi juga kepentingan
masyarakat. Hal tersebut dikarenakan upaya yang dilakukan MKDKI merupakan
upaya melindungi pasien dari praktik kedokteran yang buruk melalui pembinaan
kepada dokter dan dokter gigi dengan menyingkirkan atau meminimalisir praktik
kedokteran yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku profesi kedokteran (bad
apple) (Guwandi, 2007). Lebih jauh, upaya pendisiplinan profesi dokter
seharusnya dapat memberikan kontribusi pada perbatkan standar dalam
penyelenggaraan praktik kedokteran sebagai pembelajaran dari keputusan yang
ditetapkan oleh MKDXKI. Mengingat diperlukan waktu yang cukup lama untuk
penyelesaian suatu kasus, maka diperlukan adanya mekanisme dalam proses
internal yang memberikan keputusan sela untuk menjamin tidak berulangnya

korban akibat praktik dokter diduga keras sangat membahayakan pasien.

b. Informasi keberadaan MKDKI

Sosialisasi tentang keberadaan MKDKI kepada masyarakat lebih banyak
dilakukan oleh KKI khususnya oleh Divisi Pembinaan, sedangkan MKDKI masih
terfokus pada sosialisasi penegakan disiplin profesi kepada para dokter dan dokter
gigi yang berpraktik dalam upaya meningkatkan profesionalisme dokter dan
mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Sosjalisasi tentang MKDKI dan
MKDKI-P merupakan salah satu kewenangan MKDKI yang tencantum dalam
Pasal 5 Peraturan KKI No. {3'KKI/Per/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kega MKDKI dan MKDKI-P.

Sebagal lembaga yang baru berdiri di bulan Maret 2006, sosialisasi tentang
keberadaan MKDKI kepada masyarakat mutlak diperlukan tanpa meniadakan
sosialisasi kcpada profesi dokler scbagai upaya pencegahan terjadinya
pelanggaran disiplin. Upaya tersebut sekaligus untuk memperkenalkan konsep,
tujuan, prosedur penegakan disiplin profesi kedokteran oleh MKDKI yang masih
sangat minim diketahui baik oleh masyarakat maupun profesi dokter. Sehingga

seluruh pihak paham betul tentang tujuan MKDKI adalah untuk melindungi
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masyarakat dari praktik kedokteran yang buruk dengan melakukan pembinaan
kepada dokter dan dokter gigi dan bukan untuk menyelesaikan sengketa medis.

Keefektifan metode sosialisasi yang dilaksanakan oleh MKDKI saat ini
belum dapat bisa diukur karena sasarannya adalah meningkatkan pemahaman
dokter/dokter gigi tentang profesionalisme dan disiplin kedokteran. Merujuk pada
Rencana Strategis MKDKI 2008-2013, seharusnya program sosialisasi penegakan
disiplin oleh MKDKI seharusnya tidak hanya terfokus pada dokter dan dokter gigi
yang berpraktik karema tujuan dari program tersebut adalah meningkatnya
kesadaran masyarakat untiix memperoleh manfaat dari MDKKI dalam rangka
meningkatkan profesionalisme dokter/dokter gigi.

Metode sosialisasi yang digunakan tidak hanya dengan metode tatap muka,
tetapi perlu dikembangkan metode yang efektif dan efisien. Berikut enam kegiatan
dalam dokumen Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 yang perlu dilaksanakan
oleh MKDKI terkait dengan program sosialisasi, yaitu:

1. Sosialisasi tentang penegakan disiplin oleh MKDKI ke 33 provinsi dengan
sasaran dokter dan dokter gigi.

2. Mengupayakan pemuatan materi penegakan disiplin dalam kegiatan belajar
mengajar di fakultas kedokteran dan kedoicteran gigi.

3. Melakukan talk show di RRI dan radio swasta lain khususnya yang memiliki
jangkauan nasional.

4. Mengist rubrik penegakan disiplin kedokteran di salah satu surat kabar
nasional.

5. Mengembangkan dan mengisi rubrik MKDKI pada website KKI.

6. Membuat dan mendistribusikan bahan promosi penegakan disiplin dalam
bentuk leaflet, flyer, booklet, dan lain-lain.

Mengacu pada UU Praktik Kedokteran, tugas untuk melakukan pembinaan
kepada dokter dan dokter gigi yang ditujukan untuk meningkatkan
profesionalisme kedokteran merupakan tugas dari Divisi Pembinaan di KKI serta
pihak lain seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta organisasi
profesi. Tugas pokok MKDKI sebagai bagian dari KKI sebagaimana tercantum
dalam Pasal 64 UU Praktik Kedokteran adalah:

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 ynjversitas Indonesia



139

1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran
disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal
64 UU Praktik Kedokteran; dan

2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi.

Untuk itu, perlu adanya kesepahaman dengan pihak terkait tentang
pelaksanaan tugas pembinaan kepada dokter/dokter gigi serta sosialisasi tentang
keberadaan MKDKI. Sehingga MKDKI dapat melakukan tugas sebagaimana
diamanatkan UU Praktik K:dokteran sebagai fokus utama.

6.2. Evalunasi Kinerja pada Perspektif Proses Internal

6.2.1.Proses Penanganan Pengaduan

MKDKI memiliki dua tugas yang diamanahkan oleh UU Praktik
Kedokteran, yaitu :

1) Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran
disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan

2) Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi.

UU Praktik Kedokteran tidak mengatur secara spesifik tentang apa yang
disebut dengan pelanggaran disiplin profesi kedokteran serta bagaimana tatacara
penanganan kasus pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Untuk itu, tata cara
penanganan kasus yang diatur dalam Peraturan KKI No. 16/KK1/Per/VIII/2006
merupakan hasil studi banding anggota MKDKI dan masukan dari berbagai pihak.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal dalam proses penanganan
pengaduan yang kurang sesuai dengan Peraturan KKI No. 16/KKI1/Per/VIIL/2006,
yaitu:

1) Secara eksplisit, pimpinan MKDKI dapat menentukan ada tidaknya
kewenangan MKDXKI pada suatu pengaduan berdasarkan waktu kejadian
dalam pengaduan dan untuk pengaduan yang telah ditangani oleh dinas
kesehatan/menteri kesehatan. Pada pelaksanannya, seluruh kegiatan tersebut

dilakukan oleh MPA.

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 Universitas Indonesia



140

2) Pasal 4 ayat (3) Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 menyebutkan
bahwa Ketua MKDKI dapat meminta pengadu untuk menghadap langsung
jika dianggap perlu. Selanjutnya dalam Bab Pengaduan Pasal 5 Peraturan KKI
tersebut menyebutkan pengaduan yang tidak dapat diproses di MKDKI yaifu :
(a) Saat terjadinya tindakan dokter atau dokter gigi setelah diundangkannya

UU Praktik Kedokferan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004.

(b) Dugaan pelanggaran disiplin tersebut telah diadukan atau sedang diperiksa
pada Dinas Kesehatan Provinsi atau Menten (banding). Pengaduan dugaan
pelanggaran disipli:: kedokteran kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan
Menteri untuk banding merupakan salah satu ketentuan peralihan UU
Praktik Kedokteran (Pasal 83) yang mengatur pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin sebelum terbentuknya MKDKI. Pengaduan tersebut
tidak dapat diadukan kembali ke MKDKI.

3} Pada proses pemeriksaan disiplin, dokter yang diadukan dapat menghadiri
seluruh sidang pemeriksaan. Pada pelaksanaannya, dokter teradu hanya
menghadin persidangan MKDKI pada saat diminta keterangannya dan pada
saat pembacaan keputusan.

4) Dokter yang diadukan dapat mengajukan ahli untuk memberikan keterangan
dalam persidangan MPD atas persetujuan ketua MPD. Pada pelaksanaannya,
ahli ditunjuk dan ditetapkan oleh majelis tanpa ada usulan dari dokter yang
diadukan. Dianggap dokter tersebut mengetahui haknya dengan diterbitkannya
Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006 sehingga majelis tidak merasa perlu
untuk memberitahukan hal tersebut secara lisan.

5) Dokter yang diadukan memiliki hak untuk menyampaikan kesimpulan akhir
dalam persidangan. Pada pelaksanaannya, dokter memiliki kesempatan untuk
membuat tanggapan akhir secara tertulis setelah MKDKI mengirimkan resume

sidang pemeriksaan,

Hendaknya evaluasi terhadap proses penegakan disiplin oleh MKDKI
secharusnya  memperhatikan  penerapan  dari  Peraturan KKI  No.
16/KK1/Per/VIII/2006. Pada kenyataannya terdapat hal-hal yang diusulkan untuk
perbaikan kinerja proses intemal tetapi sudah terdapat dalam Peraturan tersebut.

Selain itu, perlu mengadakan studi banding ke negara-negara lain yang telah
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memiliki sistem penegakan disiplin profesi kedokteran yang telah berjalan cukup
lama seperti Inggris dan Belanda. Di negara-negara tersebut, upaya penegakan
disiplin tidak lepas dari tuntutan masyarakat kepada profesi kedokieran untuk
lebih terbuka dengan apa yang dilakukan pada penegakan disiplin profesi
kedokteran. Tidak hanya pada kedua negara tersebut, Singapura merupakan salah
satu negara yang sedang melakukan reformasi terhadap sistern penegakan disiplin
profesi kedokteran dalam rangka memenuhi tuntutan perlindungan pasien serta
keterbukaan publik (Lim, 2010). Berikut beberapa prinsip proses internal yang
perlu diperhatikan oleh M OKI -

1. Memperjelas prosedur penerimaan pengaduan, khususnya pemenuhan
kelengkapan pengaduan.

2. Menetapkan target waktu penangapan berdasarkan pengalaman empirs
MKDKI selama tahun 2006 sampai tahun 2010 serta studi banding pada
negara lain yang memiliki lembaga dengan kondisi dan situasi yang serupa
dengan MKDKI. Penetapan target waktu tersebut dilakukan dengan
membedakan kasus berdasarkan kompleksitasnya. Sebagai acuan, General
Medical Council (GMC) di Inggris dengan dukungan sumber daya yang
memadai menetapkan batas waktu 15 bulan untuk penanganan suatu kasus.

3. Lama penranganan pengaduan perlu memperhatikan upaya perlindungan
kepada masyarakat dan dokter yang diduga melalukan praktik yang dapat
membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satu contoh yang dilakukan
GMC adalah penangguhan ijin praktik dengan pembatasan kompetensi
fertentu.

4. Mengupayakan proses yang berkeadilan bagi masyarakat dan profesi dokter.
Berbeda dengan penyelenggaraan penegakan disiplin di negara lain, MKDKI
tidak memiliki mekanisme banding. Terhadap keputusan bersalah, seorang
dokter diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dalam jangka
waktu 30 han. Keberatan tersebut akan diperiksa oleh Majelis yang sama yang
sebelumnya menangani pengaduan tersebut pada tahap pemeriksaan disiplin.
di MKDKI, pengadu maupun masyarakat tidak memiliki hak mengajukan
keberatan terhadap keputusan MKDKI. Pada negara-negara Inggris, Belanda,

dan Negara bagian New York Amerika Serkat, penegakan disiplin profesi
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kedokteran memiliki mekanisme banding yang dapat diajukan baik oleh dokter
yang diadukan maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh suatz badan.

5. Perlu menyusun dan melaksanakan prosedur penanganan pengaduan yang
efektif, efiesien, bertanggung jawab serta berkeadilan sebagai salah satu tujuan
dari Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 yaitu terselenggaranya proses
penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin kedokteran secara efektif dan
efisien dengan kualitas keputusan yang tepat.

Proses penanganan pengaduan merupakan inti dar proses intemal
MKDKI yang memerluka:: dukungan sistem, sumber daya manusia, serta
ketersediaan anggaran. Kinerja MKDKI pada proses ini akan mempengaruhi
kepercayaan masyarakat pada MKDKI sebagai pengawal profesionalisme dokter
dan dokter gigi. Pelaksanaan penanganan pengaduan secara efektif dan efisien
merupakan salah satu upaya dalam pencapaian visi MKDKI sebagai lembaga
penegak disiplin kedokteran yang dipercaya dan dihiormati.

0.2.2.Proses Pelaksanaan Keputusan MKDKI

Dalam Prosedur Kerja MKIDKI disebutkan bahwa pelaksanaan keputusan
merupakan esensi terpenting dan puncak dari suatu perkara yang diharapkan dapat
memberi dampak positif bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan
perilaku profesional (knowledge, skill and attitude) dokter dan dokter gigi.
Tegasnya keputusan MKDKI harus didukung oleh tegasnya pelaksanaan
keputusan MKDKI oleh pihak-pihak yang berwenang. Tegasnya pelaksanaan
keputusan itulah yang dapat memberikan efek jera bagi pihak yang dikenakan
sanksi serta menegaskan kedudukan dan kredibilitas MKDKI dikalangan profesi
kedokteran pada umumnya.

Baik MKDKI maupun KKI telah memiliki mekanisme pelaksanaan
keputusan baik internal maupun yang melibatkan pihak diluar KXI (eksternal).
Tetapi pada pelaksanaannya, tidak ada sistem monitoring pelaksanaan keputusan
yang baik. Setclah KKI mengukuhkan pencabutan STR, sulit untuk mengetahui
apakah dokter yang bersangkutan tetap berpraktik atau tidak walaupun jika terjadi
demikian bisa diartikan dokter yang bersangkutan melanggaran ketentuan pidana
dalam UU Praktik Kedokteran karena berpraktik tanpa STR.
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Sistem monitoring pelaksanaan keputusan seharusnya terintegrasi dengan
sistem registrasi yang mencakup dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai pihak
yang mengeluarkan surat izin praktik. Pelibatan dinas kesehatan kabupaten/kota
dalam sistem monitoring pelaksanaan keputusan MKDKI sangat penting karena
pihak inilah yang paling dapat mencapai dokter/dokter gigi yang berpraktik di
daerahnya.

Perlu adanya koordinasi yang sangat baik antara petugas MKDKI dengan
unit pendukung di Sekzetariat KKI yang bertugas mengawal pelaksanaan
keputusan MKDKI. Beieda dengan beberapa negara lain, dimana unit
pendukung lembaga penegak disiplin profesi kedokteran juga memiliki tugas
pelaksanaan keputusan lembaga tersebut, pelaksanaan keputusan MKDKI
didukung oleh personil sekretariat yang berbeda dan tidak terkoordinasi walaupun
masih berada dalam sebuat Sekretariat KKI.

6.2.3. Inovasi yang Berorientasi pada Publik
Penanganan terhadap suatu pengaduan yang masuk ke MKDKI dimutlai
sejak lama penanganan pengaduan merupakan salah satu hal yang menjadi
penilaian publik terhadap kineja MKDKI. Saat ini lama penanganan pengaduan
di MKDKI mencapai 2 tahun 5 bulan. Dibandingkan dengan FTP Panel pada
GMC yang menetapkan skala waktu 15 bulan untuk penyelesaian suvatu
pengaduan, dimana 9 bulan dalam periode tersebut adalah skala waktu bagi
pemeriksa kasus untuk menyerahkan kepada FTP Panel, maka MKDKI dengan
jumlah pengaduan yang jauh 'cbih kecil dari GMC tetapi juga dengan sumber
daya yang terbatas saat ini perlu meningkatkan sistem manajemen kasus. Berikut
beberapa usulan perubahan tatacara penanganan kasus berdasarkan Peraturan KKI No.
16/KK1/Per/VIIL/2006;
1) Dialihkannya beberapa kewenangan MPA kepada pimpinan MKDKI dalam
memilah pengaduan yang dapat dilanjutkan pada proses berikutnya yaitu,
(a) Kasus yang dengan jelas diketahui tanggal kejadian dalam pengaduan
terjadi sebelum 6 Oktober 2004.
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(b) Dokter yang diadukan tidak terregistrasi di KKI berdasarkan hasil
verifikasi yang sudah harus memeriksa nomor registrasi dokter yang
diadukan.

2) Memperluas kewenangan MPA yang semula hanya memutuskan yurisdiksi
MKDKI pada suatu pengaduan menjadi MPA dapat memutuskan ada tidaknya
pelanggaran disiplin profesi dan memberikan sanksi disiplin pada tingkat yang
ringan. Hal ini dilakukan pada kasus dengan tingkat kompleksitas sangat
sederhana dan telah mendapatkan pengakvan dari dokter yang diadukan.
Dengan demikian tid... semua kasus yang diteima akan melalui proses
panjang pada Majelis Pemeriksa Disiplin.

3} Sesuai dengan tujuan penegakan disiplin profesi kedokteran yaitu melindungt
masyarakat dari praktik kedokteran yang buruk dengan upaya pembinaan
kepada dokter dan dokter gigi, maka perlu ada mekanisme penangguhan
registrasi dan ijin praktik dokter yang diadukan selama proses penanganan
disiplin yang demikian lama dengan alasan kesehatan dan keselamatan
masyarakat.

4) Menegakkan asas keadilan bagi pengadu maupun teradu, sehingga resume
sidang pemeriksaan diberikan kepada baik teradu maupun pengadu serta
memberikan kesempatan yang sama untuk pengajuan keberatan terhadap
keputusan MKDKI baik oleh teradu maupun oleh pengadu.

Perubahan tata cara dan prosedur penanganan kasus di MKDKI perlu
memperhatikan asas perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima jasa
pelayanan medis serta asas v.ombinaan kepada profesi dokter sebagai pemberi
pelayanan medis. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian publik adalah
lama penanganan pengaduan. Penetapan batas/target waktu untuk penanganan
pengaduan merupakan hal penting bagi peningkatan kinerja MKDKI. Hal tersebut
dapat ditetapkan berdasarkan pengalaman empiris dari proses penanganan
pengaduan yang telah dilaksanakan % 4 tahun sebagai bahan untuk membuat
sistem manajemen kasus yang memuat target waktu penanganan pengaduan.
Penetapan target waktu tersebut perlu memperhatikan kompleksitas kasus yang

menjadi salah satu faktor lamanya penanganan sebuah pengaduan.

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 Unijversitas Indonesia



145

MKDKI dapat mengadopst beberapa mekanisme penegakan disiplin
profesi kedokteran yang berlaku pada negara-negara lain yang telah cukup lama
memiliki lembaga penegakan disiplin profesi kedokteran seperti Inggris, Belanda,
dan Amerika (New York). Di negera-negara tersebut, terdapat mekanisme

banding terhadap keputusan lembaga penegak disiplin profesi kedokteran.

6.3. Evaluasi Kinerja pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
6.3.1.Kapabilitas Anggota dan Petugas MKDKI

Ketersediaan sumbe. daya manusia merupakan permasalahan yang sangat
penting di MKDKI. Dard sisi anggota MKDKI, UU Praktik Kedokteran telah
menentukan jumlah anggota MKDXKI sebanyak 11 orang. Berdasarkan data dari
pengaduan yang masuk ke MKDKI, diketahui jumlah aduan terhadap profesi
dokter jauh lebih lebih tinggi (96%) dibandingkan dengan jumlah aduan terhadap
profesi dokter gigi (4%). Untuk itu, kebutuhan MKDKI akan anggota majelis
yang berasal dari profesi dokfer sangat tinggi untuk menangani kasus kedokteran.

Permasalahan yang dihadapi adalah aturan UU Praktik Kedokteran yang
menetapkan bahwa anggota MKDKI terdin dari 11 orang dengan komposisi
profesi dokter dan dokter gigi yang berimbang. Permasalahan lain adalah tidak
adanya ketentuan melepaskan atau memiliki jabatan lain di luar MKDKI pada saat
diangkat atau selama menjadi anggota MKDKI. Saat ini anggota MKDKI yang
aktif bersidang berjumlah 8 orang dengan komposisi 3 orang dokter, 4 orang
dokter gigi, dan 1 sarjana hukum. Dan pengaduan yang saat ini ditangani MKDKIT
berjumlah 54 pengaduan aktif <engan perbandingan 96% lebih besar pengaduan
terhadap profesi dokter. Penambahan jumlah anggota MKDKI dari profesi
kedokteran diharapkan dapat dilakukan dengan pembentukan sejumlah
MKDKI-P. Hal tersebut dimungkinkan karena MKDKI-P memiliki kedudukan
yang sama dengan MKDXKI dan merupakan perpanjangan tangan dari MKDKI.

Terkait dengan unit pendukung MKDKI, perlu adanya sekretariat MKDKI
yang khusus membantu MKDKI. Saat ini, unit pendukung MKDKI merupakan
jabatan setingkat eselon 4a yaitu Sub Bagian Persidangan pada Bagian Pelayanan
Hukum Sekretariat KKI. Jumlah personil yang ada saat ini berjumlah 7 orang

termasuk 1 orang Kepala Sub Bagian Persidangan. Khusus penanganan

Evaluasi kinerja..., Yanthi Brihtsanthi, FKM Ul, 2010 Universitas Indonesia



146

pengaduan, MKDKI ditunjang oleh 4 orang petugas khusus yang membantu

majelis menangani 54 pengaduan aktif saat ini.

6.3.2. Peningkatan Kapabilitas MKDKI1

Untuk mengatasi <eterbatasan jumlah anggota MKDKI yang telah
ditetapkan 11 orang dalam UU Praktik Kedokteran, maka Pembentukan MKDKI-
P dapat menjadi salah satu solusi dengan catatan pengaturan oleh KKI dibuat
dengan berbasis data dan lebih fleksibel. MKIDKI-P dapat dibentuk dengan
beberapa pertimbangan s:*agaimana disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran
dan Peraturan KKI No. 15/KKEPer/VIIL/2006, yaitu:

1. Luas wilayah provinsi;

2. Jumlah dokter dan dokter gigi di wilayah provinsi;

3. Jumlah pengaduan pada provinsi tersebut; dan/atau

4. Jarak provinsi dengan ibukota Negara republik Indonesia.

Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di
tingkat Provinsi (MKDKI-P) merupakan salah satu bentuk pengembangan
lembaga yang dapat dibentuk berdasarkan UU Praktik Kedokteran. Dalam
Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 ditetapkan sasaran pembentukan MKDKI-
P sebanyak 10 provinsi sebagai salah satu sasaran dari strategi pengembangan
jaringan kerja MKDXKI pada tingkat regional. Pada saat penelitian dilakukan, telah
terbentuk I (satu) MKDKI-P di provinsi Jawa Tengah.

UU Praktik Kedokteran tidak mengatur secara spesifik tentang MKDKI-P
sehingga pengaturan lebih lanjut tentang MKDKI-P dilakukan oleh KKI yang saat
ini telah mengeluarkan Peraturan KKI No. 15/KKi/Per/VIII/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja MKDKI dan MKDKI-P. Dalam peraturan tersebut
keanggotaan MKDXKI-P terdid dad 2 orang dokter dan 2 orang dokter gigi serta 1
orang sarjana hukum. Dengan susunan organisasi terdirt dari ketua dan sekretaris
MKDKI-P. Pengaturan tentang MKDKI-P seharusnya dapat dikembangkan sesuai
dengan kcbutuhan MKDKI saat ini berdasarkan data cmpiris yaitu kebutuhan
pada tenaga majelis yang berasal dari profesi dokter.

Untuk peningkatan kemampuan dibutuhkan khususnya untuk petugas
MKDKI yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Program
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peningkatan kemampuan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan petugas
khusus MKDKI, yaitu:

1.

I

Keterampilan komunikasi yang baik;

Keterampilan investigatif;

Keterampilan pembuatan laporan dan transkrip sidang pemeriksaan;
Ketarampilan administrasi yang baik;

Pengetahuan tentang asuhan medis;

Pengetahuan dan pemahaman tentang upaya penegakan disiplin oleh MKDXI.

Selain peningkatar; .cmampuan, pengembangan unit penunjang MKDKI

merupakan salah satu prasayarat dalam meningkatkan kinerja MKDKI
sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis MKDKI 2008-2013. Untuk

mencapai tujuan terselenggaranya proses penanganan kasus dugaan pelanggaran

disiplin kedokteran secara efektif dan efisien dengan kualitas keputusan yang

tepat, Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 mensyaratkan pembentukan unit

sekretariat MKDKI yang mandiri sebagai bagian dari Sekretariat KKI. Berikut

merupakan bentuk pengembangan yang dapat dilakukan terhadap unit pendulkung
MKDXI, yaitu:

1.

Peningkatan kapabilitas dan kompetensi Sub Bagian Persidangan yang semula
setingkat eselon 4 menjadi jabatan setingkat eselon 3 dibawah Sekretaris KKI
dengan membentuk 3 sub bagian dibawahnya yaitu sub bagian tata usaha, sub
bagian penerimaan pengaduan, dan sub bagian persidangan. Permasalahan
yang dihadapi saat ini adalah pembatasan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan. Sece - teknis administratif Sekretariat KKI merupakan
unit dibawah Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1442/Menkes/Per/X/2005 walaupun
kesekretariatan MKDKI tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan
No. 1575/Menkes/Per/X1/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
kesehatan No. 439/Menkes/Per/VI/2009. Sebagai unit pendukung KKI yang
bersifat independen, seharusnya sekretariat KKI dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan KKI dan MKDKI tanpa pembatasan yang berlaku pada

organisasi kementerian yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 47 Tahun
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2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Pasal 32
Peraturan Presiden tersebut membatasi pembentukan Bagian (unit setingkat
eselon 3) pada Biro (unit setingkat eselon 2) sebanyak 4 Bagian dengan
masing-masing memiliki 3 sub bagian (unit setingkat eselon 4). Sekretariat
KKI saat ini telah memiliki 4 Bagian (eselon 32) dan masing-masing memiliki
3 sub bagian (eselon 4a). Dengan memperhatikan kebutuhan KKI sebagai
lembaga independen, maka perlu diupayakan pembentukan unit setingkat
eselon 3 pada Sekretarat KKI yang khusus menjadi unit pendukung MKDKI.

. Kompetensi petugas 3..g mendukung MKDKI periu ditingkatkan dengan
pengetahuan tentang teknis medis penanganan pasien untuk keperluan
penyusunan resume pemeriksaan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
pengarahan serta pelatihan dar anggota majelis. Pembatasan kompetensi
sarjana hukum sebagai tenaga pendukung pada pemeriksaan disiplin
sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIIL/2006
tidak sesuai dengan kebutuhan MKDKI, karena salah satu kompetensi yang
dibutuhkan untuk membantu majelis adalah pengetahuan dengan teknis medis
penanganan pasien dan hukum. Sehingga petugas MKDKI dapat berlatar
belakang hukum maupun medis baik dokter maupun perawat yang telah
memiliki pengalaman praktik.

. Pengembangan jabatan fungsional petugas MKDXI dalam wunit pendukung
MKDKI yang menjadi kelompok jabatan fungsional dibawah Sekretaris KKI.
Dengan pengembangan jabatan fungsional, diharapkan MKDKI dapat
merekrut tenaga pendukur: sesuai kebutuhan. Penambahan jumlah petugas
MKDKI serta penegasan tentang tugas dan fungsinya sebagai sekretaris atau
panitera persidangan adalah suatu keharusan untuk meningkatkan kinerja
proses internal MKDKI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, penetapan jabatan dan
angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dengan memperhatikan:

a) usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan

b) terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala

Badan Administrasi Kepegawaian Negara
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¢) mengacu pada rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden.
Saat ini terdapat 25 rumpun jabatan fungsional yang ditetapkan oleh
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil serta 101 macam jabatan fungsional
yang terdaftar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pembentukan
jabatan fungsional untuk petugas MKDKI harus diupayakan dengan
pengusulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparator Negara.

Upaya pengembangan unit pendukung MKDKI perlu dilakukan oleh

Sekretariat KKI sebagai u:... penunjang KKI dan MKDKI.

6.3.3. Kapabilitas Sistem Informasi

Sistem informasi penanganan kasus yang saat ini ada di MKDKI dirasakan
sangat kurang oleh beberapa narasumber. Sistem informasi tersebut masih bersifat
manua!l dan tidak ada penanggung jawab khusus yang bertugas meng up-date data
dalam alat yang digunakan dalam sistem informasi MKDKI saat ini. Perlu adanya
sistem informasi yang dapat membantu anggota maupun petugas MKDKI untuk
mendapatkan informasi terkini tentang penanganan pengaduan. Dengan sistem
informasi penanganan pengaduan dan mekanisme pelaporan yang sistematis,
diharapkan dapat menghindar terjadinya penumpukan kasus di MKDKI.

Informasi yang dibutuhkan secara peniodik oleh MKDKI adalah jumlah
pengaduan yang masuk, jumlah pengaduan yang sedang ditangani, jumlah daerah
tempat kejadian dalam pengaduan. Secara khusus, pimpinan MKDKI juga
membutuhkan sisitem informasi yang dapat memantau dan memperlihatkan
kinerja masing-masing anggoia MKDKI dalam penyelesaian kasus. Dengan
sistem informasi tersebut juga diharapkan dapat membantu manajemen
penanganan pengaduan sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan jadwal
persidangan yang dilakukan secara periodik.

Pada penelitian ini dikembangkan program komputer yang dapat dijadikan
database pengaduan serta penanganannya di MKDKI. Sistem informasi yang
sesuat dengan kebutuhan MKDKI dapat menjadi langkah dalam strategi
pengembangan tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan
organisasi dan manajemen MKDKI. Hal tersebut dapat membantu pencapaian

salah satt fujuan dalam Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 yaitu
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terselenggaranya proses penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin

kedokteran secara efektif dan efisien dengan kualitas keputusan yang tepat.

6.4. Evaluasi Kinerja pada Perspektif Kenangan
Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka realisasi anggaran kegiatan MKDKI pada tahun 2006

(71%) dan tahun 2009 (77%) berada dalam kriteria baik (70% - 85%=DBerhasil),

sedangkan pada tahun 2007 (19%) dalam kriteria kurang baik dan tahun 2008

(63%) dalam kriteria sedang. Namun hal tersebut tidak dapat menggambarkan

efektifitas dan efiesiensi penggunaan anggaran oleh MKDKI.

Ketersediaan anggaran MKDKI secara garis besar ditujukan pada tiga
macam kategori kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan penanganan pengaduan oleh MKDXI, disediakan untuk membiayai
tugas investigasi, persidangan di Jakarta, persidangan di luar kota Jakarta,
honorarium saksi ahli.

2. Kegiatan sosialisasi ketentuan MKDKI, dilakukan di beberapa ibukota
provinsi.

3. Kegiatan capacity building, antara lain mencakup kegiatan peningkatan
kuatitas SDM MKDKI, upaya pembentukan MKDKI di tingkat provinsi, serta
penyusunan rencana strategis MKIDKI.

Ketersediaan anggaran MKDKI lebih banyak dianggarkan untuk kegiatan
penanganan pengaduan tetapi penyerapan anggaran lebih banyak pada kegiatan
sostalisasi dan capacity building. Hal tersebut disebabkan karena penyerapan pada
kegiatan penanganan pengaduan sangat bergantung pada beberapa hal sebagai
berikut :

I. Jumlah pengaduan yang diterima

2. Daerah tempat kejadian dalam pengaduan

3. Jumlah pengaduan yang sedang ditangani pada suatu tahun anggaran.

Untuk itu, perlu ada perencanaan yang baik terhadap program dan kegiatan
tahun berikutnya khususnya terkait program penanganan pengaduan dan
pengembangan organisasi (pembentukan MKDKI-P). Tren jumlah pengaduan

dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja tahun
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berikutnya sehingga dapat memperkirakan dengan baik ketersediaan dan
penyerapan anggaran.

Selain itu, perlu ada sistem angggaran yang lebih fleksibel untuk
penanganan kasus di MKDKI. Walaupun jumlah pengaduan dapat diperkirakan
dari tren pengaduan, tetapi besar dana yang diperlukan dalam penanganan kasus
juga terkait dengan daerah tempat kejadian dalam pengaduan yang tidak dapat
diperkirakan atau terlihat dalam tren pengaduan.

Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan Kkhususnya tentang
pembentukan MKDKI-P, perlu diadakan kajian lebih lanjut tentang pembiayaan
MKDKI-P karena UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pembiayaan atas
pelaksanaan tugas MKDKI dan MKDKI-P dibcbankan kepada anggaran KKI.
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KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

a.

Kinerja MKDKI secara keseluruhan sangat bergantung pada beberapa

indikator berikut yang dikelompokkan dengan pendekatan Balanced Scorecard

ke dalam empat perspektif. Indikator tersebut ditefapkan dengan
memperhatikan UU Praktik Kedokteran beserta peraturan pelaksananya serta

Rencana Strategis MKDKI 2008-2013.

1) perspektif publik dengan indikator pertumbuhan jumlah pengaduan dan
kepuasan publik.

2) perspektif proses internal dengan indikator proses penanganan pengaduan,
proses pelaksanaan keputusan serta inovasi yang berorientasi pada publik.

3) Perspektif pembelajaran dan perfumbuban dengan indikator kapabliitas
anggota dan petugas MKDKI, peningkatan kapabilitas MKDKI, serta
kapabilitas sistem informasi.

4) Perspektif finansial dengan indikator ketersediaan dan penyerapan
anggaran.

Terdapat hubungan pada masing-masing indikator yang saling mempengaruhi

kinerja MKDKI, yaitu:

a) Pertumbuhan jumlah pengaduan mempengaruhi kinerja MKDKI pada
perspektif proses internal serta perspektif finansial. Pertumbuhan jumlah
pengaduan dipengaruhi oleh kepuasan publik terhadap kinerja MKDKI
pada proses internmal dan kinerja pada perspektif pembelajaran dan
pertumbuhan.

b} Kinerja MKDKI pada perspektif proses internal dipengaruhi oleh
pertumbuhan jumlah pengaduan, kinerja MKDKI pada perspektif
pertumbuhan dan pembelajaran serta perspektif finansial.

c) Kinerja MKDKI pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan
mempengaruhi kinerja pada proses intemal. Kinerja MKDKI pada
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dipengaruhi oleh ketersediaan

anggaran.
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d) Kinerja MKDKI pada perspekfif finansial mempengaruhi kinerja pada
proses internal dan kinerja pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Gambar 7.1. Hubungan Empat Perspektif Balanced Scorecard pada Evaluasi Kinerja MKIDKI

Perspeklif Fublik

(2) Pertumbuhan Jumlah Pengaduan

(2} Kepuasan Publik
Perspektif Pembelafsran & Pertumbehan Perspeklif Prases Interast
{7} Kzpabllitas Anggota b Petugas MKDKI > {8) Proses Penanganan Pengaduan
{5) Proses Pelaksanaan Keputusan
(B) Peningkatan Kapabilitas MKDKI
/ (B} Inavasi
{9) Kzpabilitas Sistem fnformasi
Perspekiif finansisl

{ID) Ketersediaan dan Penyerapan Anggaran

¢. Pengaduan yang diterima oleh MKDKI merupakan dasar MKDKI melakukan
penegakan disiplin profesi kedokteran sebagaimana diatur dalam UU No. 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jumlah pengaduan dugaan
pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang diterima oleh MKDKI cenderung
mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menuntut peningkatan kinerja
MKDXKI pada perspektif internal.

d. Hal yang menjadi perhatian dalam kepuasan publik adalah lama penanganan
pengaduan serta minimnya informasi tentang keberadaan MKDKI dan proses
penanganan pengaduan. Lama penanganan pengaduan di MKDKI berkaitan
dengan kepastian bagi dokter yang diadukan, sedangkan masyarakat berharap
adanya tindakan segera dari MKDKI sebagai upaya perlindungan masyarakat
dari tindakan dokter yang dianggap dapat membahayakan pasien. Informasi
tentang keberadaan MKDKI harus disampaikan kepada masyarakat untuk
meningkatkan  pemanfaatan MKDKI sebagai lembaga penegak  disiplin
kedokteran.

e. Proses penanganan pengaduan dan penyusunan tata cara penanganan
pengaduan merupakan tugas utama MKDKI sebagaimana diamanahkan Pasal

64 UU Praktik Kedokteran. Pelaksanaan penanganan pengaduan di MKDKI
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telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIIL2006.
prosedur penanganan pengaduan di MKDKI dapat dikategorikan ke dalam
proses penerimaan pengaduan, pemeriksaan awal, dan pemeriksaan disiplin.
MKDKI belum menetapkan batas waktu untuk keseluruhan penanganan
pengaduan tersebut. Lama penanganan kasus tergantung pada kompleksitas
kasus dan volume kasus yang sedang ditangani MKDXI. MKDKI telah
melakukan upaya perbaikan tata cara serta prosedur kerja penanganan
pengaduan sebagai inovasi yang menjadi tugas MKDKI sebagaimana
tercantum dalam Pasal 64 UU Praktik Kedokteran.

MKDKI memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik dari keanggotaan
majclis maupun petugas. Jumlah majelis dalam MKDKI telah menjadi
ketetapan dalam UU Praktik Kedokteran yaitu 11 (sebelas) orang yang terdiri
dari unsur dokter, dokter gigi, dan sagjana hvkum. Beberapa anggota yang
memiliki tugas lain di luar MKDKI yang berpengaruh pada kinerja MKDKI
khususnya pada pepnanganan kasus yang mengadukan profesi kedokteran.
Upaya peningkatan kapabilitas MKDXI khususnya terkait anggota, dilakukan
dengan pengembangan jaringan keja MKDKI pada tingkat regional dengan
pembentukan MKDKI di tingkat provinsi, namun upaya tersebut menghadapi
hambatan masalah anggaran untuk pembiayaan MKDKI-P. Pada saat ini baru
terbentuk satu MKDKI-P di Jawa Tengah.

Jumlah petugas MKDKI (staf KKI yang diperbantukan di MKDKI) pada saat
ini berjumlah 4 (empat) orang dengan latar belakang sarjana hukum, samaja
kesehatan masyarakat, dan dokter gigi. Peningkatan kompetenst petugas
khusus yang diperlukan oleh majelis adalah pengetahuan teknis medis. Beban
kerja petugas khusus MKDKI saat ini adalah membantu majelis dalam
penanganan pengaduan aktif sebanyak 54 kasus. Pengembangan kapabilitas
unit pendukung MKDKI dapat dilakukan dengan peningkatan unit penunjang
MEKDKI yang mandiri sebagai bagian dari Sekretariat KKI sesuai dengan
Rencana Strategis MKDKI 2008-2013.

Kapabilitas sistem informasi yang ditujukan untuk mendapatkan informasi

terkini tentang proses penanganan pengaduan di MKDKI belum memadai dan
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belum terkomputerisasi. Pembuatan laporan rmtin dilakukan dengan
penghitungan secara manual.

Anggaran kegiatan penegakan disiplin oleh MKDKI saat ini dibebankan pada
APBN Departemen Kesehatan DIPA. Sekretariat KKI. Ketersediaan anggaran
untuk kegiatan MKDKI terfokus pada 3 kegiatan utama yaitu, penanganan
pengaduan, sosialisasi, serta capacity building.

Penyerapan anggaran pada kegiatan sosialisasi dan capacity building pada tiap
tahunnya mencapai 90%, sedangkan penyerapan anggaran pada kegiatan
penanganan pengaduan mengalami peningkatan sefiap tahunnya seiring
dengan jumlah pengaduan yang diterima oleh MKDKI. Salah satu faktor yang
mempengaruhi penyerapan anggaran pada kegiatan penanganan kasus adalah
jumlah pengaduan dan tempat kejadian pengaduan. Hal lain vyang
mempengaruhi penyerapan penanganan kasus adalah besamya biaya

persidangan 1 kasus.

7.2. Saran

Pemanfaatan MKDKI sebagai lembaga penegak disiplin kedokteran
sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis MKDKI 2008-2013 dapat
diwujudkan dengan penyebarluasan informasi tentang keberadaan MKDKI
kepada masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai misi MKDKI
yaitu mengawal dan menjaga profesionalisme dokter dan dokter gigi melalui
penegakan disiplin profesi kedokteran. Selain itu, penyebarluasan informasi
tentang MKDKI kepada masyarakat dan semua pihak yang memiliki
kepentingan atas profesionalisme dokter dan dokter gigi dapat memberikan
kesadaran tentang arti penting MKDKI dalam penyelenggaraan praktik
kedokteran. Upaya tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh MKDKI, tetapi
dapat dilakukan olek berbagat pihak yang memiliki kepentingan atas
profesionalisme dokter dan dokter gigi khususnya KKI yang memiliki tugas
pembinaan dokter dan dokter gigi. Saat ini, MKDKI dengan jumlah anggota 11
orang dan unit pendukung terbatas seharusnya berfokus pada tugas penanganan

pengaduan dan perbaikan prosedur kerja.
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b. Kineja MKDKI pada perspektif proses internal merupakan inti dar kinerja

MKDKI secara keseluruhan yang mempengaruhi pencapaian visi MKDKI
sebagai penegak disiplin profesi kedokteran yang dipercaya dan dihormati.
Proses internal MKDXI harus didukung dengan kapabilitas sumber daya
manusia dan unit pendukung MKDKI yang memadai, sistem informasi
manajemen perkantoran yang baik, serta dukungan anggaran yang memadai.
Dalam proses penanganan pengaduan, MKDKI perlu memperhatikan
kebutuhan publik akan perlindungan dan pelayanan kedokteran yang tidak
profesional ataupun yang membahayakan masyarakat sebagai penerima jasa
medis. Perlu adanya mekanisme penangguhan registrasi/ijin praktik dokter atau
pembatasan kompetensi tertentu pada kasus yang diduga kuat ada
penyimpangan perilaku profesional yang membahayakan pasien.

. Majelis harus mampu menentukan target waktu untuk penanganan suatu kasus

berdasarkan pengalaman empiris penanganan pengaduan yang telah dilakukan
MKDKI selama tahun 2006-2010 dengan memperhatikan ketegori kasus
berdasarkan komplesitas kasus. Penetapan batas waktu untuk penanganan
pengaduan dapat membantu MKDKI dalam menetapkan target penyelesaian
kasus. Untuk itu diperlukan perangkat dan sumber daya manusia yang
memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Untuk mewujudkan visi MKDKI sebagai penegak disiplin profesi kedokteran
yang dipercaya dan dihormati maka perlu dibentuk sistem pelaksanaan
keputusan yang terkoordinir untuk memastikan bahwa keputusan MKDKI
dilaksanakan.

Perbaikan tata cara penanganan pengaduan merupakan salah satu tugas
MKDKI perlu dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas,
efisiensi, bertanggungjawab (accoauntable), dan keadilan (fairness). untuk
melakukan berbagai penyesuaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam
proses penegakan disiplin.

Saat ini MKDKI menghadapi keterbatasan sumber daya manusia baik anggota
maupun petugas pendukung. Untuk menambah jumlah personil majelis yang
telah ditetapkan 11 orang dalam UU Praktik Kedokteran, maka Pembentukan
MKDKI-P dapat menjadi salah satu solusi dengan catatan pengaturan oleh KKI
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dibuat dengan berbasis data dan lebih fleksibel. Usulan tersebut berkembang
dalam evaluasi kegiatan penanganan pengaduan saat ini dilakukan oleh
MKDKI dalam rangka memperbanyak anggota dari profesi kedokteran yang
sangat dibutuhkan oleh MKDKI1 dalam organisasi MKDKI-P.

. Untuk meningkatkan kapabilitas unit pendukung MKDKI dapat dilakukan

dengan peningkatan unit penunjang MKDKI yang mandiri sebagai bagian dari
Sekretariat KKI yang dapat menampung sub pekerjaan tata usaha, penerimaan
pengaduan serta persidangan. Selain itu, beban tugas yang bersifat khusus bagi
petugas MKDKI memungkinkan dibentuknya unit jabatan fungsional petugas
khusus MKDKI dibawah sekretariat KKI. Peningkatan kompetensi petugas
MKDKI khususnya dalam bidang teknis medis perlu dilakukan dengan
pembinaan dan pelatihan dari anggota MKDKI.

Perlu ada sistem pemantavan dan pengendalian kasus, agar semua kasus
tertangani dengan baik dan tidak ada kasus tertinggal. Perlu ada personil yang
bertanggung jawab untuk memberikan informasi terkini kepada pimpinan
MKDKI perihal penanganan kasus yang sedang berjalan beserta hambatan
untuk kasus yang tertinggal. Sistem informasi tersebut dapat dimanfaatkan
untuk mendapatkan laporan terkini tentang penanganan pengaduan di MKDKI
dan menjadi bahan dalam menyusun jadwal kegiatan penanganan kasus di
MKDKI.

Perlu adanya perencanaan yang baik terhadap program dan kegiatan tahun
berikutnya khususnya terkait program penanganan pengaduan dan
pengembangan organisasi (pembentukan MKDKI-P). MKDKI memerlukan
sistem angggaran yang fleksibel khususnya untuk penanganan kasus di
MKDKI. Walaupun jumlah pengaduan dapat diperkirakan dari tren pengaduan,
tetapi besar dana yang diperlukan dalam penanganan kasus juga terkait dengan
daerah tempat kejadian dalam pengaduan yang tidak dapat diperkirakan atau
terlihat dalam tren pengaduan. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang
pembiayaan MKDKI-P karena UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa
pembiayaan atas pelaksanaan tugas MKDKI dan MKDKI-P dibebankan
kepada anggaran KKI.
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TINGKAT KEPUASAN DAN HARAPAN PUBLIK TERHADAP
MKDKI

EDENTIASIRESEONDEN
Kode Responden

Tanggal Wawancara
Umur

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *)

Kedudukan . Pengadu / Teradu

*) Coret yang tidak periu.

Petunjuk Pengisian :
Berikanlah tanda silang (X} pada salzh satu kolom yang menggambarkan pendapat saudara.
Masing-masing kolom bermnakna sebagai berikut:

HARAPAN KENYATAAN

1 = Sangat Tidak Periting bagi Pelayanan 1 =Sangat Tidak Puas
2 = Tidak Penting bagi Pelayanan 2 = Kurang Puas

3 = Cukup 3 =Agak Puas

4 = Penting 4 =Puas

5 = Sangat Penting 5 =8angat Puas

Pengertian “Pelayanan” dan "Penangzanan Pengaduan” dalam kuesicner ini mencakup penerimaan
pengaduan, proses persidangan, pemberian informasi dan pelayanan fain yang terkait dengan penanganan

pengaduan di MKDKI yang diberikan oleh petugas maupun anggota MKDKI.

A L S P S R e 7oy 2 [N S

G i 24 R

Tangible Ny W

penilaian saudara tentang kondisi fisik fasilitas (bangunan dan

peralatan) serta penampifan petugas dan Anggofa MKDK! yang

ferlihat saal pemberian pelayanan
1121345 11. Letak kantor MKDK! 112(3[4(5
112131451 1.2. Penampilan fisik kantor MKDKI 11213415
112|345 13. Ketersediaan tempat parkir 112]13]|4]5
112131415 | 14. Kenyamanan ruang tunggu untuk persidangan 112]13[4]5
112[3]4]5]| 15 Kenyamanan ruang sidang MKDKi 112{3]4]5
1[2]3|4[5 1 16 Ketersediaan fasilitas yang baik di ruang sidang MKDKI 11213145
1{213]4]|5] 17. Penampilan dan kerapihan petugas dan anggota MKDKI 11213145

Reliability

Penilaian saudara tentang keakuratan dan keandalan MKDKI dalam

memberikan pelayanan
112]3|4|5] 18 Ketersediaan brosur, pamflet, atau buku panduan tentang 1(2|13]4(5

prosedur penanganan pengaduan
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1]2{3]4]5] 19, Kesesualanpelayananyangdbenkandengan proseuryang 112|345
dijelaskan
112]13]4]5|110. Keakuratan dan ketepatan keputusan MKOKI 11 2(3[4](5

--"| .Responsiveness : :
N Kemampuan MKDK.\' da!am menyed:akan pe!ayanan yang oepat dan
| gntusias. : T
3145|111, Kemudahan menghubungjntugas MKDKI 112)3]4](5
1.12. Kesigapan petugas MKDKI menanggapi keluhan 1]12)3[4]5
3[4|5|1L13. Kesigapan pefugas memberikan penjelasan dan informasi 112(3(4]5
tentang penanganan pengaduan di MKDKI
112]314]5 114, Lamanya penanganan pengaduan 112(3([4]5
Assurance : Co
“Penilaian saudara fentang kesopanan pefugas serta pengetahuan
dan kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan yang
membuat saudara percaya dan yakin terhadap kredibilitas MKDKI .~

1[2[3]415 11145 Kejelasan prosedur penanganan pengaduan 112]3]4]5
213 4|5 |116. Sikap petugas dan anggota MKDK! dalam penanganan 1121345
pengaduan
112:314]5]117. Kemampuan petugas MKDKI dalam memberikan penjelasan | 1 | 213145
dan informasi penanganan pengaduan
112 |3[4]5 |1.18. Kemampuan anggota MKDKI dalam penangananpengaduan | 1 |1213 |45

-
rafrafro ,

I~

o

112|3[4([5]119. Konsistensi keputusan MKDKI 11213([4]5
112]3]4]5]1.20. Independensi MKDK! dalam penanganan pengaduan 11213 4 S
Empathy I _

Penilaian saudara tenfang kemampuan MKDK! dafam memahami
kebutuhan pengadufterady, penjelasan yang baik

112371415 {1.21. Kemampuan komunikasi petugas dan anggota MKDKI 1121314135

112345 |22, Kesabaran petugas dan anggota MKDKI mendengarkan 1(2(314]535
keterangan

112]314|5]1.23. Kemampuan petugas dan anggota MKDKI memaharmi 1(2(3[4(5
kebutuhan pengadu/teradu

Saran untuk peningkatan kinerja MKDKI:

.................................................................................................................................................
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KUESIONER PERSPEKTIF PROSES INTERNAL MKDKI

Kode Responden

Tanggal Wawancara

Umur

Jenis Kelamin :  Laki-laki / Perempuan *)

Pendidikan Terakhir  : SD/SLTP/SLTA/D3/81/S2/83 *)

Jabatan . Anggota / Petugas *)

Jika Petugas

Lama Kerja di MKDKI

*) coret yang tidak periu

Petunjuk Pengisian :
Berikaniah tanda silang (X} pada salah satu kolom yang menggambarkan pendapat saudara.
Masing-masing kolom bermakna sebagai berikut:

HARAPAN KENYATAAN

1 = Sangat Tidak Peniing 1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Penting 2 =Kurang Baik

3 = Cukup 3 = Agak Baik

4 = Penting 4 =Baik

5 = Sangat Penting 5 = Sangat Baik

I P ProsesPenanga_mm Pengaduan S S R
112(314(5| IlLA1. Pemahaman tentang proses penanganan pengaduan mulal 11213(4(5
dari penerimaan pengaduan sampai pelaksanaan
keputusan
112;3i4[5] A2 Kejelasan wakiu dalam proses penanganan pengaduan 11213|41]5
11213i4(5| 1.A3. Prosedurdalam proses penerimaan pengaduan 112(3(4145
1121314(5| 1.A4. Prosedurdalam proses verifikasi 11213415
11213145 IL.A5. Prosedurdalam proses pemeriksaan awal 112|13{4}5
1121345 A8 Prosedurdalam proses pemeriksaan disiplin 11213145
112131485 nA7. Kejelasan prosedur setelah adanya keputusan MKDKI 11213145
11213145 u.A8. Penentuanjadwal sidang 112|3[4]5
112{3(4(5| nA9 Kejelasan dalam peneniuan majelis dan petugas untuk i[2(3(4]5
suatu pengaduan
11213145/ 1.A10. Penilatan terhadap prosedur kerja yang telah ada 112)3[4|5
11213145 LA11. Kepatuhan melaksanakan prosedur kerja dalam 11213415
pelaksanaan tugas
. I - Proses-Pelaksanaan Kepittusan - - T
1121314(5] 0.B1. Keterlibatan MKDKI untuk memonitor pelaksanaan 1123145
keputusan
1121314(5| 11B2. Upayasosialisasi pelaksanaan keputusan kepada 112131415
J, stakeholders terkait
' : Inovasi ' - o
1 [ 2 l 3 l 4 | 5| 1.C1. Penanganan pengaduan dari daerah yang ]auh dari lbukota 1 l 2 ] 3 | 4 ] 5
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11213{4|5 1.C2. Upayaadvokasi pembentukan lembaga mediasi di 112(3]4]|5
lingkungan KKI

112134151 }0C3. Metode sosialisasi keberadaan MKDKI bagi masyarakat 112345

112(3|4]|5]| i.c4. Metode sosialisasi penegakan disiplin bagi dokter 112(3[4]|5

1123|415 Ncs. Pembentukan MKDKI di Provinsi 112]3(41]5

1[2)1314|5( 1.Cs. Penggunaan alat elektronik terkini dalam proses 112|3([4}5
pemerksaan

1121314 |5 11.c7. Upaya memperbaiki proses penanganan pengaduan 11213([41]5

Saran untuk perbaikan kinerja MKDKI:

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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Kode Responden :
Tanggal Wawancara
Umur :
Jenis Kelamin :  Laki-laki / Perempuan *)

Pendidikan Terakhir . SD/SLTP/SLTA/D3/81/82/S3 M

Jahatan . Anggota / Petugas *)

Jika Petugas

L.ama Kerja di MKDKI

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

Berikanlah tanda silang (X} pada salah satu kolom yang menggambarkan pendapat saudara.
Masing-masing kolom bemmakna sebagai berikut:

HARAPAN KENYATAAN

1 = Sangat Tidak Penting 1 = Sangat Tidak Baik
2 = Tidak Penting 2 =Kurang Baik

3 = Cukup 3 = Agak Baik

4 = Penting 4 =Baik

5 = Sangat Penting 5 = Sangat Baik

- | " -Kepuasan Kerfa e e T
11213]4[5] L1, Kejelasan tanggung jawab dan deskripsi fugas 11213]4(56
112(3]4]|5] M2 Kejelasanhak dan kewajiban sebagai Anggotadan Petugas [ 112 |34 (5
MKDKI

1123 (4]5}) 3. Kejelasan dan keterbukaan pimpinan dalam pembagian 112]3([415
tugas

1121374{5]| Hl.4 Pelibatan dalam pengambilan keputusan terkait organisas 11213 [4]5

11213|4|5]| 5. Penghargaan terhadap tugas yang telah dilaksanakan 112345
dengan baik

112]34|5| 116, Ketersediaan fasilitas kerja yang memadai yangmendukung | 1213 (4|5
pelaksanaan tugas

1)2[3]4]|5]| Il7. Kesesuaian honorarium dengan beban tugas 112]3}4]5
112[314{5} I8 Kesempatan menggunakan kemampuan dalam penyelesaian | 112 3[4 |5
tugas

11213|4(5| 0.9, Kemampuan pimpinan dalam membuat keputusan yang baik |12 |3 |4 |5
(dalam hal pelaksanaan pekerjaan)

112]3[4[5]N.10. Komunikasi dengan pimpinan 112{3(4}5
112[3]4]5|H.11. Hubungan dengan anggota dan petugas MKDKI 112(3]4(5
112137415112, Keinginan untuk menyelesaikan tugas 11213[4(5
112(3)4]5]1It13. Harapan untuk terus bekeria di MKDKI 112(314](5
11203]415] 11114, Ketersediaan waktu untuk menyelesaikan tugas 112[3)4]5
11213]4([5]10.15. Keharmonisan dalam lingkungan kerja 1121345
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3 14]5]1IL16. Pemahaman tentang tugas yang diberikan 2[13]4
31415 1L17. Kemampuan untuk menyelesaian beban kerja saat ini 2{314
3[415]|11.18. Kesempatan mengutarakan pendapat atau saran kepada 2|3

'I"ndak lanjut _terhadap saran yang dlbenkan
LT Peningkatan Kemampan . o i TR

-x\ R T s

11273145 mawo

Kesernpatan mengikuti pelatihan atau studi bandlng

31415/ n.21.

Dukungan dari pimpinan untuk pengembangan keahlian dan
karir

" Kapabhiiifas Sistem Informasi-. = v

2131415 mez.

pelaksanaan tugas

Akses terhadap informasi terkini (tentang penanganan 21314
_pengaduan, prosedur baru, dsb)
314]5] 123, Sistem administrasi yang memudahkan pelaksanaan tugas 2|34
3| 4151124 Akses informasi yang memadai yang mendukung 2|13|4

Saran untuk perbaikan kinerja MKDKI:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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Lampiran 3.
Pedoman Wawancara

EVALUASI KINERJA MKDKI
DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD

Kode Responden

Waktu

Wawancara

Latar Belakang Responden

Nama Lengkap :

Jabatan di kantor  : Pimpinan/ Anggota/ Petugas MKDKI
Lama bekerja

Tata cara pembukaan wawancara :

1. Penjelasan tujuan penelitian dan tujuan wawancara
Tujuan penelitian
Menggali persepsi informan mengenai kineja MKDKI dengan pendekatan empat
perspektif Balanced Scorecard.

2. Pemberitahuan bahwa kegiatan wawancarz akan direkam dengan alat perekam untuk
membantu ingatan pewawancara.

1) Adakah vpaya yang dllakukan MKDKI u.ntuk meningkatkan pemanfaatan MKDKI
oleh masyarakat dalam penyelesaian dugaan kesalahan profesi medis? Siapa sasaran
dan bagaimana bentuk kegiatan dalam upaya tersebut?

2) Apakah ada upaya MKDKI untuk mengakomodasi kebutuhan pengadu dan dokter

yang diadukan dalam proses penegakan disiplin?

3) Bagaimana pendapat Bplk/Ibu tentang tatacara penanganan kasus sebagaimana tertera
dalam Peraturan KKI No. 16/KKI/Per/VIII/2006? Apakah sudah diterapkan dengan
baik atau ada hal yang perlu penyesuaian?

4) Apakah MKDKI memiliki prosedur kerja beserta timeline yang jelas dalam
penanganan kasus?

- Jika ada, apakah sudah diterapkan dengan baik?
- Jika tidak ada, alasannya?

5) Faktor apa yang mempengaruhi lama penanganan pengaduan? Apakah jarak daerah
kejadian dari kedudukan MKDKI saat ini (Jakarta) turut mempengaruhi?

6) Apakah menurut Bpk/Ibu perlu ada perbatkan danfatau terobosan baru pada tatacara
penanganan kasus dan prosedur kerja penanganan kasus di MKDKI1?

7) Bagaimana MKDKI menentukan jadwal persidangan ierhadap suatu kasus? Adakah
prioritas untuk kasus tertentu?

8) Sampati scjauh mana tanggung jawab MKDKI dalam pelaksanaan keputusan? Apakah
telah ada koordinasi dengan stakeholders terkait pelaksanaan keputusan?

9) Bagaimana menurut Bpk/Ibu tentang kinerja penanganan kasus oleh MKDKI saat ini?
Apakah perlu peningkatan?

- Jika ya, adakah upaya yang telah dilakukan?
- Jika tidak, alasannya?
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10) Apakah pembentukan MKDKIT di provinsi dapat meningkatkan kineja MKDK1? Apa
yang mendasari target pembentukan MKDKI-P di 10 provinsi pada Renstra MKDKI
2008-2013?

11) Apakah ada uraian tugas yang jelas bagi pimpinan, anggota maupun petugas
MKDKI? Apakah menurut Bpk/Ibu apakah masing-masing personil MKDXKI telah
memahami uraian tugas tersebut?

12} Bagaimana beban tugas yang ideal bagi anggota maupun petugas MKDKI dalam
penanganan kasus? Bagaimana kondisi saat ini?

13) Bagaimanakah kesesuaian honorarium dengan beban tugas anggota dan petugas
MKDKI?

14) Bagaimanakah menurut Bpk/bu terkait kecukupan dan kapabilitas anggota dan
petugas MKDKI saat ini? Apakah sudah sesuai dengan tuntutan tugas MKDKI? Jika
belum, apakah ada upaya untuk meningkatkan hal tersebut?

i5)Bagaimana bentuk unit pendukung vang ideal yang dapat meningkatkan kinerja
MKDKI? Bagaimana dengan kondisi saat ini?

16) Bagaimanakah komunikasi antara pimpinan dengan anggota maupun petugas
MKDKI? Apakah pimpinan terbuka terhadap saran?

17) Bagaimanakah ketersediaan fasilitas kerja bagi anggota maupun petugas MKIDKI?

18) Bagaimana menurut Bpl/ibu tentapg sistem administrasi penanganan kasus di
MKDK, apakah sudah mendukung penyediaan informasi terkini tentang penanganan
kasus?

19) Bagaimana menurut Bpk/Ibu tentang ketersediaan anggaran untuk kegiatan MKDKI?
dan bagaimana penyerapannya?

20)Kegiatan apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam penyediaan anggaran
MKDKI?
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EVALUASI KINERJA MKDKI DENGAN PENDEKATAN BSC
PERSPEKTIF PUBLIK

A RN CAT A END A,

NS I RV W i
Kode Responden
Waktun Wawancara
Latar Belakang Responden
Kedudukan : Pengadu/Teradu

Tata cara pembukaan wawancara :

J. Penjelasan tujuan penelitian dan tujuan wawancara
Tujuan penelitian
Menggali persepsi informan mengenai kinerja MKDKI

2. Pemberitahuan bahwa kegiatan wawancara akan direkam dengan alat perekam untuk
membantu ingatan pewawancara.

1) Bagaunanakah pemlalan Bpkﬂbu terhadap kantor MKD&I secara keselumhan'? Dan
bagaimana harapan Bpk/Ibu?

2) Bagaimana penilaian Bpk/Ibu terhadap kerapihan dan penampilan dari anggota
maupun petugas MKDKI?

3) Apakah menurut Bpk/Ibu pemeriksaan di MKDKI sudah dilakukan secara teliti,

cermat dan seksama?

4) Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang keputusan MKDKI, apakah sudah tepat?

5) Terkait dokumen pasien, bagaimana menurut Bpk/Ibu tentang penyimpanan dokumen
dan administrasi di MKDKI?

6) Bagaimanakah pelaksanaan proses persidangan di MKDKI?

7) Bagaimanakah keandalan petugas MKDKI dalam memberikan pelayanan (menerima
keluhan, memberikan informasi, dsb)?

8) Bagaimana menurut BpklIbu terkait waktu penanganan pengaduan di MKDKI?
Bagaimana harapan Bpk/Tbu kedepan?

9} Bagaimana menurut Bpk/Ibu kesiapan MKDKI dalam menangani pengaduan? Dari
segi SDM dan sarana prasarana?

10) Bagaimana sikap petugas MKDKI saat memberikan pelayanan?

11) Apakah Bpk/Ibu mendapatkan penjelasan yang cukup tentang penanganan pengaduan
di MKDKI?

12) Bagaimana sikap anggota MKDKI saat bersidang?

13) Apakah MKDKI sudah cukup tanggap terhadap kebutuhan pengadw/dokter vang
diadukan”

14) Bagaimana pendapat Bpk/Ibu terhadap kompetensi dan kredibilitas anggota MKDKI?

15) Bagaimana menurut Bpk/Ibu tentang objektifitas MKDKI dalam penanganan
pengaduan secara objektif?

16) Apakah Bpk/Ibu mengetahui dengan batk tentang prosedur penanganan pengaduan di
MEKDKI? bagaimana tanggapan Bpk/Ibu terhadap prosedur tersebut?

17} Apakah MKDKI konsisten dalam menetapkan keputusan sanksi disiplin?
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18) Apakah Bpk/Ibu merasa telah ditangani dengan baik oleh MKDKI dalam proses
penanganan pengaduan?

19) Bagaimanakah kemampuan komunikasi petugas maupun anggota MKDKI pada
proses yang Bpk/Ibu jalani?

20) Bagaimanakah akses Bpk/Tbu kepada informasi penanganan pengaduan di MKDK1?
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EVALUASI KINERJA MKDKI DENGAN PENDEKATAN BS5C
(Ketua KKI/YPKKI)

Kode Responden

Tanggal

Wawancara

Latar Belakang Responden
Nama Lengkap :
Jabatan

Tata cara pembukaan wawancara @

1. Penjelasan tujuan penelitian dan tujuan wawancara
Tujuan penelitian
Menggali persepsi informan mengenai kinerja MKDKI

2. Pemberitahuan bahwa kegiatan wawancara akan direkam dengan alat perekam untuk
membantu ingatan pewawancara.

1} Bagaunana pendapat Bpk/l'bu tentang peran pentmg MKDKI dalam penyelenggaraan
praktik kedokteran?

2) Salah satu tugas MKDKI adalah menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan
dugaan pelanggaran disiplin profesi kedokteran. Apakah MKDKI dapat melindungi
masyarakat dari praktik kedokteran yang burzk serta menjaga kebormatan profesi
dokter/dokter gigi?

3) Apakah ada upaya yang dapat dilakukan MKDKI untuk dapat meningkatkan
pemanfaatan MKDXI oleh masyarakat/publik?

4) Apakah Bpk/Ibu mengetahui dengan baix tentang prosedur penanganan pengaduan di
MKDKI? Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu terhadap prosedur tersebut

5) Apakah ada hal-hal yang perlu penyesuaian
6) Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang lama penanganan pengaduan di MKDKI?

7) Saat ini KKI berperan sebagai pelaksana keputusan MKDKI. Bagaimana seharusnya
peran KKI dalam proses penanganan kasus di MKDXI

8) Bagaimana seharusnya pelaksanaan keputusan MKDKI? Siapakah yang scharusnya
melakukan koordinasi dalam pelaksanaan keputusan tersebut?

9) Bagaimana menurut Bpk/Ibu tentang kapabilitas (kuantitas dan kualitas) anggota dan
petugas MKDKI dapat penanganan pengaduan? Saran Bpk/Ibu?

10) Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang objektifitas MKDKI dalam penanganan
pengaduan?

11} Bagaimana pendapat Bpk/Tbu tentang pembentukan MKDKI di provinsi?

12) Bagaimana pendapat Bpk/lbu tentang upaya advokasi pembentukan lembaga mediasi
di lingkungan KKI yang tencantum dalam Rencana Strategis MKDKI 2008-2013?

13) Bagaimana pendapat Bpk/Ibu tentang kinerja MKDKI dalam penanganan pengaduan
saat ini?
14} Bagairana harapan Bpk/ibu terhadap MKDKI kedepan?
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Lampiran 3. Hasil
Survel

HASIL SURVEY KEPUASAN DAN HARAPAN PUBLIK TERHADAP MKDKI

11 Letak kantor MKDKA o)l 2] 3l2{0l 3! s]oflofls3]|2]2|a]w
12. | Penampitan fisik kantor MKDKI 0| 1| 2| 3] 1] 36 7ilo| o] 2[ 4] 1] 39| &
I3 | Ketersediaan tempat paridr ol 2]l 2130 31) 63| 0| oo 6| 1] a1] s
14| Kenyamanan ruang turoqu untuk persidangan 0lo|s[1{1][3a] ea| o] o|of 3|4} a6]| st
15" | Kenyamanan ruang sidang MKDKI o| 1l 2| 3[ 1] a6 m|olo|l o] 2|s]| ar| s
18 | Ketersediaan fasiitas yang baik dinangskbang Mkok! | 0] 0| 2| s o] 37| 741 ol o] ol 4t 3] 44| e
L7 | penampitan dan keraphan petugasdanangeotaMkBkl | 0| o o 4| 3| 44| 8] 0! o] 11 3} 3} 43| 8
Tanglble : ] 36 i 43| 85
I8 | Kelersediaan brmsur, pamfiet, atau buku panduan tentang
prosedur penanganan pengaduan 0] 5} 61 2] 0] 26 51| ot of 0] 2] 5§ 47 4
15 | Kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan presedur
yang diietaskan 0| 2t 3t ol 2 33| 66| ob o] ojaj 4! 46| 91
MG | Keakuratan dan kelepatan keputusan MKDKI g ok 2% 1) 4] 4a3) s8] of o) ol o 73 5000
Reliabilty - - . - 34| 68 48| 95
M1 Kemudahan menghubungi petugas MKDKI of 11 21 o[ af 40 80| 01 o0l o] 3] 4] 46| o
112 1 Kesigapan petugas MKDKI menanggz2pi keluhan 0d ol 2] 4|4} 43| es|ojolo| 4] 3] a4 s
113 | Kesigapan petugas memberkan penjelasan dan
informasi tentang penanganan pengaduan di MKDKI Q)] 0) 3] 1] 3 L] 0| 0] 0] O] 3] 4] 46| |
.14 Lamanya penanganan penqgaduan | 4| t] 2] 01V 27 41 0] 0] 0] 2| 5] 471 94
Responsiveness 38 75 4.6 1
145 | Kejelasan prosedur penanganan pengaduan ol 3] 4] 1} 2| 33| esf of of o] 0] 7] 501100
116 | Sikap petugas dan anggota MKDKI dalam penanganan
pengaduan 0|l ol 1| 24 4] 44f 8] o]l o] o] 21 5] 47| 94
117 ¢ Kemampuan pelugas MKOKI dalam memberikan
penjelasan dan informasi penanganan pengaduan 0] 11 3| 2] 1 34 691 0] D) 0% 2} 5! 47| %
118 | Kemampuan anggota MKDKI dalam penanganan
pengaduan ol ot 20 2/ af 41) 8] ol o] o] 11 6 48| o7
112 | Konsistenst keputusan MKDKI ol ol 1l 1] 5| a6 oif ol ol ol o] 7] 5ol
120 | \ndependensi MKDKI datam penanganan pengaduan 0t ol 11 3| 3| 43| 8| ot o] o] ol 7] sol100
Assurance 4.0 a0 49| 98
121 | Kemampuan komunikasi petugas dan angaota MKDKI oy ololals| 47| 94l o)olo] 2| 5] a7] o4
£22 | Kesabaran petugas dan anggota MKBKI mendengarkan
keterangan 0]l 0] 0] 3] 41 46 9| 0] 0o 0| 1| 6] 49; &7
123 | Kemampuan petwgas dan anggola MKDK! memahami
kebutuhan pengadulleradu 01 0] 1] 2] 47 44 sl ojJoj)Jol 1] 61 49| &7
Empathy 46 91 48 | 86
RATA-RATA KESELURUHAN 38| 78 45| 92
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“Pemahaman tentang proses penang
mulal dar penerimaan pengaduan sampai pelaksanaan
keputusan Droj2|5(2} 4080 (/00 [1]6]3] 4793
l1A3 | Prosedur dalam pruses penerimaan pengaduan o1[3faf1]l 36|7ifolofslal2]| 20]7
A4 | Prosedurdaiem proses verifikast ojo[sfafol 3ales|ofofo|7]|2] 42]84
HAS Prosedur dalam proses pemelﬂssaan awal olilzlslo asl71lololz2|4a]3 411 82
A7 | Kelelasan prosedur setelah adanya keputisan MKDKI 1lal1b3lol 22153 |1bololalal 2a1]e
IA8 | Penentuan jadwal sidang 0l213V3i1] 33|s7|olala]|2]|3] 38|78
149 | Kelelasan dalam penentuan majelis dan petugas untuk
sualu pengaduan D)10id4]1411 37|73 (0i0|3]2|4] 41 ] 82
A0 | Penilaian tethadap pmsedur kerja yang ietah ada ol2t2lasls| 3aleslolotalis|1]| 38! 7
A1t | Kepakihan mekzksanakan prosedur keda datam
pelaksanaan fugas 0113|4114 36|71 (61033 |3] 40 80
Penanganan Pengaduan _ ) 13 | 67 42 | &3
181, | Keterbatan MKDK] untuk memonitor pelaksanaan
|| kepuwsan 13|41 |of 26[s1lofoj1jef2]| 4182
IB2. | Upaya sosiafisas( pelaksanaan keputusan kepada
stakeholders ferkait 1125|410 27|53 |0 |0o1oD|5;4]| 44|89
Pelaksanazn Keputusan : 26 | s2 43 | 86
IIG1. | Penanganan pengaduan dari daeah yang jauh dad
ibukota negara 0il21313]1 33|67 )]0 (1127124 40 80
IC2. | Upaya advokasi pembenhskan lembaga mediasi di
lingkungan KKI 2121312 (0} 26551111 |21114] 37|73
Ic3. Metode sosialisasi keberadzan MKDKI bagl rnasyarakat 1 3lala2lo s71s3|lolololals 48 | 94
ic4, Metode sostalisasi penegakan disiplin bagi dokler olalalalo apieo|lolo|l1|5]3 2184
HCS. | Pembentikan MKDKI di Peovinsi alal1j1le] 23]laz]o]o]o|3]s] 47}
lIC6. | Penggunaan alat elekironlk teddni dalam proses
pemeriksaan 1|5{2|1]0)] 23|47 |0)J0)2]|2|5]| 431} 87
IIC?. | Upaya memperbalki proses penanganan peagaduan 0f3|2[4o| 31]62|0j1]|1|3|4al 4182
Inovast : 28 | 55 : 42 1 o4
RATA-RATA 28 | 80 42 | 84
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II[.1 ] I(ejelasan gu ]awab dan desknpsi tugas Sl 1 g 32 _ 64 0 0 . 43 -
2. | Kejelasan hak dan kewajiban sebagai Anggota dan

Pelugas MKDKI 01 34 |69 |00 a1 82
.3, | Kejelasan dan kelerbukaan pimpinan dalam

pembagian tugas 011 37173{0]0 40 | 80
N4, | Pelibatan dalam pengambifan keputusan terkait

organisasi 010 371734011 39|78
ill.5. | Penghargaan teshadap fugas yang telah

dilaksanakzn dengan baik ol 1 4leelolo 411 82
6. | Kelersediaan fasilitas kerja yang memadai yang

mendukung pelaksanzan lugas ol s30le60lolo 44 | 89
lL.7. | Kesesuaian honorarium dengan beban tugas 0l 2 sails2|olo 41| 82
N.8. | Kesempatan menggunakan kemampuan dalam

penyelesaian ugas 0lo as|7fofo 41 82
LS. | Kemampuan pimpinan dalam membuat keputusan

yang baik {dalar hal pelaksanaan pexeraan} 0]1 36|71 (0] 0 41 | 82
.10
) Komunikasi dengan pimpinan 0,0 4118210190 411 82
.1
. Huburgan dengan anggota dan pelugas MKDKI 010G 4387100 4.0 80
.12
. Keinginan untuk meayelesaikan tugas it 37| 73f0(0 42 | 84
.13
. Harapan untuk terus bekerja di MKDKI 0l 36| 7 (010 38176
.14
. Ketersediaan waklu untuk menyelesalkan fugas 0|2 33[167(0¢0 4.2 | 84
.15
. Keharmonisan dalam lingkungan kefja 0|0 3917610140 42 | B4
.16
) Pemahaman tentang {gas yang diberikan 6|0 39|78(050 40 | 80
A7
. Kemampuan untuk menyelesaian beban kerasaatini | ¢ | 0 33|67|0F0 44 | 8%
.18 Kesempalan mengutarakan pendapat atau saran
: kepada pimpinan 01 37173010 40 | 80
I.1%
] Tindak lanjut terhadap saran yang diberikan 013 3264|010 41| 82
11.20
. Kesempatan mengikuti pelatihan atau studi banding 111 29158|0]0 47 1 83
.21 | Dukungan dari pimpinan untuk pengembangan

keahlian dan karir ol3 33lerlolo 40 | 80
111.22 | Akses terhadap informasi terkini {tentang -
. penanganan pengaduan, prosedur baru, dsb) 0l 2 34160100 51| 82
.23 | Sistemn adminisirasi yang memudahkan pelaksanaan
. tugas 111 0180010 4.3 | 87
.24 | Akses informasi yang memadai yang mendukung

pelaksanaan lugas 210 341621090 44 | 85

RATA-RATA 35170 421 83
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Lampiran 6.

Print screen Software MKDKI

PROGRAM PENILAJAN KINERJA MKDKI

Penyusun Program ;
2. Yanthi Brihtsanthi, SH (author)
3. Marwan M Noer, Skom (programmer)
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